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ABSTRAK

FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Makhrus
NIM 11913012

Pengelolaan filantropi Islam di Indonesia dipelopori oleh civil society, yang secara
mandiri melakukan pemberdaydan masyarakat, baik melalui ormas keagamaan,
lembaga pendidikan, badan sosial_ataupun lembaga [filantropi Islam yang beroperasi
secara profesional. Lembaga filantropigislamytersebut adalah lembaga digagas oleh
civil society maupun lembaga semi-struktural negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : perfama, mengkaji pola lembaga
filantropi Islam dalam mengoptimfalkan pemberdayaan masyarakat. Kedua, mengkaji
realisasi program lembaga filantropi” Islam—dalam melakukan pemberdayaan
masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Yogyakarta dan Dompet Dhuafa (DD) Jogja dengan narasumber bagian
pendayagunaan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi
dan wawancara untukimengungkap masalah-masalah peimberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh kedua’lembaga filantropi Islam tersebut.

Hasil penelitian diskriptif ini menghngkapkan\bahwa'pola pemberdayaan masyarakat
lembaga filantropi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarya cenderung berbeda dan
bervariasi, baik dari aspék, dssessfent program, pola prégram, prosedur, realisasi,
evaluasi, dan proses pendampingdfi pasca pelaksandan program pemberdayaan
masyarakat tersebut dilaksanakan. Berdasarkan analisa diatas, penulis memberikan
rekomendasi bentuk program sindikasi pemberdayaan masyarakat untuk lembaga
filantropi Islam.

Kata-kata kunci : filantropi Islam, pemberdayaan masyarakat, lembaga

Xiv
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pemberdayaan masyarakat oleh lembaga dan bukan melalui pola penyaluran carity
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan banyak
pandangan kepada seluruh |manusia. Dalam |bidang ekonomi Islam tidak
memposisikan aspek materialis gebagai bentuk tujuan dari proses aktivitas
ekonomi. Oleh karena itu, pepecapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam yakni
tercapainya falah’. Jika tidak terjadi‘keseimbangan tujuan tersebut. Maka
mengakibatkan beberapa dampak/~'seperti~—Kkesenjangan sosial, manipulasi,
kemiskinan dan lainnya.] Ketidakseimbangatr dalam kaitafifiya dengan dengan
kemiskinan dapat diselesaikan.dengan adanya kedermawanan ataupun filantropi’,
yang termanifestasi dalam bentuk seperti charity, pemberdayaan masyarakat dan

lainnya.

Aktivitas filantropi dalam Islam sudah lama berjalan, yakni, dengan
adanya keharusan membayar Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Zakat bahkan

disebutkan sebannyak 30 kali, 8 disurat Makkiyah dan 22 disurat Madaniyah.

! Falah berasal dari kata Afalaha-Yuflihu yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan.
Kemuliaan multidimensi dengan menjalankan aktvitas ekonominya tidak hanya mengorientasikan diri
pada pencapaian materi belaka melainkan juga pencapaian spiritual. Lih. P3EI Ull, Ekonomi Islam.
(Yogyakarta: Rajawali Press, 2008), hlm, 3

% Istilah “filantropi”® dimaknai “kedermawanan” sebuah watak atau sikap altruistik
(mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama) yang sudah menyatu dalam diri
manusia , baik individu maupun kolektif. Lih. Hilman Latief, Melayani Umat: Filantropi Islam dan
ideologi Kesejahteraan Kaum modernis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.33



Sedangkan perintah zakat yang bergandengan dengan shalat 28 kali, meski ada
pendapat lain yang menyebut 82 kali® dan 27 ayat®. Kekuatan spirit perintah ini
seperti menjadi ilham bahwa seorang yang muslim bertanggung jawab terhadap
muslim yang lain. Serta bagaimanana dana filantropi Islam tersebut bisa
menciptakan keadilan sosial dan keadilan distribusi ekonomi’. Ibnu Qayyim
membagi atas dua katagori ddlam pola penyaluran zakat yang terbagi kepada
delapan asnaf seperti yang sudah ditetapkan dalam Al Qur’an. Perfama, mereka
yang menerima zakat berdasarkan kepérluan yakni fakir, miskin, rigab, dan ibn
sabil. Kedua, mereka yang menerima-zakat untuk digunakan sendiri yakni amil,

muallaf, orang yang berhutang démi tujuat yang baik dan berjuang di jalan Allah®.

Aktivitas filantropi\Islam_saat \ini, menjadi /perbatiaiil banyak pemikir,
filsuf, akademisi dan praktisi Hal tefSebut, dikaitkan dengan penyalurannya
filantropi Islam dalam, halgini, ZIS;, yang masili~banyak, bergerak dalam wilayah
kegiatan bakti sosial, bantuan karitas, santunan anak yatim, pembangunan
Madrasah dan lainnya. Bahkan cenderung mengabaikan kepentingan umat Islam
lainnya seperti, bantuan hukum, perlindungan anak, advokasi kebijakan publik,

pemberdayaan perempuan dan beberapa agenda penting lainnya, masih kurang

¥ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddigiey, Pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka Rizki

Putra, 1996), hlm. 2

* Yusuf al Qardhawi, Fighus Zakat, (Beirut : Muassasah Risalah, 1991), him. 42
% Sukron Kamil, Filantropi Islam dalam Kalam dan Figih: Problem dan Solusi, dalam buku

Berderma untuk Semua: Wacana dan Prakiek Filantropi Islam, (Jakartaz PBB UIN Syarif
Hidayatullah, 2003), him. 41

¢ «Abdul *Azim Islahi, Readings in Islamic Economic Thought, (Malaysia: Longman Malaysia,

1992), hlm. 163

7 Latief, Melayani, him. 38



mendapatkan support dari pendayahgunaan dana filantropi Islam®, disamping
upaya ingin mengetahui potensi filantropi Islam dan dampaknya bagi

pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin atau kaum dhuafa.

Pemahaman tentang filantropi Islam tersebut dianggap penting mengingat
istilah filantropi bukan berasal~dati terminologi Islam, melainkan dari bahasa
Yunani, dimana filantropi lebih!didasatiypada kecintaan kepada sesama manusia.
Sedangkan dalam Islam bentuk kecintaan tersebut lebih bersifat wajib, seperti
yang tertuang dalam zakat® danzsunnah seperti infak, sedekah dan wakaf. Sehingga
padanan pemahaman filantropi-Islam;meryjuk pada sedekah. Meski pun dalam
aplikasi lembaganya bergandengan dengan zakat dan infak. Pemahaman filantropi
Islam yang bersifat teologis\ini diharapkan, fembawa-dampak sosial yang lebih
jelas dan luas, sehingga semangat yang/terbangun adalah terciptanya solidaritas
dan hubungan sosial, yang, lebihp, manusiawi!’; Dalam perkembangannya,
keberadaan filantropi Islam saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang

cukup signifikan. Salah satunya dengan mulai banyakya lembaga filantropi Islam.

% Hamid Abidin (ed.), Reinterpretasi Pendayahgunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan

Zakat Infak Sedekah, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. v

? Zakat meski bersifat wajib, dalam implementasinya dewasa ini, tidak ada hukuman yang jelas

dan memadai bagi setiap muslim yang tidak melaksanakan kewajiban berzakat. Kalangan akademisi,
khsususnya di Indonesia memasukkan zakat scbagai salah satu unsur pokok tentang diskursus
filantropi Islam, dikarenakan pelaksanaan zakat di Indonesia dan berbagai dunia Islam lainnya bersifat
“kerelaan” atau berdasarkan pada kesadaran individu. Seorang yang tidak menunaikan zakat tidak
mendapat konsekuensi sosiologis, politis ataupun hokum. Hal yang berbeda yang terjadi dengan zaman
Rasulullah dan sahabat yang menjadikan zakat sebagai instrument fiskal pafing awal. Pelaksanaan
zakat yang bersifat kerelaan dan kesadaran juga dilaksanakan di negara-negara muslim lainnya. Lih.
Latief, Melayani, hlm. 52-54

1% I atjef, Melayani, him. 63



Perkembangan pengelolaan filantropi Islam, ternyata masih belum
diimbangi dengan potensi pengumpulan dana filantropi Islam yang cukup besar.
Potensi ini lebih didasari pada jumlah umat muslim di Indonesia yang besar,
seperti yang diungkapkan oleh Azyumardi Azra.

Filantropi Islam Indonesia dalam  bentuk ZISWAF (zakat, infaq,
sedekah, wakaf) memiliki potensi sangat besar. Belakangan ini
berbagai kalangan mempérkirakanpotenst ziswaf Indonesia mencapai
sekitar Rp 217 triliun setiap ‘tahan.” Meski realisasinya masih jauh
daripada potensi itu, ziswaf yang terus bertumbuh kian menjadi
‘rebutan’ di antara berbagai lembaga. Sejak dari amir masjid di masjid
lingkungan pertetanggaam;, ormas  Islam)’ LSM kolektor-distributor,
sampai pada pemerintah!’

Laporan dari BAZNAS) 2011 realisasi dana filantropi Islam baru
mencapaj 1.75 triliun. Dana itu pun tidak termasuk dana yang disalurkan langsung
kepada orang yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada
kesenjangan antara potensi;=pengumpllan ‘dan pendayagunaanya. Padahal
filantropi Islam pada tahap yang lebih“jauh~adalah tefciptanya masyarakat yang
terberdayakan atan dari dhuafa menjadi Muzaki dengan membuka lapangan kerja

dan usaha yang lebih luas', sehingga kescjahteraan kolekti terbangun secara

menyeluruh.

Upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendayahgunaan dana

filantropi Islam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana ZIS

1 Azyumardi Azra “Negara dan Filantropi Islam” dalam;

http://www.republika.co.id/berita’kolom/resonansi/13/05/1 5/mmuiqm-negara-dan-filantropi-islam
diakses Eada hari Rabu, 19 Juni 2013 pukul 13.04

2 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Medern, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm.
15



juga dilakukan pemerintah, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 23/2011 sebagai pengganti
UU No. 38/1999 tersebut. Regulasi pemerintah tersebut tidak lain memperkuat
ingin keberadaan dan peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dibentuk oleh
pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil
Zakat (LAZ) yang notabene méfupakan lembaga yang dibentuk secara swadaya
oleh masyarakat. Kedua lembagaltersebut) diatas memiliki budaya kerja dan
kebijakan sendiri dikarenakan>aspek |legal-formal dan pengelolaannya yakni

BAZNAS yang semi-struktural negara-dan".AZ dikelola oleh masyarakat sipil®®.

Secara sektoral data Badan Pusat Statistik (BPS) akhir tahun 2012 untuk
Daerah Istimewa_Yogyakarta/(DIY), menunjukkan tingkat ketiskinan mencapai
15, 88% atau 562,11 ribu jiwartertinggi/dh pulaudawa, sekalipun sudah menurun
dari Maret 2012 yakni, 16;05, atau, 565;32-ribu~jiwa 4. Hal ini menimbulkan
pertanyaan tentang peran BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompet Dhuafa Jogja
yang merupakan perwakilan dari Dompet Dhuafa di DIY, sekaligus LAZ pertama
di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut melalui pemberdayaan

masyarakat, Apalagi, kedua lembaga filantropi Islam tersebut telah bergerak

13 Dalam kaitan kedua lembaga ini Hilman Latief memberikan dua kesimpulan. Pertama,
potensi yang dimiliki Baznas dan LAZ sama-sama besar dalam penggalangan dana dan masyarakat
memiliki pilihan kemana sumbangan mereka disalurkan. Kedua, model pengelolaan dananya yang
relatif berbeda, dalam hal ini LAZ lebjh inovatif dan Baznas harus lebih banyak melakukan
impravisasi. Lihat, Hilman latief, Politik Filantropi Islam di Indonesia Negara, Pasar dan Masyarakat
Sipil, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013) him. 54-55

“ Dikutip dari www.republika.co.id “Tingkat Kemiskinan di DIY Tertinggi Sejawa”
http:Ilwww.republika.co.idfberitalnasionalfjawa—tengah—diy-nasional/13/01/02/mfzoyv-tingkat—
kemiskinan-di-diy-tertinggi-sejawa pada hari Rabu 26 Juni 2013 pukul 05.13



professional dalam pengelolaan dana filantropi Islam, khususnya untuk Daerah
Istimewa Yogyakarta. Berangkat uraian diatas, maka penulis terdorong untuk
melakukan penelitian dengan judul “Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan

Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta”
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penélitianiini adalah :

1. Bagaimana pola lembaga filantropi Islam dalam mengoptimalkan
pemberdayaan masyarakat-di-Daérah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana realisasi program- lembaga filantropi Islam dalam melakukan
pemberdaydan masyarakat/di Daerah Istimewd Y 0gyakafta?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitiar dalamspendclitiaini-adalah :

1. Untuk mempelajari pola lembaga filantropi Islam dalam mengoptimalkan
pemberdayaan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui realisasi program pemberdayaan masyarakat yang sudah
dilaksanakan lembaga filantropi islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah :



1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan
secara menyeluruh terkait filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat di
Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga bisa dikaji secara teoritis dalam
penerapannya. |

2. Secara praksis : penelitian ini diharapkan memberikan gambaran filantropi
Islam tentang pemberdaydan masyarakat,-Sehingga beberapa hal yang belum
optimal mulai assessment sampai dengan evaluasi bisa memberikan
rekomendasi evaluasi terhadap proses pemberdayaan masyarakat yang sudah
dilaksanakan oleh lembaga filantropilslam‘di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bagi penulis : dapat mengetahni-proses~pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan oleh lembaga filantropi [slamy digRaerah Istimewa Yogyakarta,
sehingga dapat menambah wawasan peneliti tentang filantropi Islam dan
pemberdayaan masyarakat.

4. Bagi kebijakan & ‘penelitian ‘ini’ diharapkansbisa memberi masukan kebijakan
bagi pihak penentu kebijakan filantropi Islam.

E. Sistematika Pembahasan
Untuk mendeskripsikan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan

sistematika pembahasan tesis ini sebagat berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam



bab ini berusaha menjelaskan mengenai rencana penelitian yang hendak dilakukan

oleh penulis.

Bab II : Telaah Pustaka dan Landasan Teori, terdiri atas dua bagian.
Pertama, berisi tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain.
Kedua, berisi tentang landasan-teeri-yang-meliputi filantropi Islam (pengertian,
aspek-aspek filantropi Islam, regulasi Jlembaga’dan pola pemberdayaan filantropi
Islam) dan pemberdayaan masyarakat (pé€ngertian, prinsip, misi dan tahapan,
pengembangan kapasitas masyarakat) yang| menjelaskan aspek teoritis

menjelaskan mengenai praktek filantropi Islafm.

Bab III : Metode Penelitian, yang berisi tentang metode penelitian yang
peneliti gunakanwuntuk menjawab-ramusan ‘masalall, Isi bab'ini ialah; pendekatan
penelitian dan pendeckatan, tempat daf-lekasi/penelitian, informan penelitian,

teknik pengumpulan data, teknikfanalisis data-dan.desain penelitian

Bab IV : Hasil dan Analisi Penelitian, berisi dua bagian. Pertama, hasil
penelitan yang berisi praktek pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh
lembaga filantropi Islam, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Yogyakarta dan Dompet Dhuafa (DD) Jogja sebagai badan/lembaga formal
yang diakui oleh negara melalui peraturan dan perundang-undangan. Kedua,
bagian analisis penelitian, penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan,

berisi tentang hasil penelitian yang penulis lakukan pada lembaga filantropi Islam,



yang komparasikan dengan landasan teori untuk rumusan masalah yang sudah
ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini pula penulis akan memberikan rekomendasi

pemberdayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi Islam.

Bab VI : Penutup, berisi tentang simpulan, saran dan kritik, serta

penelitian yang bisa dilanjutkap-dalam penelitian,ini.

Lampiran : Daftar Pustaka, berkasipenelitian dan biodata peneliti.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Filantropi Islam sebagai bagian bentuk kewajiban seorang muslim, yang
dalam perkembanganya mengalami banyak pandangan dan praktek. Hal tersebut
terjadi diakibatkan semakin| ‘banyaknya warian kasus yang terjadi, schingga
keberadaan filantropi Islam, keémudian berkembang menjadi bagian yang saling
terikat dalam aktvitas keseharian—mfaSyarakat—Tentu saja dengan beragam pola

yang dilakukan yang salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat.

Beberapa/ penelitian’ yang. berkaitaid | dengan—=filantfopi Islam adalah
Melayani Umat FilantropiIslam dan Jdeéologi Kesejahteraan Kaum Modernis'.
Buku ini menjelaskan Jteftang™—aktivisme—dan” peran filantropi Islam yang
dilaksanakan oleh Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah sosialnya
sebagai organisasi sosial keagamaan. Muhammadiyah sebagai organisasi yang
didirikannya pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan dalam gerakannya mampu
membangun dan menggerakkan beragam lembaga sosial, pendidikan dan
kesehatan melalui pengoptimalan filantropi Islam yang dimiliki persyarikatan,
amal usaha, kader maupun partisipan Muhammadiyah. Selain itu, dalam buku ini

juga dijelaskan mengenai kelebihan, kelemahan dan tantangan Muhammadiyah

! Hilman Latief, Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis,
(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010)

10
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dalam membangun filantropi Islam dalam dakwah gerakannya dimasa yang akan

datang atau dalam menuju abad kedua.

Penelitian lain terkait peran filantropi Islam adalah Kedermawanan Kaum
Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di
Sepuluh Kota®, Menjelaskan hasit suveiterkait.potensi zakat yang ada di 10 kota
dengan cara interview dengan para mozakki sehingga memberikan kejelasan terkait
potensi zakat yang ada di IndonestanDalam penelitian juga dijelaskan mengenai
motivasi Muzaki dan pola menyumbangnya ferhadap masyarakat miskin, yang
lebih banyak dipengaruhi aspek spiritual -yang mencapai 96 %, belas kasihan 87 %,
solidaritas sosial 86 % dan selanjutnya diikuti oleh kepercayaan terhadap

organisasi, dipaksa, pamrih'dan adat kebiasaam

Kajian yang lebih mendatam mrengenai‘filantropi Islam secara historis di
Indonesia adalah Faith\and The Siate: A=History of\Islamic Philantrhopy in
Indinesia®. Penelitian yang merupakan Desertasi ini, menjelaskan mengenai
perkembangan filantropi Islam dari periode Islamisasi, penjajahan, pasca
kemerdekaan sampai pada masa kontemporer. Hasil dari penelitian menunjukkan
bahwa filantropi Islam sudah memasuki domain negara dan civil society meski

dalam domain tersebut masih mengalami fluktuasi dikarenakan masth adanya

2 Kurniawati (peny.), Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di
Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota, (Jakarta : Piramedia, 2004)

3 Amelia Fauzia, Faith and The State: A History of Islamic Philantrhopy in Indinesia, Desertasi
Ph.D. (Melbourne : The Asia Institute, The University of Melbourne, 2008) dan diterbitkan kembali
oleh Leiden-Boston: Brill tahun 2013 dengan judul yang sama.
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perbedaan pandangan antara agama dan negara. Filantropi Islam di Indonesia
berada posisi yang menarik, sebab secara institusional negara bukan azas negara
agama (Islam) tapi, dalam posisinya mengkomodir kepentingan umat Islam.
Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan pendekatan historis yang cukup

komprehensif mengenai perkembangan filantropi Islam di Indonesia,

Untuk mengetahui sgjauhmana peran | filantropi Islam dalam domain
negara melalui beberapa kebijakan adalalWw¥Filantropi Islam dan Kebijakan Negara
Pasca Orde Baru®. Hasil penélitian Désertasi Widyawati ini menunjukkan bahwa
filantropi Islam dalam hal ini.zakat dan wakaf diatur oleh negara dalam bentuk
undang-undang. Peran negara pun masih dianggap tumbang tindih dalam beberapa
kasus yuridis dalam penerapannya’ mengingat kajianldalanipenelitian ini lebih
banyak menyorot aspek yufidis. Penelitian /ini /sangat menarik, dimana negara
secara institusional mengatur filantropi Islam.yang selama ini sebagian besar
dilakukan oleh civil society. Pola akomodatif yang ditunjukkan oleh negara
setidaknya karena tiga alasan. Pertama, faktor ekonomi zakat dan wakaf bisa
mensejahterakan masyarakat, sehingga bisa membantu kerja negara. Kedua,
pentingnya peraturan yang lebih memadai. Ketiga, politik yang terlihat dengan
terlibatnya Soeharto dalam mempelopori berdirinya lembaga filantropi Islam, BJ.
Habibie mengkomodir disahkannya UU 38/1999 tentang Zakat dan Megawati

Soekarnoputri yang kepentingan masyarakat muslim dengan regulasi wakaf,

* Widyawati, Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-
Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf, (Bandung : Penerbit Arsad Press, 2011)
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sehingga tidak bisa dihindari peran negara dalam ikut serta mengatur pengelolaan

dana filantropi Islam.

Penelitian yang berkaitan dengan relasi potensi dan pemanfaatan
filantropi Islam penelitian Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang
Potensi, Tradisi dan Pemanfaaton—TFilantrepi Islam di Indonesia®. Dalam
penelitian yang melibatkan | 1500 keluarga “muslim dari beragam daerah di
Indonesia ini mengisyaratkan pentingfya -peran masyarakat sipil dalam
mewujudkan keadilan sosial dan ceriderung mengabaikan peran negara. Namun,
dalam prakteknya mayoritas responden motif berderma lebih dilatarbelakangi
kewajiban agama, aspek spiritual dan mengentaskan kemiskinan sehingga tidak
dilakukan secara ferotganisir/dengan -baik melalui lembaga-filantropi dan malah
mempercayakan pengelolagn{pada Masjid dan Majelis Taklim. Bahkan Masjid,
Majelis Taklim, BAZIS, dan LAZIS scbagai_sesama lembaga filantropi Islam
masih belum maksimal manajerial-administratifnya, termasuk masih belum ada
sangsi dan penghargaan, sekalipun sudah ada UU yang mengatur keberadaan BAZ
dan LAZ, namun masyarakat belum dipercayai oleh mayoritas kaum muslim dan

dalam pendayagunaannya masih belum diarahka pada masalah sosal kontemporer.

Peran filantropi JIslam secara kelembagaan dalam pemberdayaan

masyarakat adalah Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan

5 Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, Filantropi Istam dan Keadilan Sosial Studi
tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia, {Jakarta: Ford Foundation
dan CSRC, 2006)
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Ekonomi Masyarakat®, artikel ini memberikan dorongan mengenai pentingnya
profesionalisme lembaga. Pertama, profesionalisme fundraising yang meliputi
peningkatan dan zakat dan peningkatan jumlah sadar zakat. Kedua,
mengopmalkan pengelolaan penyaluran dana zakat untuk usaha produktif.
Lembaga keuangan publik Islam termasuk di filantropi kedermawanan bersifat
jangka panjang dan berorientasi untuk publik-dan kolektif yang bertujuan untuk
mengatasi struktur ketidakadilan ‘serta memposisikan perubahan sosial pada
institusi. Sedangkan tantangan-yang dihadapi lémbaga Rahmani menyebutkan ada
dua hal. Pertama, berkaitan dengan gkuntabilitas dan transparansi yang memadai.
Kedua, rekonseptualisasi fikih-lembaga-keuangan publik Islam maupun filantropi

modem.

Pentingnya pemberdayadn dalamispitit yang lebih luas berdasarkan pada
spirit ajaran agama Jslam _adalah , Jauternalisasi , Nilai Spiritual dalam
Pemberdayaan Umat’, Artikel ini menyoroti tentang nilai agama dalam tiap
dimensi kehidupan yakni dengan menjaga azas keseimbangan. Sekalipun
keseimbangan bukan selalu identic dengan persamaan dikarenakan muatan dan
dimensi yang berbeda. Karenanya, hal terpenting sumber daya manusia adalah
efektifitas seperti halnya jasmani dan rohani yang harus berdampingan secara

seimbang. Selain pentingnya keseimbangan, dalam artikel ini juga dijelaskan

® Rahmani Timorita Yulianti, “Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat”, Jurnal Millah, Vol. VIII, No.1, (Agustus 2008), hlm. 17-32.

7 Amir Mu’allim, “Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pemberdayaan Umat” Majalah fimiah
Unisia, No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995), him.42-49.
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mengenai kode etik nilai keagamaan dalam menghadapi arus modernisasi dan
kepercayaan terhadap nilai spiritual akan menambah sumberdaya dan kekuatan
dalam menghadapi rintangan. Artinya, pemberdayaan umat baru dibisa
dimaksimalkan jika pemahaman tentang nilai keagamaan menjadi fondasi dalam

yang harus dimengerti dan diamalkan.

Dari penelitian diatasl dapatddiambil“kesimpulan, bahwa potensi besar
filantropi Islam dan pola gerakanWaktivisme gerakannya masih membutuhkan
dioptimalkan perannya dari berbagal sisi sepérti: keberadaan donatur, lembaga
filantropi Islam, regulasi pemerintah dan pendayagunaan dana filantropi Islam itu
sendiri. Jadi, persoalan pemahaman normatif masih menjadi faktor dominan
seseorang untuk | berderma sketitfibang| unituk membangufiykesejahteraan dan
solidaritas sosial secara bersama-sama. Sedangkan penelitian yang hendak penulis
kaji akan memfokuskan, pada pengkajian.filantropi Islam dalam pemberdayaan
masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menguatkan peran filantropi Islam
dalam mengentaskan problematika sosial-ekonomi masyarakat melalui penguatan
lembaga ataupun badan yang secara regulatif diatur oleh negara terkait kekhususan
lembaga/badan dalam mengabdikan diri untuk pemberdayaan masyarakat yang

lebih maksimal, sehingga tercipta kesejahteraan umat.

B. Landasan Teori
1. Filantropi Islam

a. Pengertian dan aspek-aspek filantropi Islam
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Istilah filantropi berasal dari bahasa philanthropia atau dalam
bahasa Yunani philo dan anthropos yang berarti cinta manusia. Filantropi
adalah bentuk kepedulian sescorang atau sekelompok orang terhadap orang
lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia®. Filantropi dapat pula
berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama’. Secara lebih luas
filantropi akar katanya berasal dari “Yoving people” sehingga banyak
dipraktekkan oleh entitas budaya dan komunitas keberaagamaan di belahan
dunia sehingga aktivitas filantfopi sudah lama berjalan, bahkan sebelum
sebelum islam, dikarenakan’ Wwacada | tentang keadilan sosial sudah
berkembang'®. Dalanty perjalananiya, pemahaman tentang keadilan sosial
dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan'!,
diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (mazhab) dan agama yang
dianut oleh masing=masing “ komunitas' keagamaan tersebut. Tetapi,
menyatukan dati beragam/ perbedaan pandapgan keadilan sosial tersebut
adalah timbulnya kesadaran diri untuk saling peduli terhadap sesama

manusia dan membangun solidaritas sosial, guna menjamin terlaksananya

¥ Latief, Melayani, him. 34

9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai
Pustaka, Edisi kedua, 1989) hlm.276

1 M. Dawam Raharjo, Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan
Epistimologis, dalam buku Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam, (Jakarta :
PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. xxxiv

' Menurut Sayyid Qutb untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam harus mempelajari
tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai relasi antara sang pencipta dan
ciptaan-Nya. Lihat Sayyid Qutb, “al-ijtimaiyah fil Islam”, edisi ketujuh, Ahmad Baidowi (penerj)
“Pendekatan Islam terhadap Keadilan Sosial”, Jurnal Ilmiah Unisia, No. 39/XXIVII1999, him. 3-24
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kehidupan bermasyarakat'?, bentuk solidaritas sosial yang lebih berlatar

belakang spirit agama yang diyakini.

Secara terminologi filantropi tidak dikenal diawal Islam, sekalipun
belakangan para akademisi memberikan terminologi padanannya seperti,
al-ata’ al Ijtima’i (pemberian sosialya! takaful al insani (solidaritas
kemanusiaan), ata’ khayri (pemberian untuk kebaikan), al-birr (perbuatan
baik) dan shadaqah (sedekah)., Dalam-konteks ini, keberadaan filantropi
Islam bentuk pengertian dan| pémahdfmannya akan mengacu pada dua
istilah yang terakhir diatas, yang juga dikenal masa awal Islam, sekaligus
pengadobsian istilah pada zaman modern", sehingga pada prinsipnya
filantropi Islamvadalali setiap kebaikan merupdkan perbuatan shadaqah™.
Makna yang lebih lgasauntuk memahami kebaikan yang kadangkala tanpa
perlu mengenal budaya, rasa;, sosial-atau. bahkan agama kala seseorang
ingin melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun ia berada. Secara
kelembagaan filantropi Islam berada dalam keuangan publik Islam yang
termanifestasi dalam bentuk lembaga ZIS dan wakaf. Sebab dalam ajaran
Istam ZIS dapat mengandung pengertian yang sama dan sering digunakan
secara bergantian atau dipertukarkan dengan maksud yang sama yakni

berderma (filantropi). Hal tersebut didasarkan pada surat At Taubah ayat

12 Ahmad Azhar Basyir, Garis-Garis Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1978), him.
83

13 Barbara Ibarahim, From Charity to Social Change: Trend in Arab Philanthropy, (Kairo :
American University in Cairo Press, 2008), him. 11. Lihat juga Widyawati, Filantropi, him. 18

14 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah 1, him. 357
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60", meski tidak mengintrodusir istilah zakat yang sudah ditentukan
penyalurannya dengan standart zakat yakni adanya delapan asnaf,
melainkan pada sedekah sebagai padananya. Ayat ini pun dianggap sebagai

ayat rujukan tentang pentingnya berderma'®.

Perbedaan perspektif-dalam-memaknai filantropi Islam setidaknya
memiliki konsekuensi terhadap jgerakan filantropi itu sendiri, baik dilihat
dari perspektif hukum ‘Islamgf(figh), hukum positif dan aspek
kélembagaannya'”. Tradisi filantropi (Jslam (kedermawanan) setidaknya
bisa dipahami dengan 2 cafa yakni, Pertama, kedermawanan yang bersifat
wajib bagi seluruh kaum muslim untuk membayarkannya, yaitu zakat.
Kedua, kedermawanan yamg -tidak“bersifat wajib atau sekedar anjuran
dalam pembayaranfiy@, yakni nfelakukan infak, shadaqah dan wakaf's.
Lebih jauh menurut Hilman, apakah zakat sebagai bentuk “kewajiban™
dapat dinggap sebagai kedermawanan. Pertanyaan ini pun sedikit terjawab,
manakala melihat realitas dalam aplikasi zakat (pendayagunaan) yang
dilakukan lembaga filantropi Islam modern yang sudah beroperasi dan

melembaga secara professional dengan melakukan penerjamaan paradigma

15 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai
suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Lihat QS.
At Taubah : 60

16 R ahmani, Peran Lembaga, hlm. 26-27

' Latief, Politik, hlm. 15

18 Latief, Melayani. hlm. 52



19

delapan asnaf yang lebih luas dan perkembangan yakni dengan jalan
pemberdayaan dan advokasi yang bersifat jangka panjang. Tidak sekedar
memberikan secara langsung yang bersifat charity dan berjangka pendek

terhadap kebutuhan cepat para mustahik/dhuafa.

b. Aspek-aspek filantropi Islam

Aspek-aspek filantropi Islam adalah zakat, infak, shadaqah dan
wakaf, Zakat secara|bahaSapberarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.
Sedangkan secara istilah svaful ibadah wajib yang dilaksanakan dengan
memberikan sejumlah’kadar tertentt'dari harta sendiri kepada orang yang
berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam'?, sehingga zakat
hanya bisd direalisasikan'dengan métryerahkar harta'yang berwujud, bukan
didasarkan pada nilaismanfaat, Seperti mémberikan hak menempati rumah
bagi orang miskin sebdgai Zakat?%-Banyak fang sepakat bahwa zakat
bukanlah bentuk “kedermawanan” melainkan sebuah “kewajiban” yang
harus ditunaikan apabila sudah sampai kadar (nishab) tertentu, meski para
akademisi di Indonesia memasukkan kewajiban tersebut pada filantropi
Islam dikarenakan masih ditunaikan dengan bentuk kerelaan dan kesadaran
individu tanpa sangsi sosial bagi tidak menunaikannya®!. Karena itu

membayar zakat adalah wajib etis dan dapat disebut filantropi yang

19 [ azis Muhammadiyah, Pedoman Zakat Praktis, (Y ogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004)

hlm. -2

0 a Qardhawi, Fighus, hlm. 125
2! Latief, Melayani, him. 53
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dasarkan juga pada moralitas?®. Aspek lain filantropi Islam adalah Infak
yang berarti perbuatan atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk
menutupi kebutuhan orang lain tersebut, baik makanan, minuman dan
lainnya yang didasarkan ikhlas pada Allah. Selain itu, infak juga berkaitan
dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan sunnah®, Sedangkan
shadaqah berarti pemberian seseorang-secara ikhlas kepada yang berhak
menerimanya yang akan diiringi pahala dari Allah, sehingga shadagah

mempunyati arti yang lebih luas;baik matériil maupun non-materiel**,

Aspek lain dalam fitdntropi Islam adalah wakaf (wagqf) masdar dari
kata kerja wagafa-yaqifit yang berarti “melindungi atau menahan”, sinonim
wakaf meliptti| tahbis, tesbil-atau“tahrim, meskipun.ketiga istilah yang

terakhir ini kalah jpopuler dibandingkan yang pertama®,

Dalam era
kontemporer wakaf berkembang secara lebih elegan, wakaf tidak hanya
berwujud tanah, masjid, sekolah dan benda lainnya ditahan pokok
barangnya yang berpola klasik, wakaf berkembang menjadi “wakaf
produktif” ataupun “wakaf tunai” yang berdampak besar dalam perubahan

sosial dan kesejahteraan, meski secara regulatif pengelolaanya di Indonesia

harus berada dalam bagian Undang-Undang Pokok Agraria sebelum

2 Widyawati, Filantropi, him. 32

¥ Muhammadiyah, Pedoman, hlm. 71-72

24 1bid, him. 74

¥ Wahbah al Zuhayli, af Figh al Istami wa-Aditlatuh, 8: 153; Wugzarat al Awqaf wa al Shu’un
al-Islamiyyah, al Mawsu’ah al-Fighiyyah, 44: 108 dalam Widyawati, Filentropi, hlm.32
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adanya Undang-Undang tentang Wakaf tahun 2004%°, Dalam penelitian ini
penulis tidak membahas lebih jauh mengenai peran wakaf dalam filantropi
Islam dikarenakan memfokuskan pada pengelolaan penulis pada peran

filantropi Islam dalam hal ini pengelolaan ZIS di lembaga filantropi Islam.

c. Regulasi dan lembaga filafitropi Islam

Gagasan filantfopi Islam di“<Ihdonesia yang secbagian besar
termanifestasi dalam bentukdlembaga sosial keagamaan, badan amal dan
ormas keagamaan®’. Selain itu, gagasafi filantropi Islam dikalangan para
akademisi menjadi kajian metodologi.dengan cara mengaitkan perubahan
sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan aspek yang melatar belakangi
perubahan Jsosial | tegsebut.™ Sehinggaydalam /perkermbangannya gagasan
filantropi Islam menjadi kajian/yang, luas dengan memberikan banyak
pendekatan tenmasuk-ilmu-sosial. Dalamal ini Mukti Ali merupakan orang
yang membuka pintu masuknya ilmu-ilmu sosial humanis kedalam
lingkungan akademisi Islam 28 Kajian tentang kelslaman kemudian menjadi

lebih luas dengan latar belakang ilmu, tidak terkecuali penggunaan

% Latief, Melayani, him. 64-65

27 Sejak organisasi Islam berkecambah sejak dasawarsa pertama abad 20. Mulai dan Serikat
Islam, Jamiatul Khair, Muhammadiyah, dan NU dan kemudian ormas lain. Tradisi yang bebas dari
campur tangan negara kian menguat. Penguatan ini tidak hanya membuat kian berkecambahnya
lembaga-lembaga Islam yang dibangun lewat filantropi Islam, seperti Madrasah, Sekolah, klinik, panti
asuhan dan seterusnya, sekaligus pula memperkuat Islamic-based civil society. Masyarakat madani
berbasis Islam ini independen vis-a-vis dengan negara, mengatur dan membiayai diri sendiri. Mereka
tumbuh dan berkembang nyaris tanpa keterlibatan dan bantuan negara. Lihat Azyumardi Azra “Negara
dan Filantropi Islam (2)” dalam : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/23/mn86ry-
negara-dan-filantropi-islam-2 diakses 28 November 2013 pukul 20.35

28 Moeslim Abdurrahman, “Kajian Islam dalam Perubahan Sosial”, Jurnal Afkaruna, Vol. 1#1,
(Juli-Desember 2003), hlm. 1-6
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pendekatan ilmu sosial yang selama ini jarang digunakan dalam wacana

pendekatan kajian kelslaman.

Adanya regulasi negara dalam hal pengelolaan dana filantropi
Islam, seperti pengelolaan dana melalui lembaga filantropi Islam dalam
bentuk BAZ ataupun-EAZ-menjadi. sangat penting untuk membina
hubungan dengan Allahidan membangun relasi kasih sayang antara sesama
manusia untuk mewiyudkan, umat Islam yang besaudara dan tolong
menolong?. Hal tersebut didasarkan qpada fungsi manajerial yang lebih
efektif dan didasarkan pada dimensi ideplogis yang wajib di imani dalam
Islam>®. Sehingga dimensi ideologis serta keteraturannya bisa berhubungan

atau terkorelasibaik\déngampraktek ditingkat iddividu-dan kelompok®'.

Sejarah instifusiohalisasi‘filantropi Islam di Indonesia, dalam hal ini
kaitanya denganizakat,)sfidah dimulai-scjak penderintahan kolonial Belanda,
yakni dengan mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus tahun
1893. Aturan ini berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial tentang
zakat, Alasan pengeluaran aturan ini yakni untuk mencegah

penyelewengan dana zakat oleh penguhulu atau pegawai pribumi yang

2% Mohammad Ali Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Ul Pres, 1988),
hlm.30

30 Ada tiga strukrtur/dimensi kepercayaan dalam islam. Pertama, berkaitan dengan iman kepada
tuhan dan sifat-sifat-Nya. Kedua, menjelaskan tujuan tuhan dan peran orang mukmin dalam fujuan
tersebut. Ketiga, menjelaskan tentang dasar etika agama. Lihat, Riaz Hasan, Keragaman Iman Studi
Komparatif Masyarakat Muslim, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), him. 49

3! fbid. hlm. 51
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bekerja mencatat administrasi kekuasaan Belanda. Serta tidak diberi gaji
untuk membiayani kehidupan mereka dan keluarganya. Untuk melemahkan
rakyat dari dana zakat, secara lebih jauh pemerintah kolonial Belanda
melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi ikut serta dalam
pengelolaan zakat (mengumpulkan dan mendistribusikannya), dengan
menerbitkan peraturan,larahgan’ yang tertuang dalam Bijblad Nomor 6200
tanggal 28 Februari tahun @905°% Pas¢a kedudukan kolonial Belanda yang
digantikan oleh Jepdhg (1942-1945) praksis tidak ada perkembangan
pengelolaan zakat di>Indonesia®. Kemudian, diikuti oleh pemerintahan
Orde Lama (1945-1967) juga tidak \mengalami perkembangan dengan tetap

dikelola secara individu,

Lahimya pemernintahan, Orde ,baru membawa perkembangan
terhadap hadirnya lembaga zakat, yakni dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 4/1968 danNonior 5/1968 yang berisi tentang pembentukan Badan
Amil Zakat dan pembentukan Baitul Maal ditingkat pusat, provinsi dan

Kabupaten/Kota. Setahun sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama

32 Menurut Azyumardi Azra posisi Belanda tersebut lebih bersifat “netral” disebabkan tidak
adanya keinginan dari belanda ikut campur dengan urusan umat Muslim sepanjang tidak mengancam
status-quo kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Karenanya, praktek filantropi Islam dibiarkan
berkembang sehingga memberikan peluang bangkitnya praktek filantropi dengan berdirinya Madrasah,
Masjid, Langgar, Mushola dan Pesantren yang mendorong Islamisasi dan santrisasi yang terbukti tidak
bisa dihentikan dan dimundurkan. Posisi inilah yang disebut Azyumardi Azra sebagai periode krusial
dan menentukan kaum muslim Indonesia selanjutnya dalam hubungannya dengan nepara. Lih,
Azyumardi Azra “Negara dan Filantropi Islam (2)"

33 Mohammad Ali Daud, Sistem Islam. hlm. 32-33. Lihat pula, Indonesia Zakat&Development
Report 2009 hlm. 4
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mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan berharap
mendapat dukungan oleh Menteri Sosial yang mengurusi kesejahteraan
sosial dan Menteri Keuangan yang mengurusi tentang pajak. Namun,
Menteri Keuangan menyatakan pada Menteri Agama agar zakat tidak
dituangkan di RUU tersebut dan cukup dengan peraturan Menteri Agama.
Sebab itulah Menteri |[Agama mengeluarkan Surat Intruksi Nomor 1/1968
yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor
4/1968 dan Nomor 5/1968. Saat peringatan Isra’ Mi'raj di Istana negara
tangga 22 Oktober 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan anjuran agar
menghimpun zakat secara/sistematis\dalam bentuk organisasi. Hal ini pun
tertuang ydalamy y SurateKeputusan, Presiden g~(Keppres) Nomor
07/PRIN/10/1968 yang mendorong lahirya badan/lembaga yang berperan
dalam pengumpulan zakat. Dan DKI Jakarta yang menjadi pelopor lahirnya

Badan Amil Zakat (BAZ).pertama di.tanah’air/

Beberapa daerah lain pun ikut BAZ diantaranya Kalimantan Selatan
(1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974) dan lainnya™. Meski
berbeda dalam penamaannya seperti: BAZIS (Badan Zakat, Infak dan
Shadagah), BAZ (Badan Amil Zakat), BAZI (Badan Amil Zakat dan
Infak), BAZID (Badan Amil Zakat, Infak dan Derma) serta nama-nama

lainnya seperti Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama Islam

3 Indonesia Zakat&Development Report 2009 him. 5-6
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(Sumut), atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Hingga akhir 1996
BAZIS sudah terbentuk ditiap provinsi di indonesia®. Sedangkan lembaga
filantropi Islam yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat juga ikut
bergeliat, yakni dengan didirkannya Yayasan Dana Sosial Al Falah
(YDSF) yang didirikan oleh ormas Islam di Surabaya tahun 1989.
Kemudian diikuti Dompet Dhuafa (1993), Yayasan Darul Tauhid, Dompet
Sosial Ummul Qura, [Pos Keadilan) Peduli Umat, Lazis Muhammadiyah,

Baitul Maal Muamalat dan lainnya®.

Akhir pemerintahan Orde  Bafu, gerakan kesadaran berzakat
semakin bergeliat besar. Tepatnya pada awal Agustus 1999 Menteri Agama
A. Malik Fajar membacakan~RUUtentang Pengelolaan Zakat didepan
sidang Paripurna DPR; [Betelah’\mengalami perdebatan panjang, RUU
tersebut disahkanmenjadi.Undang-Undang oleh Presiden BJ. Habibie pada
tanggal 23 September 1990 dengan Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan
Zakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU tersebut Menteri Agama
mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 581/1999 tentang
pelaksanaan UU No. 38/1999. Namun, kemudian direvisi oleh KMA RI
373/2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.

D/291/2000 tentang pengelolaan teknis zakat. Keputusan tersebut secara

35 Zaim Zaidi. Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia. Dalam buku Berderma
untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam. (Jakarta : Ford Foundation dan PBB UIN Syarif
Hidayatullah, 2003), hlm. 280. Lihat juga fbid. him. 6.

38 Ibid. hlm. 7
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khusus membedakan BAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang

dibentuk masyarakat dengan fungsi, organisasi dan keanggotaannya®’.

Perkembangan filantropi Islam di Indonesia semakin mengalami
peningkatan. Apalagi, saat ini sudah bertebaran lembaga filantropi Islam,
yang tidak hanya menerma-ZIS-melainkan juga wakaf dan CSR dari
perusahaan tertentu. Lembagaqfilantropi Islam di Indonesia terbagi atas 4
golongan®® : pertama, badamataudémbaga yang menghimpun dana Zakat,
Infak dan Sadakah. Kedua, Yayasan badan wakaf. Ketiga, Baitul Maal wat
Tamwil (BMT). Keempat, hodel Kepanitiaan penghimpun ZIS yang tidak
permanen, biasanya dibentuk oleh ormas maupun masjid tertentu. Pola

operasinya biasanya\pada saat bulan Ramadhan

Dari keempate golongant-diatas\dalam banyak kasus dilapangan
masih bisa dijimpat lenibaga atau.yayasan yafig menginisiasi diri untuk
mengelola zakat mulai dari yang berisifat insidental di bulan Ramadhan
atau dalam keadaan bencana tertentu, disamping lembaga yang secara
permanen mengelola dana zakat dan wakaf’®. Schingga manajemen

pengelolaan dana filantropi Islam kedepan masih perlu mendapatkan

37 Ibid. hlm. 8-9

38 Uswatun Hasanah, Potret Filantropi Islam di Indonesia, dalam buku Berderma untuk Semua:
Wacana dan Prakitek Filantropi Islam. (Jakarta : Ford Foundation dan PBB UIN Syarif Hidayatullah,
2003), hlm. 206 dan lihat juga buku Kurniawati (peny.), Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan
Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota, (Jakarta : Piramedia. 2004), hlm.
25

3 PIRAC, Muslim Philanthropy (Jakarta: PIRAC and Ford Fundation, 2005), 1-5
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banyak support agar dapat berkembang dengan pesat melalui lembaga yang
professional, kredibel dan transparan dalam pengelolaannya. Selain itu,
keberadaan BMT dalam melakukan pengumpulan dana zakat ditiadakan

bedasarkan pada UU 23/2011.

Saat ini pengelolaan -manajeman, wakaf juga mengalami kemajuan
yakni dengan adanya<pengelolaan secara profesional dan tidak lagi
menggunakan pola |konvemsiomal, yang hanya mengandalkan azas
kepercayaan dan ala| kadarnya.| Dengén manajemen yang professional,
pengelolaan wakaf akan lebih terasa,manfaatnya untuk masyarakat luas*,
Tentu saja, semangat produktifitas kolektif baik dari wagqif dan nadzir
senantiasa | harus ‘dijaga™ sebagal ~tanggung _\jawab bersama untuk
membangun kesejaliteradn bgfsama /nasyarakat. Pola manejemen
professional , pengelolaan...wakaf, barangkali juga dipengaruhi semangat
wakaf tunai yang penah pelopori M. Abdul Mannan®!. Yang memberikan
kesempatan bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan
kesejahteraan, peningkatan produktifitas dan yang berperan dalam
menyelesaikan problematika kemiskinan. meski pada hakikatnya wakaf

juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kemandirian umat Istam.

0 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir
Terlupakan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 174
4! Ibid, hlm. 79
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Sekalipun dalam penelitian ini hanya membahas filantropi Islam yang

bersumber dari ZIS dan tidak membahas lebih banyak tentang wakaf.

Lembaga filantropi Islam yang diatur secara regulatif zakat dan
wakaf. Sedangkan BMT dan lembaga tidak permanen berdasarkan pada
intemal pengumpul ,dana—filantropi, Islam tersebut. Hal tersebut
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang diatur dalam UU 38/1999
junto UU. 23/2011 tentangiPengelolaan| Zakat terbagi atas dua lembaga
yakni Badan Amil Zakat Nesional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah
dan Lembaga Amil Zakat, (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh
masyarakat. Sedangkan wakaf diatur dalam UU Nomor 41/2004 tentang

Wakaf.

Keberadaan Ul 23/20 l/-tentang Pengelolaan Zakat ini pun bukan
tanpa adanya “Kkritik.) (Beberapa ~lembaga filantropi Islam menyebut
keberadaan UU tersebut memberikan peran ganda terhadap BAZNAS yang
notabene lembaga yang dibentuk pemerintah atau semi-struktural. Peran
ganda tersebut ialah BAZNAS mempunyai fungsi kontrol dan operator.
BAZNAS bisa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh LAZ yang seringkali diindentik dengan kekuatan civil

society™. Jadi, keberadaan UU. 23/2011 memberikan peluang yang lebih

2 Ide dan konsep kian meneguhkan gerakan Islam sosio-kultural di tanah air, lantaran visi
keduanya serupa. Dalam paham civil society rakyat bukanlah subordinat negara melainkan partner
yang setara.. dalam Islam, kekuasaan adalah kekuatan sipil (civil society), yang dieksresikan melalui
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besar terhadap lembaga yang dibentuk pemerintah. Selain itu, dalam UU
tersebut untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap pandangan
wanprestasinya lembaga terhadap dana filantropi Islam dari yang dikumpul
dari masyarakat dan ketidaktepatan sasaran program pendayagunaanya
serta sebagai penengah lembaga filantropi Islam yang memiliki sosial-
politik-ideologi yang [ berbeda®. Padahdl dalam konteks historis zakat
menjadi pendapatan |negara. disamping| pendapatan lainnya, sehingga
pengelelolaannya Iebik, banyak' dilakukan oleh negara atau sekurang-
kurangnya badan yang-terjaplin. untuk>menyalurkannya untuk solidaritas
sosial**. Namun, apabilacmencart/titik efektif tentang regulasi pemerintah
dan peran masyarakat tentang-filantrepi Islam, maka-bisa dilihat oleh dua
aspek45 . Pertama, otoritas yang didalamnya berkaitan dengan persoalan
kebijakan, legalitas' dah réKognisi dari sebuah lembaga secara formal.
Kedua, kredibilitas yang'didalamnya terkajt persoalan kapasitas organisasi,
akuntabilitas, kompetensi dan rekognisi dari stekeholders. Dengan kata

lain, BAZNAS dan LAZ akan menjadi efektif dalam kinerjanya, manakala

persetujuan manusia (baca: rakyat). Rakyatlah yang merupakan sumber kekuasaan. Lih, Komaruddin
Hidayat dan Ahmad Gaus AF dalam pengantar, Negara, Negara dan Civil Society Gerakan dan
Pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2005) hlm. xix. Secara definitif Dawam
Rahardjo dengan mengutip pendapat Zbigniew Rau civil society adalah suatu masyarakat yang
berkembang dari scjarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka
bergabung bersaing satu sama lain guna mencapai apa yang mereka yakini. Ruang tersebut timbul
diantara hubungan hasil komitmen keluarga dan hubungan yang menyangkut kewajiban terhadap
negara. Karena itu, civil society adalah sebuah ruang yang terbebas dari pengaruh keluarga dan negara.
lihat Dawam Rahardjo, “Masyaralat Madani di Indonesia; Sebuah Penjajakan Awal” Jurnal Pemikiran
Islam Paramadina, Volume 1 Nomor 2, 1999, him. 7-32

*3 Latief, Politik, him. 17-18

“ Basyir, Garis, hlm, 90

* Latief, Politik, him. 30
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bisa diukur secara otoritas legal formal dan kredibilitas lembaga dalam
mengelola program dalam mengelola dana masyarakat, hal ini tentu saja
bukan persoalan yang mudah sebab memerlukan manajerial dan SDM yang

memadai dan itu harus bisa dijawab oleh semua pihak.
d. Pola pemberdayaan filantrepi-Islam

Filantropi Islami-yang/notebene(digagas dan diwakili oleh lembaga
non pemerintah batk “ESMy" oganisasi keagamaan, organisasi
kemasyarakatan dan ldinnya. Sehingga aktivisme filantropi dalam masa
sekarang ini, menuri{~Helmut' K/-“Anheier dan Diana Leat dalam
menganalisanya dapat melalui empat pendekatan®®. Pertama, pendekatan
karitas (eharity" approach);” metode=ini lebih bersifat pelayanan social
sebagaimana dilakukan_pada abad\19 dan\masih dianggap efektif diabad
20. Selain ity, metode ini banyak menyorot gejala-gejala ketimbang sebab
sumber masalah, sehingga metode ini dampak sosialnya tidak begitu terasa.
Kedua, filantropi ilmiah (scientific philanthropy), metode ini bertujuan
untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan dengan cara
mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut. Karenanya, pendidikan
dan penelitian menjadi wilayah pendekatan ini daripada memberikan

pelayanan, Ketiga, neo-filantropi ilmiah (new scientific philanthropy)

% Helmut K. Anheier&Diana Leat, Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for
Twenty-First Century, (London and New York: Rouledge, 2006}, dalam Latief, Melayani. hlm. 21
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pendekatan ini lebih memfokuskan pada proses dari pada peran, sehingga
pendekatan ini kurang memberikan perhatian terhadap nilai-nilai yang unik
dalam konteks demokrasi. Keempat, pendekatan kreatif (creative
philanthropy), pendekatan ini dapat mengembangkan berbagai perangkat
ketiga pendekatan yang sebelumnya sehingga lebih memiliki dampak yang
lebih besar baik secara institusionalZataupun pada masyarakat. Proses
pelayanan yang dilakukan “oleh Jlembaga/organisasi filantropi dalam
konteks pemanfaatkarr>dana | sosialnya' |diharapkan bisa dimaksimalkan
dalam bentuk pemberdayaangsekalipuri masih ada yang dilakukan dengan

cara tradisional (charity).

Ada | beberapa hal” yang .perlu dipeshatikdn terkait masalah
pelayanan dan advokasi. Pertgrha, /di megara berkembang keberadaan
lembaga ataw, organisasi~filantrepi=dalam hal, pelayanan dan advokasi.
Misalnya, panti asuhan, panti jompo, sekolah khusus gratis, advokasi
hukum, pendampingan program pertanian dan bentuk advokasi lainnya.
Kedua, keberadaan lembaga advokasi saat ini dianggap relevan dalam
menjalankan aktivitas filantropi. Alasannya, lembaga advokasi yang lebih
menekankan pada pembangunan kesadaran dan sasaran target yang lebih
fokus dan terencana meski daya jangkau dalam advokasi tidak seluas apa
yang dalam filantropi. Ketiga, Jika terjadi simbiosis motualisme diantara

keduanya diatas lewat persiapan program secara matang. Barangkali
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kedepan akan menjadi sebuah gerakan lembaga atau organisasi filantropi

yang luar biasa dalam menyelamatkan kemanusiaan®’.

Pelayanan, pemberdayaan dan advokasi menjadi sangat penting
dalam bentuk gerakan yang tidak mengedepankan profit-oriented, sebab
dari keduanya menimbulkan efek yang saling membutuhkan satu sama lain
dikarenakan terjalinnya tingkat kesadaran dan kepedulian baik secara
individu, kelompok |ataupun lembaga®®. Artinya, fondasi yang harus
terbangun dalam konsep pemberdaysan yang bervisi mengoptimalkan

kemampuan harus mehiputi-tiga Hal*®

~Pertama, konsep silaturahmi yang
bertujuan membangun lingkungan yang kondusif sehingga sumber
ckonomi yangselama dni-belum.tergali bisa diberdayakan secara maksimal
dan bertanggung jawabr secara terlembaga. Kedua, konsep kebersamaan
yang sebagai upaya umat islam untuk menciptakan kemakmuran, sebab itu
diperlukan pola kemitraan yang bisa saling membantu satu sama lain.
Ketiga, people contered, melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap

pembangunan dan pemberdayaan yang menghasilkan tindakan aktif untuk

sama-sama bertindak.

47 Ibid. him. 40-41

% Konsep dan strategi pemberdayaan umat (masyarakat) haruslah mengandung langkah-
langkah konkret untuk meyakinkan umat bagaimana mereka bisa eksis dalam kehidupan yang serba
materialis ini tidak menggantungkan diri pada belas kasihan orang lain. Lihat, Syafaruddin Alwi,
“Konsep dan Strategi Pemberdayaan Umat Pendekatan Sosial Ekonomi”, Majalah Hlmiak Unisia, No.
28 Tahun XV (Triwulan [V 1995), him. 29-35.

* Ibid, him. 33-34
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Pola pemberdayaan filantropi Islam dalam teknis pelaksanaan lebih
dipengahui oleh inspirasi ajaran Islam tentang pentingnya berderma yang
bisa menyelesaikan permasalahan pokok seperti: zakat dan wakaf.
Keberadaan inspirasi ini begitu penting, sebab erat kaitannya dengan
piliban, strategi dan bentuk prioritas dalam penerapannya di masyarakat™,
Dengan kata lain, pemanfaatan program empowering (pemberdayaan atau
pendayagunaan) yang /ditancang oleh setiap lembaga filantropi Islam secara
tersistematis dari tingkat analisa awal{penentuan, pelaksanaan, feedback
hingga evaluasi program bisa\berjalan dengan lancar, terencana dan
terukur. Secara garis besarpelaksanaanprogram pemberdayaan masyarakat

di lembagafilantropi Islamrsebagai berilaut:

[ Pendayagunaan J

I Konsumtif

1
I . L
Fesehatan ][ Pendidikan—] Sostal Pengembangan dan Pemberdayaan
(Emergency fund, Pemberdayaan Komunitas
bencana alam dll) UMKM

Gambar 1 : Pola Pendayagunaan ZIS.
Sumber : Indonesia Zakat&Development Report, 2009,

0 Tariq Ramdan, Western Muslim and the Future of Islam, (New York: Oxford University
Press, 2004), him. 147
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Pola pemberdayaan masyarakat ini dalam aplikasinya juga tidak
hanya menjadi tangung jawab lembaga atau kelompok tertentu, Tetapi juga
melibatkan semua unsur individu sebagai bentuk tanggung jawab moral,
yang menjadi prioritas dalam tiap individu untuk kemudian menjadi
pelindung kebenaran yang yakini dirinya®'. Apalagi, keberadaan zakat—
sebagai bagian filantropi Islam akan senantiasa melekat pada diri seorang
muslim secara mutlak dan terus menerus selama umat muslim berada di
muka bumi*?, oleh katena ifi'zakat juga berkaitan erat dengan tanggung

jawab sosial®® sebagai bukti persaudaraan sesama komunitas muslim.

Upaya dalam penyusunan program yang pemberdayaan masyarakat
berbasis filantropi Islam.-Maka,tim-yang terlibat dalam penyusunan pola
program harus bisa n€mahami kehidupan, masyarakat Islam secara umum,
yang setidaknya bisa mengkomodir tiga hal’*. Pertama, mampu merangkul
semua aspirasi kelompok umat Islam. Kedua, mewujudkan gerak langkah
untuk mencapai tujuan. Kefiga, memastikan semua kelompok
{ormas/lembaga) bisa mengembangkan dirinya. Oleh karena itu,
dibutuhkan pemaknaan yang lebih luas terhadap syarat “delapan asnaf”

yang selama ini menjadi pedoman pendayagunaan zakat. Pemaknaan

! Ramdan, Western, hlm. 153

52 Qardhawi, Fighus, hlm. 1001

33 Syed Nawad Haider Naqvi, The Islamic Economic System: A Few Highlights, (Islamabad:
Pakistan Institute of Development Economic, 1981}, hlm. 11-12

3% Anwar Ibrahim, Urgensi dan Kelayakan Pendayagunaan Dana Umat untuk Pemberdayaan
Masyarakat dan Pembangunan Sosial, dalam buku Hamid Abidin (ed.), Reinterpretasi him. 73
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tersebut diarahkan untuk membentuk program jangka panjang
(pemberdayaan), ketimbang hanya memfokuskan diri pada program yang

bersifat karitatif yang bersifat jangka pendeks5 .

Senada dengan Musdah Mulia Masdar F. Mas’udi jauh hari
sebelumnya sudah melontarkan-pemikiran persamaan zakat dengan pajak
yang bertujuan untuk<optimalisasi pefan zakat di masyarakat, khususnya
untuk perluasan makna penerimagZakat (delapan asnaf) dan negara menjadi
salah intrumen pentirig untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
Artinya, kesadaran moral tértinggi unmat manusia adalah mengatakan tujuan
negara scbagai pelindung dan memenuhi hak rakyat miskin
(mustadh ’aﬁn)ss. Apalagiy Indonesia, bukan siegara=lslam sehingga zakat
berbeda dengan p#jdk; dalam pengumpulan dan pendistribusiaanya harus
dipisahkan dengan pajak®’. Tidak bisa disatukan dalam bentuk badan atau
pengelola yang sama-sama mengola zakat dan pajak sebab keduanya
memang sudah berbeda secara prinsip. Oleh karena itu, peran negara akan
menjadi sangat penting untuk menjaga tidak adanya conflik of interest yang

hadir dikemudian hari yang berkaitan dengan zakat dan pajak.

2. Pemberdayaan masyarakat

55 iti Musdah Mulia, Pemberdayaan Lansia: Sisi Pendayagunaan Dana ZIS, dalam ibid, hlm.
108

$6 Masdar F. Mas’udi, Zakat: Merebut Uang dan Kekuasaan Negara untuk Rakyat, dalam ibid,
hlm. 53

57 Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia,
(Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 96
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a. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan satu makna dengan pendayagunaan yang berarti
mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat®®,
Pemberdayaan (empowerment) juga berasal dari power yang berarti
kekuatan dan kekuasaan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberian
kuasa untuk menguasai)atau mengontrol manusia baik individu ataupun
kelompok untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut diri dan
komunitasnya®. Maksudnya, masyarakat memiliki hak untuk menentukan
pilihan apa saja yang héndak’iaakuken untuk mengembangkan diri dan
memutuskan pilihannya. /Jika--/hal “terscbut erat kaitannya dengan
permasalahan, umat, Islam-dalamykehidupan.modern=schingga diperlukan
kecerdasan untuk bisa meramu tiga konsep dasar kehidupan manusia yakni:
Iman, Islam dan Ikhsaf®. Difensi yang harus diisi dan dimaknai dalam
menjaga keseimbangan hidup, serta.memberikan ketegasan dalam pilihan
dalam melakukan kuasa dan mengontrol individu ataupu Komunitas
tertentu.

Lewat power inilah pemberdayaan akan mudah dijelaskan pada saat

manusia dalam keadaan tidak berdaya atau tidak bisa menolong dirinya

*% Departemen, Kamus Besar. hlm. 214
5% Robert Dahl, Democracy ard It Critics, (New Heaven Conn. Yale University Press, 1983),

hlm. 50

5 Mu'allim, Interpretasi, hlm. 45
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sendiri®, sehingga membutuhkan bantuan pihak lain untuk menyelesaikan
problematikanya. Meski dalam perkembanganya pemberdayaan ini
mengacu pada pengaruh Marx tentang pertentangan kelas buruh dan

62

majikan sebagai dasar dari pemberdayaan™. Sedangkan pengertian

masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan
terikat oleh suatu kebudayaan yang | mereka anggap sama®. Jadi,
pemberdayaan masyarakati, adalah Jmengembangkan kondisi dan situasi
sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan
untuk mengembangkar kehidupannya fanpa adanya kesan perkembangan
tersebut hasil kekuatan”eksternal’dengan memposisikan masyarakat harus

sebagaisubyek bukan gbjek:

b. Prinsip pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan.masyarakat dalam-filantropi Islam menekankan pada
terciptanya advokasi dalam setiap sistem pemberdayaan yang memiliki
target jangka panjang. Apalagi saat ini pemberdayaan masyarakat lebih
banyak menekankan pada masyarakat pedesaan, yang notabene masuk
katagori miskin dan pendekatan yang seringkali digunakan para peneliti
dalam masalah ini adalah Parcipatory Rural Apprasial (PRA). Pendekatan

PRA merupakan teknik keterlibatan masyarakat dalam proses pemikiran

® Onny S. Prajono dan Pranarka AM.W. (ed.), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan
Implementasi, (Jakarta : CSIS, 1996), hlm. 54

82 Ibid. hlm. 54-55

8 Ibid. hlm. 635
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selama perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi selama
program pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Selama proses tersebut
juga dibutuhkan prinsip dasar pendampingan®. Pertama, belajar dari
masyarakat yang menekankan pada dari, oleh dan untuk masyarakat.
Kedua, pendamping sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku.

Ketiga, saling belajar saling berbagi pegalaman.

Pemberdayaan anasyarakat’ yang |terjadi di masyarakat pedesaan
pada umumnya adalali-penyelenggaradn pendidikan berbasis keagamaan
relatif baik dan antusias,  salah satunya dengan pendidikan berbasis
pesantren®. Lembaga pendidikan ini seakan sudah lama berjalan dengan
berbagai kentampuan yang “dimilikinya dan) lebih mandiri dalam
mengelolanya. Oleh sebab itu, pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya, menyelaraskan, partisipasi; keterpaduan, inisiatif (botton
up) dan keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga
masyarakat dapat terdorong dalam membangun eksistensi sosial di
pedesaan melalui pola-pola yang lebih egaliter dan tidak indiviualistik®,

seperti yang terjadi pada masyarakat perkotaan.

® Ravik Karsidi, “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro” Jurnal
Penyuluhan, Vol. 3, No. 2 (September 2009), hlm. 137-138

® Hilman Latief. “Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan”,
Jurnal Afkaruna, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2012), hlm. 48

5 tbid. hlm. 49
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Untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat diperlukan
sebuah upaya program yang dibentuk secara terencana dari tingkat
perencanan sampai pelaksanaanya®, sehingga bisa tercapai target pada saat
pelaksanaanya, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
pertama, adanya identifikasi masalah masyarakat atau analisa awal. Kedua,
membagi masalah tersébut dalam bentuk klaster seperti: politik ekonomi,
sosial, budaya dan lainnyas Ketiga, memilih klaster yang paling dominan
sebagai objek pemberdayaan masyarakat yang hendak diberdayaan,
Keempat, pembentukan’program sesual dengan kebutuhan objek. Kelima,
pelaksanaan program pémberdayaan-masyarakat. Keenam, evaluasi dan
feedback pregramy, pemberdayaangmasyarakat, Kemyjuh, tindak lanjut
program pemberdayaan masyarakat yang berupa pendampingan“, secara

berkala dan terukur.

Cara diatas bisa dilakukan untuk melakukan penelitian yang bersifat
parsipatoris dengan masyarakat, sehingga dalam perjalannya keberadaan

data tentang masyarakat sudah teridentifikasi sejak sebelum program

57 Alwi, Konsep, him. 34

8 Salah satu pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan
pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti masyarakat selamanya benar
dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah menunjukkan bahwa dalam banyak hal
perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) tidak bisa mengejar perubahan-
perubahan yang terjadi dan tidak lagi memecahkan masalah yang berkembang. Namun, sebaliknya
telah terbukti pula pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak
juga dapat memecahkan masalah mereka, bahkan menciptakan yang lebih besar lagi. Olch sebab itu,
pengetahuan lokal masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi harus dipilih secara arif dan
saling melengkapi. Lihat, Karsidi, Pemberdayaan, him. 138
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dilaksanakan dan berbagai kendala juga sudah bisa diidentifikasi akar
permasalahannya. Adanya sistem program yang tersistematis tidak saja
akan memudahkan dalam assessment dan penerapan program, teiapi juga
bentuk evaluasi yang hendak dilakukan setelah program tersebut berakhir,
sekaligus untuk melihat dampak positif melalui adanya perubahan sikap

ataupun taraf hidup yang semakin meningkat.

Pemberdayaan| - masyarakat ~ sebagai upaya  peningkatan
kesejahteraan masyarakat menjadi salaln satu metode dalam mengeluarkan
masyarakat dari problematika sosia] yang selama ini menyanderanya. Oleh
sebab itu prinsip pengelolaan program yang sismatik harus tersusun secara
optimal dan terancana, baik dariawalyanalisa Sampai~dengan tindaklanjut
pasca program. Dengdn cdra progés pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
bisa diketahui, didampingi dan bisa.diukur tingkat keberhasilannya yakni
dengan terciptanya kemandirian dan bisa memberikan dampak sistemik
pada individu maupun golongan dari masyarakat yang diberdayakan. Pada
titik ini keberhasilan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terarah dan

berhasil.

Relasi pemberdayaan masyarakat dalam praktek filantropi dapat
pula dilakukan oleh perusahaan melalui Corporate Social Responsibility
(CSR) sebagai komitmen perusahaan terhadap masyarakat yang ada

disekitar perusahaan. Kewajiban perusahaan ini menjadi faktor penting
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agar terwujud keshalehan bisnis yang tidak selalu mengedepankan untung

dan rugi. Relasi tersebut tergambar sebagai berikut®.

Gambear 2 = Piramida/ Qdrperate Social Responsibility (CSR)

Dalany piramida-diatas“menunjulkan bahwa“ada relasi yang saling
berkaitan mulai dad fondasi perusahaan yang mencari laba sebagai
perusahaan profit, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana
perusahaan juga ‘memprioritaskan-sebagian p7ofit yang diperoleh terhadap
kemandirian masyarakat. Sehingga nilai manfaat dari operasional
perusahaan tidak hanya dinikmati para pekerja, pemilik dan pemerintah
semata. Artinya, nilai kebutuhan ekonomi, norma hukum, etika dan
filantropi menjadi tanggung jawab yang senantiasa melekat pada semua

perusahaan.

% Archie B Carrol, Bussines and Society: Ethics and Stakerholder Management, (Chio South
Western: College Publishing, 1996), hlm. 40
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Pola filanttopi perusahaan melalui CSR yang kemudian
berkembang menjadi  Commonity  Development  (pengembangan
masyarakat) tidak saja menyelesaikan permasalahan kemiskinan sebagai
dampak ketidakmerataan sumber ekonomi. Tetapi, sudah berkembang
kepada pelayanan pengembangan sumber daya manusia baik melalui
pendirian institusi pefdidikan, beasiswa, keterampilan, kesehatan dan
lainnnya. Pola CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya sudah
menjadi lembaga dibawah naungan periisahaan atau struktur tertentu dalam
stuktur perusahaan, hampir/sama_programnya dengan yang dilakukan
Lembaga Sosial Masyatakat (ESM) > ataupun lembaga filantropi yang

dalam kinerjanyayprofessionals

Keberadaan [CSR yang mierupakan konsep ala barat. Lambat laun
dikonsepsi ulang,oleh, para pengusaha mulism atau pegiat filantropi Islam
dengan cara menanamkan benih spiritualitas, baik dari aspek konsepsi
hingga praktek sehingga terdorong untuk memunculkan istilah padanan
yakni, “Islamic Social Responsibility (ISR)”"'. Konsepsi tentang tanggung

jawab sosial Islam ini dianggap penting, mengingat keberadaan CSR hanya

7 Berdasarkan Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8/1999 yang tujukan pada
Gubernur diseluruh tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Lampiran II
menjelaskan LSM adalah organssasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara
Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri serta bergerak dibidang kegiatan
tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian
secara swadaya.

7 Latief, Politik, him. 131
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upaya barat yang kapitalistik untuk menghindarkan diri kecurigaan publik.
Perbedaan persepsi CSR tersebut membawa dilema bagi sektor swasta
mengenai tanggung jawab sosial, sebab dalam Islam terdapat konsep
syariah dan takwa yang lebih komprehensif karena bersumber dari
kepercayaan dan moral seorang muslim terhadap kepercayaan yang
diyakini. Sehingga, aktifitas perusahaan /haruslah baik dan sekalipun aspek

finansialnya positif ataupurinegatif’s.

Apabila kedua perbedaan|/pandangan diatas dihadapkan pada aspek
manfaat jangka pendek-di masyarakat.Maka akan mengerucut menjadi
nilai manfaat yang tidak bisa ditolak sebagai konsekuensi dari keberhasilan
program,_pemberdayaan [masydrakat, Sedangkan'jangka panjang seluruh
perusahaan baik menggunakan ‘terminologi CSR atau ISR haruslah
mengedepankan keseimbangan dalamr mrelakukan aktivitas deviasi bisnis
disetiap perusahaan. Apalagi masyarakat yang menerima program
pemberdayaan masyarakat biasanya tidak terlalu banyak mengkritisi aspek
terminologis, dikarenakan kepentingannya dalam mengurai problematika
mendasar hidup yang dilajaninya secara sulit. Dua persoalan ini akan
menemukan keseimbangan manakala pemahaman bersama atas dasar

manfaat bersama pula.

™2 Asraf Wajdi Dusuki, What does Islam say about Corporate Social Responsibility. Review of
Islamic Economics, Vol. 12, No. 1 2008, him. 8-18. fbid, hlm. 131-132
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c. Misi dan tahap pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk advokasi yang melihat
unsur yang saling terkait satu sama lain. Maka, misi dan tahap

pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut” :

1) Penyadaran. Menekankan/pada\ penyadaran diri, SDM yang
dimiliki, beragam geluafig whtuk memperbaiki kondisi dan
solidaritas sebagai misipendampingan

2) Pengorganisasian. Memanfaatkan potensi kelembagaan yang sudah
mengakar kuat/dikalangan ' masyarakat untuk melakukan perubahan

3) Kaderisasi. Proses transfer atau penerus pasca program
perberdayaan masyarakat

4) Dukungan telmis. Penyediaan\saran dan prasarana, baik dari
swadayawnaupun/dari pemerntah

5) Pengelolaan sistem. Memaksimalkan beragam fungsi dan
penyesuaian yang diambil dalam sistem dan tahapan dalam tiap

sistem yang terkait.

Misi pemberdayaan masyarakat sebagai cara menghimpun

masyarakat untuk produktif menyebabkan perlunya sharing modal. Dalam

¥ Puji Hadianti, “Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat”, dalam
http:I/komunitas.wikispaces.com/ﬁlefview/kemiskjnan-i-dan+upaya+pemberdayaan+masyarakt.pdf
Jurnal Komunitas, Volume 2, No. 1, (Tahun 2006), hlm. 44-45, diakses pada tanggal, 30 November
2013 waktu 14.06
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konteks ini posisi masyarakat bukan pihak yang bisa didikte dalam
penyediaan modal materi. Artinya, modal utama masyarakat tersebut
merupakan modal sosial yang selama ini melekat erat dalam keseharian
mereka seperti, gotong royong, saling membantu dan sebagainya, Apalagi
modal sosial tersebut dilandasi oleh ajaran agama yang dimensi
spiritualnya termanifestasi dalam aktivitas sosial. Modal sosial masyarakat
ini bisa terbagi kepada empat hal yakni, adanya jaringan (network),
kepercayaan (frust), | pemahamian (umderstanding) dan nilai bersama
(shared values)®. Relasi keempat ini>menjadi salah satu pola dimana
filantropi Islam bisa’ dimaksimalkan’/ dalam bentuk pemberdayaan

masyarakat.

Problem yang &€ringkali dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat
adalah pemberdayaan yang untuk mengurai kemiskinan, sebab hal inilah
yang menjadi faktor utama masyarakat tidak berdaya, baik miskin secara
kultural dikarenakan kesadaran naif dan pasif yang menjangkiti tiap
individu ataupun kelompok, maupun miskin secara structural dikarenakan
ketidakadilan atau dampak dari sebuah kebijakan. Sebab itu, diperlukan
peningkatan kemampuan untuk memperoleh nilai tambah dengan

perbaikan tiga akses, yakni: sumberdaya, teknologi dan pasar”. Jika

™ Jane Franklin, “Social Capital: Policy and Politics”, Social Policy and Society 2:4 (2003),
him. 249 dalam Latief, Politik, him. 39
" Hadianti, Kemiskinan, him. 43



46

masyarakat sudah mulai berdaya, maka keberadaan lembaga keuangan
menjadi hal yang dibutuhkan sebagai lembaga yang bisa mengkomodir
partisipasi untuk mengembangkan usaha dan tabungan di masa yang akan
datang, tidak terkecuali oleh lembaga keuangan syariah’, sehingga
keberadaan proses dan kcteraturan dalam masing-masing tahapan dalam
pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang menentukan keberhasilan

dari proses pemberdayaan.

Pemberdayaan | masyarakat sebagai bentuk proses yang panjang
senantiasanya membutulikan, fase dan tahapan yang panjang pula. Hanya
saja yang harus dilakukan dalam proses tersebut yakni adanya dampak
psikologi, sosial dan\ekonomi terkaitperubahan’ atas perilaku dan tindakan
masyarakat sehinggd pethberdayaan masyarakat bisa diketahui dan diukur
kebermanfaatan dan _keberhasilannya, Salah _satu untuk mengukur tingkat
tingkat keberhasilan tersebut dalam bisang ekonomi bisa dilihat dari tiga
hal”. Pertama, pendapatan perkapita tinggi. Kedua, pendapatan perkapita
terus naik. Ketiga, kecenderungan kenaikan terus menerus dan mandiri.

Artinya, keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya

7® Dijantara lembaga yang berkembang secara pesat ditengah sistem perbankan yang sedang
sakit adalah antara lain Bank Syariah, BPRS dan BMT yang mulai memperoleh kepercayaan dan
dukungan oleh masyarakat dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihannya, sehingga masih
membutuhkan kerja keras dari seluruh umat islam, baik praktisi maupun pemikiran ilmuan muslim.
Lihat, Amir Mu’allim, “Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah” Jurnal Al
Mawarid, Edisi X Tahun 2003, 17-31

7 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Ekenomi Islam,
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), him. 378
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dengan ekonomi adalah peningkatan taraf hidup dan menciptakan
kemandirian masyarakat tersebut, sehingga dalam mengurai problematika

masyarakat bisa fokus dan terarah dalam penerapannya.
. Pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat

Problematika [ yang~'-sering dihadapi dalam pemberdayaan
masyarakat adalah |‘hadimya paradigma-dogmatis yang berwujud
keengganan untuk merubalipsikap ddn| keadaan yang sedang dijalani.
Alasan yang sering “ferjadi | di lapangan tidak sedikit masyarakat
menganggap bahwa /‘problematika’ kehidupan sedang menghimpitnya
merupakan produk takdir yang harus dijalani, sehingga ia pun pasrah

dengan keadaan menghimpitdirinya.

Alasan karena takdir dan pasrah tanpa berbuat apa-apa, tentu saja
tidak serta merta bisa-diteritna, sebab-problematika yang ada di masyarakat
tidak selalu kuasa takdir, melainkan adanya struktur yang saling menindas
lewat ketidakdilan, ketidakmerataan distribusi kekayaan ataupun minimnya
akses masyarakat terhadap struktur tertentu. Paradigma “enggan” tersebut
tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi sebuah
keadaan sosialnya, tetapi akan merambah pada tingkat pemahaman dan

penghayatan terhadap nilai spiritualitas yang dianutnya.
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Maka hal yang paling mendasar untuk segera dikembangkan dalam
menghadapi problematika masyarakat terscbut adalah pengembangan
kapasitas kemampuan masyarakat itu sendiri, secara lebih spesifik bisa
disebut sebagai pengembangan sumber daya manusia. Misalnya, kasus
orang yang meminta-minta (pengemis) dalam pandangan Islam dibatasi
hanya untuk mememuhi kecukupanhidup yang standar, bukan untuk
memupuk harta. Alasamtefsebut untukmenjaga harga diri dan martabatnya
sebagai manusia’’. Namun,| dalam Banyak kasus permasalahan kaum
pengemis malah dijadikan.sebagai profesi’”, yang dapat dipastikan untuk
memupuk harta bukan sekedar mencukupi kebutuhan yang standar. Bahkan
jika ada pemimpin\yang tidakiengerahvi-di~daerahnya ada penerima zakat
dan membaginya pada daerah lain, pada periode berikutnya ia harus
melipatgandakan pembagian zakat tersebut kepada mereka yang tidak
menerima®®. Jadi, “dalam=pemberdayadn-terkdit ‘masalah pengemis harus
dilakukan secara terprogram agar tidak kembali kepada jurang yang sama

yakni meminta-minta, tentunya dengan merubah terlebih dahulu paradigma

78 Abu Ubaid al-Qasim, A Amwal, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani,
2009), hlm. 668

7 Quku Dinas Jakarta Selatan menemukan fakta pengemis di Jakarta dapat mengantongi
penghasilan sekitar Rp. 750 ribu sampai Rp. 1 juta setiap harinya. Jika dihitung secara rata-rata
seorang pengemis bisa mengantongi penghasilan Rp. 30 juta perbulan, mengalahkan pimpinan cabang
Bank yang sekitar Rp. 16 juta perbulan. Maraknya, profesi pengemis ini ditengarahi oleh tiga sebab:
pertama, pendapatan sebagai pengemis yang besar. Kedua, adanya aknom yang sengaja mendroping
pengemis secara terorganisir dari luar Jakarta. Ketiga, kebiasaan berderma langsung atau tidak melalui
lembaga. Lihat: http://www.merdeka.com/peristiwa/penghasilan-pengemis-di-jakarta-lebih-besar-dari-
manajer.hitml] diakses pada hari Jumat, 19 Juli 2013 pukul 03.41

i Al Qasim, 41 Amwal. him. 720
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dirinya sebagai manusia produktif. Sebab espektasi akhir dari sebuah

program pemberdayaan yakni tercipnya masyarakat yang mandiri.

Pola pengembangan kapasitas masyarakat tetap menggunakan
analisa awal tentang masyarakat itu sendiri, seperti modal sosial, modal
ekonomi, modal keagantaan, modal solidaritas dan sebagainya. Caranya
dengan mendesain format peldtihan program atau pengembangan bidang
tertentu sebagaimana halnya Vang'terjadi di perusahaan yang berfokus pada
pengembangan sumber daya manusid. Pelatihan yang efektif dan
terprogram dimungkin akan menghasilkan dampak terhadap kinerja yang
akan dihadapi nantinya. Dalam hal ini ada A. Raymond Noe memberikan
tujuh catatan terkait\pelatihan™dan . peéngembangan yang efektif. Pertama,
memberikan penilaian. kebutuhén yang| diperlukan untuk mengetahui
kebutuhan pelatihan=&eduq, pnemastikan-kesiapan dan kebutuhan peserta
untuk mengikuti pelatihan. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar peserta
yang memiliki corak yang sangat penting bagi pembelajaran untuk
dilakukan. Keempat, memastikan bahwa peserta menerapkan (transfer) isi
pelatihan (pengetahuan, keterampilan, sikap maupun perlaku) kedalam
pekerjaan secara efektif dan kontinyu. Kelima, mengembangkan rencana
evaluasi. Keenam, Memilih metode pelatihan berdasarkan tujuan dan
lingkungan pembelajaran. Ketujuh, mengevaluasi program dan membuat

beberapa perubahan padanya atau mengoreksi beberapa tahap dalam proses
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pelatihan agar pembelajaran, perilaku, perubahan, dan tujuan lainnya
diperoleh®'. Namun, ada pula pendapat lain yang mengkaitkan partisipasi
masyarakat dalam program diantaranya melalui tahapan: assessment,

perencanaan alternatif program, pelaksanaan program dan evaluasi®.

Rangkaian pola~pengembangannini bisa dilakukan oleh lembaga
filantropi Islam dalam! mendéSain program pemberdayaan masyarakat.
Apalagi dalam setiap program peémberdayaan analisa awal yang dilakukan
adalah dengan melakukan pengecekan’terhadap masyarakat yang hendak
dilakukan pemberdayaan lewat serangkaian program salah satunya dengan
adanya pelatihan tertentu, Barangkali, bentuk pelatihan akan menjadi
efektif manakala matéri dan_ follewup pasca pelatihanddengan materi dan
teknis pengembanganterhadap Kémampuan masyarakat itu sendiri. Sebab
bentuk pembentuke=programn, yang=seringkalis dilakukan oleh lembaga
filantropi Islam banyak menggunakanan Parcipatory Rural Apprasial
(PRA), dimana masyarakat dilibatkan dalam tiap rangkaian awal, proses
maupun pasca program. Jadi, pengembangan kapasitas atau sumber daya
manusia masyarakat menjadi hal utama untuk melatih ski// masyarakat agar
berusaha sesuai dengan kemampuannya sendiri yang telah dikembangkan,

tanpa perlu diintervensi oleh pihak luar dalam tiap perubahan selama

3! Raymond A, Noe, Employee Training and Development. (New York: 3rt ed. NY.McGraw-
Hill Componies, Inc., 2005} him. 5-6

%2 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyararakat dan Intervensi
Komunitas, (Jakarta: FE UI, 2003), him. 298
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pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan. Melalui bentuk
pengembanangan kapastitas tersebut, kamandirian masyarakat secara
perlahan bisa terbentuk dan lembaga filantropi Islam hanya perlu
memberikan pendampingan secara periodik dan akses kepada masyarakat
untuk memperluas jangkauan usaha yang telah didirikan dan

dikembangnya.



A.

BAB III
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif'. Istilah deskriptif menunjukkan
bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan gambaran
fakta secara sistematis. Olel)sebab ifu,/data |penelitian ini bersifat deskriptif
sehingga tidak menguji hipotesis. Sedangkan penggunaan istilah kualitatif adalah
merujuk pada jenis penelitian_dedktifsdan—induktif yakni dengan melakukan
analisa terhadap dinamika hubtngan antar ferfomina yang diamati selama proses
penelitian tersébut dilakukan/ Penelitian ini’ meniggunakan, pendekatan normatif
fenominologis, yakni mengkaji-fenomena vang terjadi melalui nilai aturan yuridis,

serta relasinya dengan praktek yang berlangsung dalam penerapannya.
Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah lembaga filantropi Islam yang melakukan
pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini adalah bagian Pendayagunaan
(empowering) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dan
Dompet Dhuafa (DD) Jogja. Alasan pemilihan kedua lembaga ini didasarkan pada
aspek legal formal yang kedua lembaga yang ditentukan oleh UU 38/1999 ataupun

UU 23/2011 yang tinggal menunggu Peraturan Pemerintah untuk menjalanakan

' Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Imu-Iimu Sosial, (Jakarta: Fisip

UL, 2006), him. 52

52
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UU tersebut, sehingga BAZNAS Kota Yogyakarta mewakili unsur lembaga semi
struktural pemerintah® dan Dompet Dhuafa (DD) Jogja dikarenakan lembaga ini
merupakan kantor perwakilan Dompet Dhuafa Republika di Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang juga sebagai lembaga filantropi Islam pertama di Indonesia yang
dikelola secara professional oleh masyarakat sipil atau secara yuridis disebut
dengan LAZ’. Melalui kedua lembaga filantropi Islam ini, penulis ingin
memperoleh dua sudut pandang, mengenai) pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan secara terprogram. Pehyebutan kedua lembaga diatas sebagai
lembaga filantropi Islam dikarenakatrkedwa-lembaga tersebut tidak saja mengelola
zakat, melainkan infak, sedekah~dan dana kedermawanan lainnya. Selain itu,
kredibelitas ddlarh [pengeloladn"dana_filattropi~Istant\ yatig’ terkumpul melalui
program yang sudah dirancang sudah berpola pemberdayaan masyarakat. Dari
kedua lembaga filantropi Islam ini penulis memperoleh bahan penelitian

wawancara, soft dan hard copy data yang berkaitan déngan penelitian,
C. Informan Penelitian

Sumber data utama penelitian kualitatif ini menurut Lofland yang dikutip
dalam Moleong® adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan.

Sehingga dalam hal ini maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan

? Bab I1I Pasal 6 UU 38/1999 dan Bab II Pasal 5 sampai Pasal 16 UU 23/2011

3 Bab 111 Pasal 7 UU 38/1999 dan Bab I Pasal 17 sampai Pasal 20 UU 23/2011

* Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001),
him. 112
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data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan baik

melalui observasi lapangan, wawacara dengan pihak yang berwenang’.

Untuk memberikan keterangan dan permasalahan yang diajukan pada saat
penelitian dan wawancara dengan Subari (Staff Administrasi BAZNAS Kota
Yogyakarta) yang menangani pentasharufan (pendayagunaan) dan Nuryanto Hari
Murti (Divisi Program Ekonomi Domipet Dhitafa Jogja), serta masyarakat yang
menerima pemberdayaan masyarakatimelalui lembaga filantropi Islam tersebut di
Daerah Istimewa’ Yogyakarta,-salah safunya Sufiyanto dan Yanti. Sedangkan data
sekunder adalah data pendukung,.yang. penulis manfaatkan adalah data
dokumentasi dan arsip-arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang

penulis teliti®,

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data-data dari lokasi
penelitian yang berkaitan dengan dengan masalah-masalah yang akan dibahas.
Dalam metode ini adakan di fokuskan pada dokumen resmi pemberdayaan
masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh BAZNAS

Kota Yogyakarta dan Dompet Dhuafa Jogja.

5 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : RajaGrafinfo Persada, 2007),

hlm. 37
S Ibid.
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2. Metode Obeservasi

Metode observasi adalah pencatatan atu pengamatan secara sistematis
terhadap gejala yang sedang diteliti’, sehingga penelitian tersebut dalam
mengekplorasi seluruh kemampuannya untuk mengetahui obyek yang akan
diteliti. Sebagai metode/pengamatan, setara langsung, maka keberadaan
penulis diketahui secara terbuka@lelyseluruh subyek. Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan gambaran |yangylebih jelaszmengenai masalah pemberdayaan
masyarakat di Daerah Istimewa Yagyakarta yang dilakukan oleh BAZNAS

Kota Yogyakarta dan Dompet| Dhuafa Jogjal
3. Metode Wawancara

Dalam metodé Wawancarani adalah melakukan tanya jawab dengan
pihak-pihak yang terkait yakni bagian Pendayagunaan BAZNAS Kota
Yogyakarta dan Dompet Dhuafa Yo@&Ma. Jenis wawancara ini adalah semi
struktural, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah disusun
sebelumnya dan didasarkan atas permasalahan yang ada di desain penelitian.
Dalam metode ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan elaborasi
pertannyaan yang lebih fokus yang berkembang saat wawancara dikarenakan

untuk memperluas informasi yang berkaitan dengan penulis teliti.

4, Kecukupan Referensi

7 Husaini Usman dan Pumomo Sctiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi
Aksara, 2008), hlm. 52
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Dalam hal ini didasarkan pada yang dikemukan oleh lesner® sebagai
wadah atau alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik untuk
keperluan evaluasi nantinya. Alat ini berupa bahan yang dicatat dan data
rekaman hasil wawasan yang kemudian oleh penulis jadikan patokan dalam
penelitian serta memperkaya saran yang masuk, serta dapat dilakukan
pengecekan terhadap teori,’sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi

untuk lembaga dan filantrepi Islam dan'penelitian selanjutnya.
E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam’penelitian ini adalah data yang
diperoleh dan disajikan secara diskriptif dimulai_dengan memaparkan apa yang
telah diungkapkan oleh responden baik secara langsung, lewat tulisan maupun
pengamatan secara langsung.“Selain~ifu, kecuktpan data-data perpustakaan yang
dipelajari telah dikumpulkan ‘sebelumnya "serta |data), yang sudah terkumpul
dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Proses analisis
data ini dilakukan dengan cara memulai menelaah semua data yang terkumpul dari
berbagai sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data tersebut berasal dari
hasil wawancara, catatan lapangan ataupun dokumentasi lainnya. Kemudian data
tersebut direduksi dengan membuat abstraksi yang kemudian disusun dalam

bentuk satuan atau terperinci.

8 Moleong, Metode. him. 181
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Dari bentuk satuan-satuan inilah, maka dikatagorikan dan selanjutnya
dilaksanakan pemeriksaan data guna menghindari ketidakvalidan. Setelah teruji
kevalidannya, data tersebut kemudian penulis gunakan sebagai pedoman untuk
menjawab beberapa rumusan masalah penelitian dan kemudian diakhiri dengan

simpulan analisis oleh penulis.

F. Desain Penelitian

—D[ Studi Pustaka ]
[ ﬂ
Pengumpulan Data W—
e’
—»|, Wawangara
¥

Penyajian Data

!

Analisis Data ]

|

[ Simpulan dan Saran ]

Gambar 3 : Desain penelitian



BABIV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi objektif lokasi penelitian

Adanya keinginan ddn, dorengan untuk mengoptimalkan
pengumpulan dan penyaluran ‘danasfilantropi Islam dalam hal ini adalah
Zakat, Infaq dan Shadaqah-(Z1S) di Indoriésia semakin serius dilakukan oleh
negara, yaitu dengan cara.mergyisi-UU-38/1999 tentang Pengelolaan Zakat
menjadi UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, disamping penguatan dalam
pengelolaan Wakaf'| dan/ aktivisme filantropi Isla yang dilakukan oleh
berbagai ormas keagamaan, yang mehnjadikan filantropi Islam seperti sumber
dana gerakannya, seperti.Muhammadiyah; INU Persis dan lainnya. Revisi UU
zakat tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai peran
organisasi penghimpun zakat, melainkan juga memberi arah bahwa zakat
menjadi pengurang pajak. Selain itu, pengelolaan secara professional dan
tersentral oleh negara dimulai dengan memperkuat posisi BAZNAS sebagai
lembaga semi-strukrural yang berfungsi sebagai regulator dan operator,

sekaligus bisa mengawasi pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan

! Regulasi mengenai wakaf tidak terlalu banyak mengalami gejolak dalam UU No. 41/2004
tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No, 41/2004, Peraturan
Menteri Agama No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Keputusan Dirjen Bimas
Islam No. Dj.I/420/2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan peraturan-
peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)
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yang dilakukan oleh LAZ. Artinya, peran negara kedepan akan banyak terlibat
dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana filantropi Islam yang
dikumpulkannya, sekalipun harus beradaptasi yang pola birokrasi BAZNAS
yang tidak selentuk LAZ. Adapun ketentuan pokok pengelolaan zakat di

Indonesia adalah sebagai berikut-:

Tabel ul
Ketentuan pokok pengelolaan zakat di Indonesia
Ketentuan Aftaran
Ketentuan umum 1. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang

mampu — atau/-/badan _yang dimiliki orang muslim
berkewajiban menunaikan zakat,

2. Pemerintab /) berkewdjiban/ memberikan perlindungan,
pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki (pembayar
zakat), Mustahit.(penerima_zakat), dan.4dmil (pengelola)

zakat,
Organisasi 1. Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat
pengelolaan zakat Nasion@I'{BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, baik

ditingkat.nasional oleh Presiden atas usul Menteri maupun
ditingkat pemerintah daerah atas usul departemen agama,
dan Lembaga ‘Amil..Zakat, (LAZ) yang dibentuk dan
dikelola sepenuhnya ‘atas-ifisiatif‘masyarakat,

2. Dana zakat yang terkumpul didayagunakan berdasarkan
skala prioritas kebutuhan Musfahik dan untuk kegiatan
produktif lainnya dan sesuai dengan ketentuan agama

Islam.
Badan Amil Zakat |1. BAZNAS disemua tingkatan bersifat koordinatif,
Nasional (BAZNAS) konsultatif dan informatif.

2. BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah
yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain mampu
bersifat amanah, adil, berdedikasi, professional, dan
integritas tinggi.

3. BAZNAS terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas
dan unsur pelaksana.

4. BAZNAS (disetiap tingkatan dapat membentuk Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas mengumpulkan
zakat sampai tingkat Kecamatan/Keluraahan dan bisa
membuka BAZNAS diluar negeri

Lanjutan..
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Lanjutan....

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS bertanggung
jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya
Dapat menerima infak sedekakah, infak dan dana sosial
keagamaan lainnya

Lembaga Amil Zakat

Pembentukan LAZ wajib mendapat ijiin Menteri Agama
atau pejabat yang tunjuk Menteri.

Syarat membentuk LAZ :

a. Terdaflar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam
yang-mengelola—bidang pendidikan, dakwah dan
sosial

Berbentukdembagaberbadan hukum

Mendapat rekomendasi BAZNAS
Memiliki pengawasan syariah
Memiliki, kem@mpuan teknis, administratif dan
kenangan/untuk melaksanakan kegiatannya

f. Bersifat nirlaba

g. Memilikipregram untuk mendayagunakan zakat bagi

kesejahteraan uat; dan

h. Bersedia di audit'syariah dan keuangan secara berkala
LAZ wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian...dan_.pendayagunaan yang telah diaudit
kepada BAZNAS secara berkala

Dapat menerima infak sedekakah, infak dan dana sosial
keapatiiaan lainnya

opo g

Pendayagunaan Zakat

Hasil..pengumpulan | dafa, zakat didayagunakan sesuai
ketentuan agama yang belaku dengan skala prioritas
kebutuhamMustahik.untuk usaha‘produktif

Pengawasan, Sanksi,

dil.

2.

3.

BAZNAS~memberikan laporafl tahunan pelaksanaannya
kepada DPR atau DPRD. Masyarakat dapat berperan serta
dalam pengawasan BAZ dan LAZ

Pengelola zakat yang lalai atau berbuat tindak kejahatan
akan dikenakan sanksi hukum.

Zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak

Sumber : Indonesia Zakat&Development Report 2009, him. 9 dan penulis
sesuaikan kembali dengan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

Adanya revisi dan penyempurnaan regulasi zakat tersebut, setidaknya

untuk menjawab tiga hal. Pertama, pengorganisasian organisasi pengumpul

zakat, sekaligus pemisahan terhadap fungsi regulator,

operator dan

koordinator. Kedua, memberikan sangsi kepada Muzakki yang enggan
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membayar zakat secara administrasi dan atau finansial. Ketiga, memberikan
kepastian hukum bahwa zakat sebagai pengurang pajak. Sehingga dengan
adanya revisi tersebut tentu saja memberikan angin segar terharap pengelolaan
zakat di Indonesia. Hal tersebut disadasarkan kepada dampak positif terhadap
revisi undang-undang tersebut menjadi UU 23/2011. Pertama, hadirnya peran
negara dalam memberikan perlindongan terhadap umat Islam untuk
menjalankan ajaran agamanya. Apalagi,(zakat merupakan inti dari ajaran
Islam agar shaleh kepada Allah dan|shaleh secara sosial. Kedua, memberikan
jaminan hukum terhadap para<Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) agar
transparan dan kredibel~dalam—menghimpun dana filantropi Islam di
Indonesia. jKetigq, imendorong~OPZ)dalam)mendukungldan mengoptimalkan
penghimpunan dan pendayagunaan, dana filantropi Islam di masyarakat.
Artinya, zakat tidak dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam melainkan
bagian dari upaya pengéntasan kemiskirtan-dafi berbagai persoalan sosial
lainnya. Keempat, adanya upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat
untuk bisa berzakat terhadap lembaga, mengingat selama ini sebagian besar
masyarakat masih menyalurkan langsung kepada masyarakat ataupun melalui
masjid. Hal tersebut malah menyebabkan ketidakefektifan dana filantropi
Islam untuk jangka panjang, sebab bentuk pendayagunaannya bersifat charity
dan belum terprogram secara sistematis yang tidak menutup kemungkinan
terjadinya konflik horizontal di masyarakat seperti yang selama ini terjadi.

Meski, ada beberapa pihak yang kurang setuju dengan beberapa bagian UU
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23/2011 tentang pengelolaan zakat tersebut dengan mengajukan judicial
review terhadap Mahkamah Konstitusi’. Kemudian, Mahkamal Konstitusi
(MK) memberikan revisi bahwa LAZ dan BAZ perseorangan atau masjid dan
Mushalla untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme lembaga tersebut.
Sedangkan LAZ berskala nasional secara administratif melakukan pelaporan
keuangan kepada BAZNAS koordinator-dan regulator dibawah Kemenag®.
Sementara itu, pengelolaan zakat dan’ dana filantropi Islam lainnya di Daerah
Istimewa Yogyakarta secara regulatif jatau legal-formal dilakukan oleh
BAZNAS Kota Yogyakarta dan/Dompet- Dhuafa Jogja, disamping lembaga

filantropi Islam lainnya dan beberapa ormas keagamaan.

a, Badan AmilNZakat Nasional (BAZNAS) Kota'Yogyakarta

1) Sejarah bediringaBAZNAS, Kota Yogyakarta®

Berdifinya/BAZNAS Kota.Yogyakarta pada awalnya dikenal

dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadagah (BAZIS) sebelum

? Alasan diadakannya jucial review terhadap UU 23/2011, menurut Abmad Juwaini
dilatarbelakangi oleh tiga faktor. Pertama, UU tersebut memarjinalkan peran LAZ yang selama ini
berkembang dengan sangat signifikan dan beragam prestasi yang telah diraih. Letak pemarjilan
tersebut denpan dengan memberi peran ganda terharap BAZNAS. Kedua, keberadaan LAZ harns
berada dibawah naungan armas, sebab ada banyak LAZ yang berdiri selama ini berdiri secara
independen dan professional, meski tidak dibawah naungan ormas. Ketiga, adanya denda terhadap
LAZ yang notabene sebagai lembaga nirlaba. Bentuk denda tersebut tidak hanya bersifat pidana
melainkan perdata yang jumlahnya cukup sedikit. Maka, dengan adanya denda justru membuat
lembaga filantropi Islam menjadi tidak berkembang atau stagnan. Dari ketiga alasan tersebut, pihak
yang mengajukan fudicial review memandang keberadaan UU 23/2011 merupakan salah satu bukti
pemuduran pengelolaan zakat atau dana filantropi Islam di Indonesia. Disampaikan dalam program
Satu Meja Kompas TV dengan tajuk “Kemana Dana Zukat Mengalir? ” pada 24 Juli 2013

3 « Amil Zakat Wajib Koordinast” Khazanah Republika, Senin 4 November 2013, him. 25

4 Penulis sarikan dari http://baznas jogjakota.go.id/profil.php?p=1 diakses 14 November 2013
waktu 05.40
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tahun 1996. Dalam kepengurusan BAZIS periode tahun 1996-1999
berdasarkan surat Surat Edaran Wali Kotamadya Yogyakarta No.
177/KD/Tahun 1996 untuk menghimpun dana Infaq sukarela di
lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kotamadya Yogyakarta dan
disalurkan untuk membangun atau merehab tempat ibadah. Dalam
perkembangannya” Setelah adanya pengurus BAZIS baru dengan
dikeluarkannya SKbatu kepengurasan BAZIS 1999-2003 dengan SK
Wali Kotamadya Yogyakarta No., 309/KD/Tahun 1999 dalam upaya
peningkatan ZIS dan-pendayagundanya, maka dikeluarkan Surat
Edaran Wali Kotamadya-Yogyakarta 451.12/1546/Tanggal 16 Juli
1999 \téntahg \penuiiaiany zakat, Infaqrdansshadagah di lingkungan
PNS Wali Kotamadya Yogyakarta mengalami perkembangan
signifikan dalam pengumpulan dana ZIS sampai keluarlah UU Zakat
38/1999 " yang-kemudian mengalarmi-penycSuaian baik secara struktur
kepengurusan, pengelolaan dan programnya. Pada tanggal 01 Juni
2005 diterbitkan SK  Walikota Yogyakarta dengan No.
274/KEP/2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota
Yogyakarta dengan masa bakti 2005-2008, kemudian memperluas
penghimpunan dana tidak hanya di lingkungan PNS, namun juga
terhadap pegawai swasta di lingkungan Kota Yogyakarta. Namun,
dalam periode ini juga mengalami kevakuman dan menyebabkan

beberapa program tidak bisa berjalan dengan optimal, bahkan dana
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ZIS yang sudah terkumpul mengendap dan tidak bisa pula
menghimpun kembali dan menyalurkannya. Kevakuman ini terjadi
karena ketidakefektifan dan ketidaksinkronnya jadual para pengurus
yang berasal masyarakat dan unsur pemerintah. Schingga pada tahun
2009 Walikota Yogyakarta mengeluarkan SK No. 432/KEP/2009
tentang pendirial! BAZDA Kota Yogyakarta. Berlakunya UU
23/2011 tentang/ )Penpelélaan Zakat, keberadaan BAZDA Kota
Yogyakarta pengikuti arah kebijakan UU tersebut dengan berganti
nama menjadi | Badan//Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Yogyakarta sebagai’-organisasi-—zakat yang dibentuk pemerintah,

sekalipun secara gperasionial ngasiky mrengilkuti WU 38/1999.
2) Visi dan Misi’

Visi : mewnjudkan lembaga=yang-amasdah, professional dan
transparan yang dipercaya masyarakat, mempunyai
kemampuan dan integritas untuk mengembangkan zakat dan
Infaq guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,

Misi : menjadikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai
lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan
manfaat zakat infaq untuk kepentingan ibadah dan
kesejahteraan masyarakat

3) Tujuan dan Sasaran®

a) Tujuan
o Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat

5 Diambil dari brosur BAZNAS Kota Yogyakarta hlm. 2
§ /bid. hlm. 2-3
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o Meningkan pelayanan dalam menunaikan zakat infaq
sesuai dengan ketentuan syar’i

o Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat infaq

b) Sasaran

o Meningkatkan kesadaran muzakki munfig dalam
menunaikan zakat infak

o Meningkatkan pelayanan amil terhadap muzakki munfiq dan
mustahiq

o0 Meningkatkan-hasil_guna_dan daya guna zakat infaq bagi
kesejahtéraan masyarakat.

4) Program penghimpunan

BAZNAS “Kota | Yogyakarta sebagai badan zakat yang
didirikan oleh pémerintah““menjalan tugas pokok dan fungsinya
menghimpun dana“~ZIS“PNS ~dan swasta di lingkungan Kota
YoagyaKartd, | sertar menghimpdii™ sosiale keagaffiaan lainnya sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam.

5) Program pendayagunaan’

a) Yogya Taqwa adalah program yang bertujuan meningkatkan
pemahaman, mengalaman ajaran Islam dan peningkatan sarana
prasarana tempat ibadah.

b) Yogya Cerdas adalah program untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas peserta didik terutama keluarga yang kurang mampu.

7 Ibid. hlm. 4-5



¢) Yogya Sejahtera adalah program untuk peningkatan ekonomi para
mustahik dengan cara pemberian modal kerja dan pelatihan
berwiraswasta.

d) Yogya Peduli adalah program untuk membantu bencana alam,
bantuan untuk kesehatan, kebakaran dan lainnya.

6) Struktur kepengurusan

Keputusan, Walikota Yogyakarta No. 432/KEP/2009 tanggal 1

September 2009 Zstruktur organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta

sebagai berikut :

[ Dewan Pertimbangan lr

Badan Pelaksana

Komisi Pengawas

Ketua
wakil Ketua
Sekretaris
Wakil

Anggota 3

Ketua
Wakil Ketua
A A
Sekretaris
Wakil Bendahara akil ketua
Wakil Ketua I waklil Sekretarls

4 Jr ¥

-

Xetua Seksl Ketua Seksl Ketua Seksi
Pengumpulan Pengumpulan Pengembangan dan

\ Pendayagunaan

v ¥
Anggota 5 orang [ Anggota 5 orang J

+ + Anggota 2 orang

I UPZ-UPZ Mustahik
—
i

Muzakki&Mustahik ]

Gambar 4 : Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Yogyakarta
Sumber : BAZNAS Kota Yogyakarta, 2013
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Terkait personalia Badan Pelaksana BAZNAS Kota
Yogyakarta tertuang dalam SK Badan Pelaksana No. 104 tahun 2010

tanggal 10 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

H. Mishahruddin,
S.Ag

L 4
Rr. Dwo Lestarl, SE. Dwl Indah R/ Siti Sulastri, S.El. Subari M. Ulul A.
Bendahara BAZNAS Staf Keuangan Staf Administrasi Staf Administrasi Staf Umum

Gambar 5 : Susunan Staff/Sekretariat BAZNAS Kota Yogyakarta
Sumber : Sekretariat BAZNAS Kota Yogyakarta, 2013

b. Dompet Dhuafa Jogja

1) Sejarah berdirinya Dompet Dhuafa®,

Awal berdirinya Dompet Dhuafa (DD) Jogja merupakan
perwakilan Dompet~Dhuafa=(DD)Y” Républika yang berpusat di
Jakarta. Berdirinya Dompet Dhuafa bermula pada saat koran umum
Harian Republika mengadakan promosi di stadion Kridosono
Yogyakarta bulan April 1994. Acara tersebut merupakan acara untuk
promosi dan menarik minat masyarakat untuk memebeli saham koran
Harian Republika. Acara yang dikemas antara gabungan dakwah dan

entertaiment tersebut dihadiri oleh Pimpinan Umum/Pimred Parni

8 Sebagian tulisan ini pernulis ramukan dari http://www.dompetdhuafa.org/profil/sejarah/
diakses 14 November 2013 waktu 05.35
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Hadi, Zainuddin MZ dan Rhoma Irama. Usai acara tersebut, diadakan
makan bersama di restoran Bambu Kuning dan dalam acara ini
bergabung Corps Dakwah Pedesaan (CDP) yang dipimpin Ustadz
Umar Sanusi dan sekaligus binaan aktvis dakwah di kawasan miskin
di daerah Gunung Kidul (Alm.) Jalal Mukhsin. Ditengah
perbincangan di“imeja makan fgrsebut seluruh awal pimpinan di
Harian Republika dicengangkan dengan gaji pada pendakwah CDP
yang hanya enam ribu rupiah tiap' bulannya. Dana tersebut diperoleh
dari sisihan kiriman_para-mahasiswa yang kebetulan juga aktif di

lembaga dakwahtérsebut.

Menyadari | “pentingnyaymemberihardpan besar terhadap
dakwah Islam kedepan ddn, kesejabteraan para pendakwah. Maka,
disepakati ydalam _-pertemuantersebut ,untuk menghimpun dan
mencarikan dana bantuan untuk mengatasi permasalahan umat secara
menyeluruh dengan mendirikan Dompet Dhuafa Republika, Hal
tersebut dilakukan dengan menyisihkan sebagian penghasilan internal
perusahaan dan menggalang dana dari masyarakat tepatnya 2 Juli
1993 koran Harian Republika mengeluarkan tajuk “Dompet Dhuafa”.
Sekalipus mendapat respon positif dari pada pembaca dan
masyarakat secara luas. Pada tanggal 4 September 1994 Yayasan

Dompet Dhuafa Republika secara resmi didirikan dengan empat
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orang punggawanya Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip dan
Erie Sudewo. Kemudian Erie Sudewo ditunjuk sebagai pengawal
Yayasan Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan
dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadagah dan Wakaf) dalam beragam
bentuk program kemanusiaan—diantaranya: kedaruratan, bantuan
ekonomi, kesehatan dan, pendidikan terhadap kaum dhuafa.
Meskipun awainya programgitersebut masih bersifat lokal, tetapi
berjalannya waktu Dompet Dhuafa meluas secara nasional dan

internasional.

Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan sebagai Lembaga
Zakat Nasional'pertama' oleh“pemerintali pada=tanggal 10 Oktober
2001 oleh Depaiféimen Agama RI/Berdasarkan UU 38/1999, pada
tanggal B\OKkfober 200 Menteri.Agama\ R1 mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang pengukuhan Dompet
Dhuafa Republika sebagai Lembaga Zakat tingkat Nasional. Meski
pada sebelumnya pembentukannya dilakukan dihadapan notaris H.
Abu Yusuf, SH. pada tanggal 14 September 1994 dan diumumkan
dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia =~ Nomor

163/A.YAY . HKM/1996/PNJAKSEL
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2) Visi dan Misi®

Visi : Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada
sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan

Misi :

a) Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian

b) Meningkatkan partisipasi denma masyarakat dan dukungan
sumber dayauntuk-pembetdayaan

¢) Mendorong | sinergi _programy |dan jaringan organisasi
pemberdayaafr masyarakat glébal

d) Menumbuhkembangkan dan/ | mendayagunaan asset
masyarakat melaluitekonomi berkeadilan

€¢) Mengembangkan Zzakat sgbagai alternatif dalam
pengentasan kemiskinan

Tujuan :

a) Mendorong veluntarism dan tumbuhnya kepemimpinan
masyarakat sebagai-agent of<change

b), Mewutjudkan perubahian soSial melalul, advokasi multi-
stakeholder untuk terciptanya kesejahteraan

¢) Menjadi lembaga penggalangan/sumber daya masyarakat
yang terperca¥ya

d) Mengoptimalkan-penggalangan-sumberdaya masyarakat

e) Menjadi world class organization'berbasis ZISWAF

f) Terbentuknya  jaringan  klaster —mandiri  untuk
mengentaskan kemiskinan

g) Mengembangkan industri dan usaha yang berbasis
redistribusi asset serta mewujudkan jaringan bisnis yang
sehat dan ethic.

3) Program pengumpulan

Program pengumpulan dana masyarakat yang diprogram oleh
Dompet Dhuafa (DD) sebagaimana dimuat di laman webnya yakni

ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) yang sudah dilengkapi dengan

® Djunduh dari http://www.dompetdhuafa.org/profil/visi-misi/ diakses 14 November 2013

waktu 05.50
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panduan zakat, figh zakat dan kalkulator zakat. Selain itu, DD juga
menerima wakaf produktif yang termanifestasi dalam bentuk

program seperti peternakan, pertanian, perkebunan dan lainnya.

4) Program pendayagunaan'®

a) Relief merupakan divisi program yang menangani program yang
bersifat charity, keperlian taktis para mustahik dan hal yang
dibutuhkan dalamiwwaktu”singkat. Untuk program yang diluar
negeri berupa-diplomasi kemanusiaan. Program dalam divisi ini
adalah Lenibaga| Pelayanan Masyarakat (LPM), Disaster
Management Cente (DMC) dan Migrant Institute (MI)

b)“Pendidikan, merupakan “divisi " yang “membawahi, pertama
manajemen«.sékolah /~yang \menaungi SMART Ekselensia,
Sekolah Setya (Cendika dan-Fiture Isiamic School (FIS). Kedua,
pengembangan pendidikan yang menangani kemandirian,
beasiswa Indonesia, sekolah guru Indonesia dan makmal
pendidikan.

¢) Kesehatan, merupakan divisi yang menaungi Layanan Kesehatan

Cuma-Cuma (LKCC) dan rumah sakit terpadu.

'® Diringkas dari www.dompetdhuafa.org diakses 14 November 2013 waktu 06.00
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d) Ekonomi, merupakan divisi yang menaungi baitul maal Desa,
BMT centre, pemberdayaan masyarakat rural, pemberdayaan

masyarakat urban dan pemberdayaan petani

Program yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa (DD) Cabang Jogja
tetap mengacu pAda programyang ‘sudah didesain oleh DD pusat di
Jakarta, meskiptn dalam'y teldis pelaksanaanya mengadakan

kemitraan dengan pihakiterkait di DIY.

5) Pengrurus DompetDhuafa (BD) Jogj al!

Pimpinan Cabang ;" Ahmad Paryanto'?

Manajer Sumberdaya dan Komunikasi : Ajeng R. Indraswari
Manajer Rengembangan Wakaf +Bilal dmsyah Majais
Administrasi dan-Keuangan.:’Anita DiatnBkasari

Marketing, Communication : Muhammad Zuhron Ar
Custumer Rélation Mahagement § Renni Sudarti

Fundraiser ZIS : Kristiono, Indra Pasha

Fuh@raiserWakaf AadilPifraWijaya

Kepala Divisi Pendidikan-dan‘Sesial/=Mulatsih

Kepala Divisi Program Kesehatan : Zakia Sekarpratiwi
Kepala Divisi Program Ekonomi : Nuryanto Hari Murti
Pendamping Pemberdayaan : Prabawa E. Pantas, Setiya Jati,
Iftahuddin, Widya Oktaviani, Imam Prayitno, Asep Maulana
General Affair : Yulius Eko Setiawan, Amrullah Dawud S.

2. Paparan hasil penelitian

Pemaparan penelitian filantropi Islam ini tidak membahas secara
lebih jauh mengenai pengelolaan wakaf, melainkan pada ZIS disebabkan pada

objek penelitian BAZNAS tidak menerima pembayaran wakaf disebabkan

" Diambil dari Annual report 2012 Dompet Dhuafa Jogja
12 Saat penelitian baru tahap pergantian oleh Ajeng R. Indraswari
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karena adanya Badan Wakaf Indonesia, sedangkan pada Dompet Dhuafa
berlaku sebaliknya yakni juga menerima wakaf. BAZNAS sebagai lembaga
semi-stuktural yang bisa menjadi regulator dan operator. Harus bisa
dimaklumi dikarena potensi dana filantropi Islam di Indonesia yang cukup
besar, sehingga dengan semakin—mengungatnya peran negara diharapkan
menuntaskan permasalahan’ kaumgdhuafa yang selama ini banyak dilakukan
oleh masyarakat sipil dan menjadikan lembaga filantropi Islam semakin
kredibel. Maka respon dualembaga yakni BAZNAS dan LAZ menjadi sangat

penting dalam melihat UU23/2011.tersebut,

UU 23/2011 tidak memberikan peluang untuk tumbuhnya berbagai
lembaga zakat atay lembaga filantropi yang trafspransinya kurang
terjagd, kurang valid“dan' tidak ‘maksimal. Selamd ini pemerintah
kesulitan kepadagseluruh lembaga zakat yang ada di Indonesia,
dikarenakan lembadga. zdkat, /tersebut tidak valid dalam
menyampaikan data pada pemerintah. Pemerintah hanya
membutuhkan | lapgran | “mbzakki,~ pengimpulan zakat dan
pendayagunaanfiya. Sekaligus terdapat banyak dublikasi terhadap
mustahik yang menerima penyaluran zakat".

Mengungatnya peran negara dalam mengoptimalkan dana filantropi
Islam bukan tanpa sebab-akibat. Sebab dalam aturan UU tersebut diikuti oleh
larangan setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai pengelola dana
filantropi Islam, yakni dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau

pendayagunaan harus dengan ijin pejabat yang berwenang'®. Sehingga setiap

13 Wawancara dengan Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19
November 2013 jam 10.00 WIB
" Diatur dalam UU 23/2011 Pasal 38.
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orang yang dengan sengaja dan melawan hukum atau melanggar ketentuan
tersebut dikenakan ancaman pidana dengan pidana kurungan paling lama I
(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah)'®. Maka, ketentuan untuk menghindari bentuk pelanggaran
tersebut semua lembaga filantropi—Islam terutama yang dikelola oleh
masyarakat sipil dalam |bentuk ILAZ harus terdaftar secara legal-formal,

sekaligus memberikan laporan periodik’kepada BAZNAS.

UU 23/2011 seakan terkesan mempertarungkan antara BAZNAS
dan LAZ. Dompet-Dhuafa tidak-perhah merasa khawatir dengan
adanya UU tersebut.-Semua-berjalan sebagaimana mestinya. Kita
hanya berharap agar ' BAZNAS dan LAZ bisa bersinergi dalam
memberdayakan kaum dhuafa. Mungkin yang akan bermasalah
LAZ Yyang| hiasily [KeCil”_yang  miuSiftan®\ Kamii bukan ingin
membeéntengi’' LAZ keeil ‘tersebut; tapi berhardp-bisa dibesarkan
agar bisa optimal.Bahkan ada beberapa LAZ kecil yang magang ke
Dompet Dhuafa«untuk belajar/ pengelolaannya. Harusnya ini

diapresiasi'®,

Regulasil yang-dipandang cukup.renyulitkan LAZ terjadi pada pasal
18, pasal 19 dan 41 yang cukup membuat LAZ untuk berkembang akibat
syarat dan sangsi yang besar. Karenanya sinergi kedua lembaga yang punya
legalitas operasional menjadi sangat penting agar optimalisasi pemberdayaan
masyarakat melalui dana filantropi Islam bisa maksimal dan terarah.
Sedangkan mengoptimalkan pendampingan terhadap LAZ yang masih kurang

kredibel dalam pengelolaannya, bisa dibina secara bersama antara BAZNAS

15
Pasal 41
'6 Wawancara dengan Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) di
Kota Yogyakarta, 25 November 2013 waktu : 13.15
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dan LAZ yang sudah berskala nasional tanpa saling berebut yang paling besar,

berpengaruh dan legal-formalnya.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lembaga
filantropi Islam pada hakikatnya bertujuan untuk memberdayakan dua objek
yakni, donatur/Muzakki dah Mustahik/dhuafa. Pemberdayaan untuk Muzakki
adalah memberikan kemudahanfakses berdonasi, mendapatkan informasi,
laporan pelaksanaan programwdan service| untuk donatur sehingga para
muzakki menjadi nyaman dan| terberdayakan harta yang ia salurkan,
Sedangkan pemberdayaan-terhatdp para nrastahik diorientasikan pada delapan
asnaf sebagai inti dari penerima zakat dan yang tidak diatur di delapan asnaf
digunakan sumber kedermawanan lainriya; yang seéfifilariya’disalurkan melalui
program pemberdayaan. Hatapannya.dengan/adanya agenda yang terprogram
maka proses | pemiberdaydan Ndad__kduth | dhuafa/mustahik  menjadi
berdaya/muzakki. Pendayagunaan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat
harus didasarkan pada skala prioritas dengan menekankan pada prinsip
pemerataan, keadilan dan kewilayahan khususya untuk usaha produktif. Sebab
jtulah posisi BAZNAS dan LAZ dituntut bekerja seprofesional mungkin
dalam pengelolaannya dan bisa dipertanggung jawabkan tidak saja pada

pemerintah tetap juga pada masyarakat secara luas.

BAZNAS masih fokus kepada pegawai negeri lewat zakat profesi.
Makanya, di Kota Yogyakarta ada FOZ, dimana BAZNAS masih
mengumpul zakat profesi. Dan yang bergabung baru lima SKPD
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diantaranya: Pemkot (sekolah dan seluruh SKPD}, Kemenag (M1,
MTs, MA dan seluruh KUA), BPN. KPPN dan BPS. Dari lima
instansi tiap bulan terkumpul 250 juta. Sedangkan potensi zakat di
Kota Yogyakarta kalau semua SKPD bergabung bisa mencapai
700 juta sampai 1 miliar tiap bulannya. Sosialisasi yang diadakan
selama ini masih lewat pengajian, brosur dan lainnnya'’.

Kredibilitas lembaga filantropi Islam dalam pengelolaan dananya
cenderung variatif, misaliiya masibmasih beredar kesan yang berpandangan
bahwa keberadaan BAZNAS masih kurarg survive dalam pengumpulan dan
mendayagunaannya, ketimbangulbAZ Wang mampu menggalang kepercayaan
dari masyarakat sipil atau=non-pegawai pemerintah. Keberadaan BAZNAS
dalam pengumpulan dananya| hingga/kini masih memprioritaskan pada
pengumpulan dana filantropi Islam yang ada di lingkungan kerja pemerintah
pusat, provinsi 'dan' kabupatervkota denigan zakat profesi sebagai PNS dan
beberapa dana kedermawanan lainnya) Sehingga pola fundraising BAZNAS
tidak terlalu kreatif atau )séringkali disebutebermiain di zona nyaman dan
menyebabkan kesulitan untuk mengakses donatur dari luar unsur pemerintah,
oleh karena itu diperlukan banyak inovasi produk sebagaimana yang telah di
lakukan LAZ yang cukup kuat kreatif dan inovatif baik dalam menggalang

dana maupun mendayagunakannya.

Semuanya terdistribusikan pada empat program yakni, Yogya
Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sejahtera dan Yogya peduli.
BAZNAS juga membantu dari awal. Intinya lembaga tersebut
mengajukan proposal pada BAZNAS setelah itu kami terima,
dipelajari, kemudian dicek ke lapangan. Selama ini bantuan yang

17 Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013



77

bersifat produktif masih melalui lembaga tidak perseorangan.
Dulu, kami pernah membantu tukang becak dengan membelikan
becak, tapi tiga bulan kemudian becaknya dijual. Tukang jahit
juga demikian kami kasih pelatihan dan alat menjahit beberapa
bulan kemudian mesin jahitnya juga dijual. Bahkan penjual
angkringan juga demikian, modalnya juga habis. Jadi kalau
melalui lembaga jauh nyaman dan terpercaya. Harapannya
dengan bantuan zakat para mustahik yang diberdayakan tersebut
bisa berkembang dan—menjadi-muzaki. Bukan ketergantungan
dengan meminta-nfinta tetus™.

Pola pemberdayaan BAZNAS setara legal-formal barangkali lebih
diterima format pengelolaannyatelehspemerintah dikarena adanya keterlibatan
partipasi lembaga, hanya saja akan berdampak pada pola pendampingan yang
membutuhkan banyak waktu |yang' tidak’ bisa diselesaikan dengan cara
prosedural. Dari posisi intlah, keberadaan BAZNAS menjadi cukup dilematik
sehingga dalam programnya=masih “dianggap” sebagai” bentuk program
pemerintah dikarenakan dalam. praktek, pendayagunaannya melibatkan unsur
SKPD. Misalnya, dalam program Yogya.Cerdas BAZNAS Kota Yogyakarta
bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini dinas Dinas Pendidikan
memberikan daftar nama siswa atau sekolah yang membutuhkan bantuan
beasiswa atan bantuan untuk sekolah. Padahal dalam satu sisi Dinas
Pendidikan sudah mendapatkan dana pengembangan sckolah dari beragam
program yang dianggarkan pemerintah. Dalam program yang berasal dart
masyarakat harus melalui banyak tahapan seperti proposal harus dari lembaga

dan tanda tangan KUA/pejabat terkait dimana lembaga tersebut bernaung. Jika

9 1bid,
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bentuknya bantuan, maka pola pemberdayaannya akan berakhir pada karitas.
Pada titik ini keterlibatan lembaga/peran masyarakat sipil dan LAZ diperiukan
oleh BAZNAS. Bentuk program BAZNAS yang cenderung kurang inovatif
dalam pendayagunaannya yang lebih mengedepankan pola bantuan yang
karitatif dan kurang berdampak—besar-bagi jangka waktu yang panjang.
Padahal jika merujuk pada wewenang dan cakupan wilayahnya BAZNAS
harusnya lebih banyak berperamndalami pengelolaan zakat dan dana filantropi
Islam lainnya ketimbang=—I.AZ,| yang kadang masih harus menyesuaikan

peraturan pemerintah dalam pengelolaannya,

Tabel 2 : Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak

BAZNASKota Yogyakarta.2012
Pokok program Pengeluaran
Pendayagunaan

Zakat
Yogya Tagwa Rp«$.034,314750
Yogya Cerdas Rp-1:215.826.100
Infak
Yogya Tagwa Rp. 826.586.350
Yogya Cerdas Rp. 3.660.000
Yogya Sejahtera Rp. 45.00.000
Yogya Peduli Rp. 111.525.000

Sumber : Laporan pertanggung jawaban BAZNAS Kota Yogyakarta 2012

Laporan pertangung jawaban BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2012
pengumpulan zakat dan infak mencapai Rp. 3.300.809.966 yang tersalurkan
pada empat rencana program yakni, Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya

Sejahtera dan Yogya peduli. Namun, untuk Yogya Sejahtera sebagai program
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pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan usaha ekonomi mandiri
disalurkan dana 45.000.000 untuk 10 orang penerima. Porsi yang jauh lebih
kecil ketimbang tiga program pokok BAZNAS Kota Yogyakarta lainnya.
Menurut Subari dalam pendayagunaan program Yogya Sejahtera disalurkan
dalam bentuk bantuan koperasi-di-beberapa TPA yang ada di Kota Yogyakarta
dan budidaya lele yang juga dikelela oleh/TPA. Suasana yang berbeda terjadi
pada LAZ, khususnya yang sudahgberoperasi secara professional. Selain
terpenuhinya aspek-legal=formal |dalam (kinerjanya LAZ cenderung lebih

survive dengan bentuk program yang Iebil variatif dan kreatif.

Pada hakikatnya DD ingin mengedukasi masyarakat dengan cara
yang makro, Kalay' zakat| wajib. ditundikan/har@s lewat lembaga
siapaptn orangnya. Damw zakat juga’ bisa memperaruhi kebijakan
dan berperan dalam mengentaskan permasalahan kaum dhuafa.
DD tetap berkomittnén besar\mengoba mengurangi pemberian
secara karitas, kami ingin semua berbentuk program yang bisa
dibina. Kalaupun ‘2da yang, kantas‘jumlahfiya juga tidak terlalu
besar Jika ada“orang~datang kesini: Kami assessment terlebih
dahulu misalnya kita mengecek pertama, apakah ia termasuk
dalam golongan mustahik atau tidak, Kedua, termasuk dalam jenis
bantuan apa. Ketiga, kita tidak mungkin memberi uang. Kalau ia
seorang musafir kita akan belikan tiket, jadi tidak dalam bentuk
uang... Pemberdayaan Dompet Dhuafa (DD) terhadap Muzakki
cukup dengan menjaga kredibiltas lembaga, Sebab masyarakat
dengan sendirinya akan datang ke DD sekalipun tidak melakukan
promosi secara besar-besaran, jika promosi tidak dilakukan maka
penghimpunan dana flat dan akan sama dengan BAZNA dengan
pola zakat profesi PNS. Tentu saja, hal ini tidak diinginkan
hampir oleh semua lembaga filantropi ditengah potensi dana
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filantropi yang cukup besar. artinya, semakin besar pendapatan
fundraising semakin banyak pola program yang bisa dilakukan'®,

Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam yang pertama di
Indonesia, yang dikelola oleh masyarakat sipil menekankan pentingnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan penanaman nilai lembaga baik
secara institusi atau pada masyarakat) baik muzakki maupun mustahik. Hal
tersebut dibuktikan dengan adanya) keseriusnan lembaga dengan beragam
program pemberdayaan | masyarakat;“sea] pengumpulan zakat dan dana
filantropi Islam lainnya langsung didistribus;ikan dan didayagunakah didaerah
atau cabang DD tersebut berlokdsi, tidak terkecuali di Dompet Dhuafa Cabang
Jogja.

Tabel 4 : Pendayagunaan Dana
Dompet Dhaafa Jogja periode 2012

Pokok program Pengeluaran
Pendayagunaan

Pendidikan Rp. 292.751.118
Kesehatan Rp. 574.822.149
Ekonomi Rp. 179.010.256
Dakwah dan Litbang Rp. 106.393.513
Penyaluran Kebencanaan Rp. 36.131.050
Layanan Mustahik Rp. 42.232.500
Zakat Fitrah Rp. 40.606.500
Penyaluran Fidyah Rp. 4.978.400
Penyaluran Kurban Rp. 259.470.350

Sumber : Annual Report Dompet Dhuafa Jogja 2012

1 Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta,
25 November 2013
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Berdasarkan Annual Report DD Jogja tahun 2012 dana yang
terkumpul mencapai Rp. 2.512.924.244, yang secara khusus untuk program
pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebesar Rp. 179.010.256 yang
tersalurkan pada lima program yakni: Warung Beres, Bakpaw Tangguh,
Pelatihan dan Pendampingan-Kelompok-Usaha, Pembinaan Kelompok Ternak
dan Perintisan Kampung Wisata. Bentuk pendayagunaan program
pedayagunaan DD lebih -menekankafi pada bentuk pendampingan secara
massif dan efektif, sebab-metode| pendekatannya yang digunakan oleh DD
adalah PRA (parcipatory —rural . appraisal), metode ini cukup banyak
dilakukan oleh LAZ, dimana pihak lembaga terjun langsung kesuatu kawasan
yang diindikasikan banyak kemiskinam-atau yang’hendak, dilakukan sebagai
pilot project program “pémberdayaan. /Pendampingan DD terhadap
masyararakat yang dibinanya cukup dibilang baik, sebab secara kelembagaan
program yang dilaksanakan tidak saja terlaksananya program melainkan juga
berperannya pihak mitra kerjanya, hal tersebut terlihat dalam program
Madrasah Ekonomi Dhuafa/Sakofa yang bekerja sama dengan BMT sebagai

lembaga keuangan yang mencairkan dana program pemberdayaan.

Dalam permberdayaan masyarakat baik BAZNAS maupun LAZ
sama-sama membuat program dalam bentuk pendayagunaanya. Meski hal
tersebut tetap membutuhkan prosedur yang berbeda dalam tiap lembaga.

Penyaluran melalui program dianggap jauh lebih efektif dikarenakan dalam
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pelaporan dan evaluasinya bisa diukur tentang tercapainya target dari sebuah
program. Selain itu, masyarakat juga diedukasi untuk mengorganisir bentuk
kegiatan secara secara terprogram melalui lembaga ataupun kelompok tertentu
yang sudah terbentuk/dibentuk oleh masyarakat sendiri. Barangkali, kedepan
BAZNAS dan LAZ sebagai-lembaga-filantropi Islam perlu mengagendakan
program sindikasi pemberdayaan masyaraKat. Pola ini bisa dilakukan dengan
cara membagi peta pemberdayaan meénjadi satu program. Dengan adanya
program bersama ini kekuatan | filantropy Islam akan jauh lebih banyak

manfaatnya di tengah masyarakat.

Selama ini seluruh dana yang terkumpul BAZNAS bisa langsung
disalurkan “ke " masyarakat==seutuhnya< 'dikarénd *pengurus dan biaya
operasionalnya sudah | ditanggung-.oleh\ negara. Untuk BAZNAS Kota
Yogyakarta 100 %, disalurkan\kepada.para.puisighif melalui lembaga yang
telah mengajukan lewat proposal program yang telah diajukan. Sehingga
jatah amil zakat dalam struktur zakat yang berjumlah 12.5% atau 1/8 tidak
diambil sebab para pengurus BAZNAS sudah digaji oleh negara, dikarenakan
para pengurusnya berasal dari PNS yang diperbantukan oleh Kementerian
Agama kepada BAZNAS. Sedangkan, tenaga honorer ataupun sarana dan
prasarana sudah dianggarkan dalam pos-anggaran APBD ataupun APBN
setiap tahunnya. Sedangkan LAZ harus melakukan penghitungan sesuai

dengan ketentuan 12.5% atau 1/8 untuk jatah amil.
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B. Analisis Penelitian

Pola gerakan lembaga filantropi Islam di Indonesia selalu akan
berkembang, hal tersebut didasarkan pada potensi filantropi Islam yang besar dan
perlunya optimalisasi antar lembaga maupun badan yang dibentuk oleh pemerintah
dan swasta/masyarakat sipil wifuk| pemberdayaan masyarakat sebagai basis dari
spirit ajaran Islam nomor ketiga tersébut: Adanya upaya campur tangan negara
dalam menjaga kredibilitas lembaga lewat regulasi yang tersentral, dimaksudkan
agar tidak ada penyelewengaf, ketidakefesienan dan tumbang tindih dalam
penerapannya lewat bebagai program ké masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh
negara yakni dengan menguatkan lembaga semi-struktural pemerintah yang
mengurusi dana\filantropi Islami.zakat, infak;’shadagah-dan.wakaf. Hal tersebut
dianggap penting dalam menjaga stabilitas dan/kredibilitas lembaga, tidak saja

yang dikelola oleh pérherintatfmelainkanjugayafig dikelola oleh masyarakat.

Tata kelola sentralistik ini menjadi penting, manakala sebuah lembaga
atau badan dihadapkan pada tiga persoalan. Pertama, dana yang dikumpulkan
dana publik yang harus dijaga transpransinya, baik pengumpulan dan
penyalurannya. Kedua, adanya respon publik yang menginginkan peran negara
untuk hadir sebagai penengah agar tidak terjadi conflict of interest di masyarakat.
Ketiga, dana publik yang mempunyai dampak besar terhadap masyarakat harus
dikelola secara profesional, meski tidak secara langsung oleh negara tetapi

memberikan laporan pelaksanaannya terhadap negara. Upaya negara dalam
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mengoptimalkan pengelolaan dana filantropi Islam patut diapresiasi. Meski, ada

beberapa ketidaksetujuan beberapa lembaga dan pegiat terhadap regulasi, namun

hingga kini letak ketidaksejuan tersebut masih pada dataran teknis pelaksanaan,

bukan pada isensi nilai dan semangat filantropi Islam itu sendiri. Apalagi upaya

regulasi negara tersebut merupakan salah-dorongan terhadap masyarakat agar

menyalurkan zakat atau dana filantropi Islam7lainnya lewat lembaga. Sekaligus

mendorong pengelolaan filantropi Islam lewat lembaga atau panitia musiman yang

rata-rata dalam manajemen|Xonvensional dengan memberi secara langsung

(charity).
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Gambear 6 : Pola Permohonan Bantuan BAZNAS Kota Yogyakarta

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta

Program BAZNAS pun dalam melakukan pemberdayaan masyarakat

tetap menerapkan standart operational procedure sebagaimana terjadi pada

BAZNAS Kota Yogyakarta, yang tahap awalnya programnya diawali dengan
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melakukan pengajuan proposal agenda kegiatan atau bantuan yang diajukan atas
nama lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat kepada BAZNAS
ataupun pada kepala daerah yang bersangkutan®. Pola penerapan program yang
dilakukan oleh BAZNAS dalam prosedurnya cenderung mirip prosedur yang
berlaku di instansi pemerintah-selama-ini.—Padahal, jika merujuk pada sistem
organisasi semi-struktural, BAZNAS bisa melakukan kegiatannya sendiri tanpa
harus banyak meniru pola kerjd yang,terjadi instansi pemerintah yang memerlukan

banyak tahapan dan persyaratan,

Pola pemberdayaan BAZNAS-‘ténderung bersifat top down, sehingga
masyarakat dituntur lebih proaktif terhadap bentuk kebijakan yang telah
diprogramkan, Misalnya, piliak yang'mengajukan haruS mélalui lembaga dengan
serangkaian birokrasi yang hard® dijalanis-salah\satunya proposal program lembaga
harus mendapatakan tanda tangan dati*pihak. KUA ataupun kelurahan?'. Selain itu,
program yang diajukan juga harus disesuai dengan program BAZNAS dan
lembaga mengajukan merupakan lembaga yang sudah kredibel dalam setiap
program yang sudah dilakukannya. Dalam realisasi program BAZNAS
Yogyakarta bekerja sama dengan mitra SKPD atau dinas pemerintah terkait’2. Pola
sinergis antar instansi ini, justru mengindikasikan assessment terhadap masyarakat,

cenderung berdasarkan hasil keputusan mitra program, bukan hasil analisa

0 Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013
2! Standart Operational Procedure Infak 2012
22 gubari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013
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mendalam dari pihak BAZNAS sendiri. Dalam program Yogya Cerdas BAZNAS
Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dalam program tersebut
BAZNAS Kota Yogyakarta menerima laporan daftar sekolah atau peserta didik
yang membutuhkan bantuan dari Dinas Pendidikan. Dari daftar tersebut, dana
filantropi Islam disalurkan lewat-Dinas-Pendidikan berdasarkan hasil keputusan
yang telah ditetapkan dan dama yangdisalurkan besarannya tetap disesuaikan

dengan SOP pendayagunaan yang berlaku.di BAZNAS™.

Tabel 4 : Standart Operational Procedure BAZNAS Kota Yoyakarta

Program Penerima Besar Anggaran
Santunan sakit pégawai\(Non/PNS| Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000
sampai pejabat struktural)

Santunan , sakit keluarga..pegawai | Rp. 300.000
Jogia Peduli (keluarga)
ogja redull Santunan sakit warga miskin Rp. 250.000 s/d Rp. 500.000

Santunan medinggal [dunia pegawai [/Rp. 250.000
dan pensijunan

Bantuan kehabisan bekal Rp. 20.000 s/d Rp. 50.000
Bantuan tempat ibadah Rp. 500.000s/d 1.500.000
Jogia T (Masjid/Mushola/Lafiggar)
012 12QWa I Bontuan sarana ibadah Rp. 250.000 s/d 1.000.000
Bantuan syiar Islam Rp. 250.000 s/d 750.000

Sumber : Standart Operational Procedure Pelayanan Pentasyarufan Infaq 2012

Berdasarkan SOP yang berlaku di BAZNAS Kota Yogyakarta diatas,
maka pendayagunaannya dana filantropi Islam masih berorientasi pada pola
charity bukan pada pemberdayaan, bahkan skema bantuan terhadap pagawai
cukup mendominasi ketimbang pada masyarakat. Maka BAZNAS memeriukan

inovasi program yang lebih mengutamakan pemberdayaan ketimbang charity.

B bid
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Sebab persoalan yang paling mendasar, apakah seorang PNS yang mendapat gaji
dari negara masih membutuhkan tunjangan/bantuan atau masih menjadi mustahik
diluar fasilitas yang telah diterimanya sebagai seorang abdi negara. Bentuk
program pengembangan ekonomi masyarakat BAZNAS Kota Yogyakarta
bekerjama dengan Taman Pendidikan-Anak-(FPA) untuk mengembangan kantin
dan usaha produktif lainnya, diantaranya: TPA Muadz bin Jabal Kotagede untuk
bantuan pengembangan kantin; budidayafikan |lele di TPA Margoyoso, TPA
Gondokusuman jualan pulsa, jual es jus/dan adalembaga belajar, bantuan terhadap
koperasi dan sembako di TPA Aisyiyah.di Mergangsan dan lainnya®*. Bahkan dari
total pengumpulan zakat dan infak yang mencapai Rp. 3.300.809.966 alokasi
untuk program Yogya Sejahtera sebagai-program pembérdayaan masyarakat untuk
pengembangan usaha ekondiii miandiri/disalurkdn dana 45.000.000%° untuk 10

orang penerima®®,

Pola pemberdayaan masyarakat lembaga filantropi Islam sebagaimana
dilakukan oleh BAZNAS, yang harus dengan melalui lembaga dan mendapatkan
tandatangan dari KUA atau kelurahan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan
pihak BAZNAS dalam melakukan pengecekan terhadap program yang jalankan
oleh lembaga yang mengajukan tersebut., Pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan BAZNAS ingin melibatkan beberapa unsur yakni: lembaga pendidikan,

45,
Ibid,

23 Laporan pertangung jawaban BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2012.

% Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013.
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pengelola usaha, aparat pemerintah setempat dan masyarakat. Sekalipun terjadi
efek kaku prodesur yang berdampak pada waktu yang harus banyak dikeluarkan
demi sebuah proses tahapan prosedur, padahal kebutuhan masyarakat lebih bersifat
taktis atau memerlukan waktu yang singkat dan cepat. Meski tidak semua
masyarakat dalam komunitas tertentu-memahami tentang teknis prosedur yang
harus dipersiapkan sebagal <'prasyarat pengajuan bantuan pemberdayaan
masyarakat kepada BAZNAS. Pada titik inilah inefesiensi terjadi, dimana prosedur
lebih diutamakan ketimbang arialisa program yang lebih tepat sasaran. Maka, cara
yang paling efektif untuk analisa awal yang harus dilakukan oleh adalah
mengefektifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait teknis pengajuan program
pemberdayaan masyatakat,\baik=yang=bersifat charify \maupun pemberdayaan
dalam jangka panjang. Seftdlmhemformdt pola birokrasi tersendiri agar dalam
gerakannya lebih fleksibel juga cepat dan program.filaniropi Islam yang dirancang

bisa berdampak jangka panjang dengan nilai produktif secara ekonomis®’.

Terkait realisasi program sinergi BAZNAS dengan mitra kerjanya sesama
lembaga pemerintah bentuk pelaporannya tetap dijadikan satu dengan ketentuan
tetap memberikan laporan tersendiri kepada masing-masing lembaga®®. Meski
seringkali program yang dilakukan oleh instansi pemerintah mengabaikan
efektifitas dari target program, sebab yang lebih diutamakan pelaksanaan program.

Selain itu, pendampingan pasca program juga menjadi masalah lain. Siapakah

27 Widyawati, Filantropi, hlm. 94,
28 Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013.
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yang berwenang melakukan pendampingan BAZNAS atau mitra instansi terkait.
Jika melihat skema realisasi program pemberdayaannya pengawasannya
diserahkan pada mitra SKPD, aparat setempat (KUA/Kecamatan), lembaga dan
masyarakat. Dalam jangka pendek keduanya bisa melakukan pendampingan
bersama, tetapi dalam jangka panjang harus-ada.pemilahan otoritas pendampingan
dikarenakan program pemberdayaan anasyarakat lebih bersifat jangka panjang.

Sehingga menurut analisa penhlis bentukallir penyaluran terhadap semua program

sebagai berikut :
~»l Kepala Daefah/SKPD J [ Pengecekan berkas ]
Disposisi k& BAZNAS [
( Survei Lapangan
Mustahik/Kaum Pengajuan proposal - b pang
Dhuafa program lembaga 4,
\
r Rapat koordinasi =
Laparan Pelaksanaaan hasil survei dan D|t.er|ma
> tertulis L] BAZNAS /Ditolak

penyetujuan

- ¥
L Realisasi bantuan .
‘_‘ Mitra/SKPD H Input Prograrn
Evaluasl program

\

Gambar 7 : Proses Pemberdayaan/Bantuan BAZNAS
Pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS
barangkali akan menjadi efektif manakala masyarakat yang diberdayakan melalui
lembaga yang ditunjuk sudah mempunyai basis komunitas atau sebuah forum
bersama. Keberadaan forum ini akan memudahkan dalam pendampingan, sebab

dari forum bersama itulah semua hal akan dibahas secara lebih matang tanpa perlu
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merasa masing-masing lembaga sedang dibina ataupun didampingi. Hanya saja,
pengaruh BAZNAS terhadap forum tersebut harus memiliki bargaining position
yang kuat agar forum tersebut tidak melakukan ketergantungan terhadap program.
Jika bargaining position tidak kuat, maka keberadaan forum akan melakukan
ketergantungan terhadap program—yang-dirancang. Tentu hal ini akan menjadi
problematika baru di kemudianhari. Selain itd, tahap assessment awal menjadi
penting untuk mengetahui efek dan target.s€buah program akan berhasil. Artinya,
pengurus yang membidangi pemberdayaan masyarakat harus banyak melakukan
interaksi dengan masyarakat,  selingga “mengetahui berbagai variabel yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang hendak
diberdayakan. |Pola “seperti / ini=~mendoreng | "partisipasi~=masyarakat dalam
mengambil keputusan, sekaligus) BAZNAS jdapat membentuk program yang
botton up dari masyarakat. Sedangkan, terkait pengelolaan wakaf, BAZNAS Kota
Yogyakarta hanya memberikan fasilitasi terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI)
DIY disebabkan perbedaan wewenang di masing-masing lembaga, sehingga dalam
operasionalnya BAZNAS Kota Yogyakarta hanya mengelola Z1S%. Meski pada

dasarnya wakaf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filantropi Islam.

Pola pengelolaan dana filantropi Islam dalam perberdayaan masyarakat
yang dilakukan LAZ, ternyata tidaklah terlalu birokratis sebagaimana yang

dilakukan oleh BAZNAS. Justru pola pemberdayaan yang dilakukan LAZ lebih

» Ibid.
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bersifat botton up, sebagaimana yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Jogja.
Dimana penguatan terhadap assessment dilakukan sedetail mungkin oleh tim
program sebelum program tersebut rancang dan dilaksanakan®®, hal tersebut
dilakukan untuk memperoleh gambaran konkrit terkait ketepatan sasaran program

pemberdayaan yang ingin dilaksanakan.

Assessment awal Mustahik/Kaum Lokasi pilof Koordinasi antar mustahik
tim program LAZ Dhuafa project untuk kembangkan skilt

Diterima Rapat koordinasi hasil
/Ditolak survei dan penyetujuan

+ I—D Stimulan program i Realisasi hibah

[ Pendampingan Mustahik/Kaum y
Usaha dhuafa Dhuafa 4-{ Mitra Jejaring

Evaluas |_;
= T !
‘Tahunganl

Gambar 8 : Pola LAZ Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pola diatas adalah salah program pemberdayaan masyarakat yang penulis
pahami dari program Sakofa Dompet Dhuafa Jogja. Dalam pengembangannya,
pola ini juga dilakukan pada program yang lainnya, yakni dengan tetap

menjadikan tahap awal program tim program melakukan assessment langsung ke

30 Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekenomi Dompet Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta,
25 November 2013
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lapangan untuk menganalisa kemampuan para dhuafa’’. Kemampuan tersebut
meliputi: memiliki usaha yang sudah berjalan dan ingin dikembangkan, keinginan
dari pribadi atau komitmen mendirikan usaha yang dibuktikan dengan kapasitas
diri modal keterampilan dan keinginan untuk berdaya serta dorongan dari modal
sosial yang mendukung para dhuafa-untuk-bisa berdaya dan mandiri*2. Dengan
ragam hasil analisa yang teldhrdikumpulkan tersebut. Maka, tim program akan
memilah dhuafa yang mempunyai kemampuan yang berbeda tersebut kemudian

diberikan pelatihan sesuai dengan kemampuan masing-masing dhuafa.

Bentuk pelatihan ini‘jugd |dilakukan~secara umum yang pada dasarnya
dalam teknis menjalankan usaha harus ada pemilihan asset usaha dan asset pribadi
agar usaha yang=dijalankan’bisa=diketahui~progres‘perkembangannya. Hal ini
sangat penting untuk diadaken.pémilahah-assefniengingat usaha yang dijalan para
dhuafa tersebut buKamtermasuk dalam usaha‘yang berskala besar atau berada
dalam industri rumahan. Secara umum respon terhadap proses pelatihan dan
pengembangan dinilai baik dan positif, sebab proses tersebut dipahami dengan
mudah oleh kaum dhuafa, dikarena secara praktek mereka sudah menjalankannya.
Bentuk realisasi program pun disalurkan melalui mitra jejaring, yang dalam hal ini
BMT (baitul maal wat tamwil) dalam bentuk dana gardhul hasan (pinjaman

kebajikan)®’. Alasan tidak diberikan langsung kepada pihak dhuafa untuk

3N 1bid.
2 bid.
B 1bid.
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menghindari budaya konsumtif dan lambatnya perkembangan usaha. Dengan
adanya penyembunyian bentuk hibah dalam skema gardhul hasan, kaum dhuafa
yang menerima program bisa mengangsurnya dan dimasukkan dalam bentuk
tabungan BMT, sehingga kaum dhuafa harus menjadi anggota®. Lewat skema ini
secara tidak langsung telah terjadi-tiga-manfaat; pertama, BMT bisa berkembang
dengan mempunyai nasabah dan survive. Kedua, kaum dhuafa bisa mandiri dan
memiliki tambahan modal untuk peéngembangan usahanya. Ketiga, memudahkan
LAZ dalam proses pendampingan. Program Sakofa Dompet Dhuafa Jogja untuk
tatun 2013 berjumlah 86 orang yang .semuaiya berada di Kulonprogo dengan
hibah modal pengembangan usaha sebesar Rp. 1.000.000 Rupiah tiap dhuafa.
Pemilihan peta mustahik di /Kulonprego didasarkan/ tingkat, kemiskinan yang
cukup besar di daerah ini.|Tiffgkat keberhasilannya pun cukup mengembirakan
yakni bisa mencapai 90%, padahal program ini sudah dimulai sejak 2009 bersama

BMT Beringharjo dan sekarang sudah mandiri>.

Program lain Dompet Dhuafa Jogja dalam pembedayaan masyarakat
adalah Warung Beres yang mengambil filosofi “bersih, enak dan sehat”,
Sigmentasi pendampingan ini pun diarahkan pada pedagang angkringan yang ada
di DIY, pola awal yang dilakukannya pun tim tetap melakukan assessment awal,
pelatihan, follow up dan pendampingan. Hanya saja, program ini tidak diberikan

bantuan modal melainkan hanya bantuan peralatan untuk usaha, seperti: tempat

3 Ibid.
3 Ibid.
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gorengan yang tertutup, tempat sendok dan gelas, tempat sampah, tenda, tempat
air bersih dan sebagainya®®, Mengingat program ini tidak diberikan bantuan modal,
maka Dompet Dhuafa Jogja membantu membentukan forum pertemuan atau
komunitas pedagang angkringan di Bantul, Kota Yogyakarta dan Sleman dengan
melakukan pertemuan rutin bulan_yang didalam pertemuan tersebut terdapat
sharing pengalaman dan arisan’’. Bahkan menurut Yanti pemilik Angkringan Pak
Iwan sebagai penerima program ‘Warung( Beres angkatan 2011 kelompoknya
mendapatkan bantuan hibah dari Dompet Dhuafa Jogja sebesar Rp. 2.500.000.
Kemudian kelompok tersebut—m€miilfjamkan pada sama anggota yang
membutuhkan bantuan modal maksimal Rp. 500,000, setelah dikembalikan diputar
kembali pada allggbtayang\ain®Y-Betkat'prograni pemberddyaan masyarakat oleh
Dompet Dhuafa Jogja, waguggr angkringan Pak)Iwan yang berlokasi di Jalan
Gedongkuning (selatan kantor Penerbit Airlangga) juga banyak mendapatkan
manfaat, terutama omiset warungnya dalam sehari bisa mencapai Rp. 500.000
sampai Rp. 750.000%. Hal senada juga diungkapkan Sufiyanto pemilik warung
Angkringan Buk Sumarni yang berlokasi di Jalan Imogiri (sebelah timur kantor
PLN Gedongkuning) yang mendapat pelatihan tahun 2013. Ta merasa sangat
terbantu terkait tata cara angkringan yang sehat dan juga mendapatkan peralatan®.

Selain itu, warung angkringannya semakin ramai setelah mendapat pelatihan dan

% Ibid.
7 bid.
3% Wawancara dengan Yanti di Kota Yogyakarta, 4 November 2012
39 47,
Ibid.
40 Wawancara dengan Sofiyanto di Kota Yogyakarta, 4 November 2012
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pembinaan dari Dompet Dhuafa Jogja dan omset penjualannya setiap harinya bisa

mencapai Rp. 350.000 perhari, padahal sebelumnya hanya Rp. 200.000 perhari*'.

Secara umum warung Angkringan yang mendapatkan program Warung

Beres mengalami perubahan sikap terkait penyajian barang dagangan yang

mementingkan bersih, enak $§hgtAanﬂBi omset penjualan dari sebelum
s

%]
mengikuti pelatihan dan pen @pi ;és si tawar angkringan yang tidak
)
Atti

nya, penerapan tiga teori transfer

pelatihan mampu diterapkan ?—)Sel n Dompet Dhuafa Jogja dalam

pendayagunaan dananya seba%%ﬂj@l

U Ne2obivabuniad Tasd, S
AM
B SLa

= Pemberdayaan

Gambar 9 : Pendayagunaan Dana ZIS Dompet Dhuafa Jogja
Sumber : Annua report Dompet Dhuafa 2012

! Ibid.

“ Tiga teori tersebut adalah: pertama, teori elemen identik, yaitu menekankan bahwa transfer
pelatihan terjadi ketika apa yang dipelajari dalam pelatihan di identik dengan apa yang harus peserta
lakukan dalam pekerjaan mereka. Kedua, teori generalisasi stimulus yaitu, mengkonstruk pelatihan
agar segi yang paling penting dari prinsip yang umum dapat ditekankan. Ketiga, teori kognitif yaitu,
menyarankan bahwa transfer tergantung pada kemampuan peserta untuk mendapatkan kemampuan
yang mereka pelajari. Lihat, Noe, Employee, him. 148-151
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Dari gambar diatas menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat Dompet
Dhuafa Jogja dalam program pendayagunaanya masih didominasi oleh program
charity, meski tidak terlalu signifikan jumlahnya atau kurang dari 10% dari total
dana yang disalurkan. Program pendayagunan yang dilakukan oleh Dompet
Dhuafa Jogja tersebar dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, selama

rentang 2011-2012 DD Jogja berhasil memberi manfaat program sebagai berikut :

Tabel 5 : Penerima Manfaat Program' Dompet Dhuafa Jogja Tahun 2012

Pogram Jiwa Keluarga
Gerati Sehat 3927 983
Pos Sehat Rejowinangafi 1869 467
Pos Sehat Kulonprogo 1620 405
Institute Mentas Unggul 101 24
Bina Remaja Mandizi 15 15
Beasiswa Prestatif 18 I8
Biasiswa Cluster Mandiri 350 350
Beasiswa Sahabat Bintang 24 24
Saragam Sahabat 60 60
Warung Beres 172 40
Sakofa 344 86
Bakpaw Tangguh 58 15
Bina Sahabat Pedalaman 1.946 480
Lamusta 719 180
Kebencanaan 2.231 550
Total 13.454 3.697

Sumber : Annual report Dompet Dhuafa Jogja 2012

Sebaran program DD Jogja berdasarkan pada tabel diatas menujukkan
bahwa pola pendayagunaan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh Dompet
Dhuafa Jogja yang mewakili LAZ, cenderung lebih kreatif ketimbang yang
dilakukan oleh BAZNAS. Meskipun, kedua lembaga ini dalam keseluruhan bentuk

programnya masih didominasi pola charity yang sebenamnya tidak bisa dihindari
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akibat skema delapan asnaf yang memberi ruang untuk dilakukan charity. Hanya

saja, semua bentuk charity yang dilakukan oleh lembaga masih mempertahankan

idealisme pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Jogja Jogja.

Untuk mengatur semua assessment masing-masing program, Dompet Dhuafa

Jogja memberikan sebaran pen bentuk program yang kemudian
ISLAM P

dibagi atas wilayah pendistri )gl)siaany i Daefah Istimewa Yogyakarta, dengan
E )

skema bentuk program yang t@ argsatu daerah dengan yang lainnya

SRS
UNIVERSITAS

dikarenakan perbedaan hasil 4

matsyarakat43 .

Gambar 10 : Sebaran Program Pendayagunaan DD Jogja
Sumber : Annua report Dompet Dhuafa 2012

“ Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta,
25 November 2013
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Sebaran program DD Jogja pada masing-masing wilayah diatas
mengindikasikan bahwa dalam programnya seperti yang tertera dalam tabel
penerima manfaat berjalan secara merata. Hal tersebut didasarkan pada jumlah
penerima manfaat yang cukup besar. Sedangkan program ekonomi yang
membidangi program Sakofa, Warung Beres, Bakpaw Tangguh, Institute Mentas
Unggul dan Bina Remaja Mandiri menunjukkan signifikansi program dengan
jumlah menerima manfaat* Dalam Wwakih jangka panjang beberapa program
masih bisa dimaksimalkan pengelolaannya oleh Dompet Dhuafa Jogja untuk
menjaring sebanyak mungkin'kaum-@huafa-untuk diberdayakan secara maksimal.
Terkait pengelolaan wakaf sebagal bagian dari aspek filantropi Islam, Dompet
Dhuafa Jogja tahuh 2012) mampEHeAghimpin vakaf sebesdf Rp. 26.280.000.000
atau naik 78 % dari tahun 2042 yang terkumpul 14.767.500%. dari pengumpulan
dana filantropi Islam secara keseluruhan Dompet Dhuafa Jogja pada tahun tersebut
66 % dari zakat, 31% dari infak,"2 % dari-wakaf; 1% dari dana kemanusiaan dan
0,002% dari CSR/kemitraan®®. Sedangkan untuk pendayagunaan disalurkan

kepada program yang ada di tabel 5.

Kedepan program pemberdayaan masyarakat di lembaga filantropi Islam
dasar programnya adalah terbentuknya partisipasi masyarakat menjadi syarat

utama agar semua program bisa tercapai target pemberdayaan. Hal tersebut bisa

* Lihat tabel 5
* Annual Report 2012 Dompet Dhuafa Jogja, him. 2
“ Ibid.
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diketahui pada saat assessment awal program dengan cara, apalagi sebagian besar
LAZ menggunakan metode PRA (parcipatory rural appraisal), bukan pendekatan
structural-prosedural sebagaimana dilakukan oleh BAZNAS sebagai lembaga
filantropi Islam yang semi-struktural, disamping kurang optimalnya kinerja para
amil yang notabene PNS yang dipebantukan untuk mengelola dana ZIS, sehingga
ada tiga problem status diperbantukannya. Pertdma, kualifikasi persyaratan dalam
memenuhi kriteria sebagai amil diabatkaf. Kedua, model diperbantukan bisa
mengundang demotivasi bagi PNS yang besangkutan. Ketiga, bentuk kegiatan

operasional dan program menjadi kufang schat®’,

Tim program yang sudah sering berinteraksi dengan masyarakat melalui
beragam pendamipingan sécara=—alamiahe"akan An€mudahkan diri dalam
mengumpulkan data dan menabalisishya, /seldin adanya jejak rekam selama
assessment awal. Béntuk! program yang dilakikan olehyBAZNAS dan LAZ secara
keseluruhan harus menekankan pada pemberdayaan kaum dhuafa. Meski format
program, proses realisasi, skema pelaporan dan proses pendampingannya
mengalami perbedaan. Barangkali, hal tersebut tidak bisa dihidari disebabkan
budaya kerja yang berbeda dalam tiap lembaga. LAZ yang lebih survive dan
mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya", sebagai salah satu kekuatan

civil society memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat yang

4T Bri Sudewo, Perubahan Paradigma dan Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat, dalam buku
Hamid Abidin (ed.), Reinterpretasi, hlm. 145-146
* Iid.



100

lebih produktif, peneliti, akademisi dan praktisi lembaga filantropi Islam. Untuk
memaksimalkan kinerja lembaga filantropi Islam dalam pemberdayaan
masyarakat, maka dengan ini penulis memberikan rekomendasi sehingga bisa
menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana filantropi secara maksimal.

Adapun rekomendasinya sebagai berikut :

1. Kebijakan jalur atas: sentralisasi déngan sindikasi program

Filantropi Islam sebagai benfuk bagian inti ajaran Islam memberikan
dorongan terkait keshalehan spirjtnal dan kesalehan sosial. Oleh karena itu,
sebagal sebuah bentuk ibadah/sebarusnya bisa dijalankan secara rutin, ikhlas
dan terorganisir,dengan baik.. Maka,.-kehadiran lembaga filantropi Islam yang
berfungsi sebagai lembaga intermediari antara pihak yang menyalurkan dana
kedermawanan dan pihak“yang-bethak'menerimanya, sehingga dalam proses
ini tercipta distriblisi _kekayaan ataw ITebiiytepatuya distibusi kepedulian
sesama manusia. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga untuk mengorganisir dan
akademisi untuk penguatan wacana praktek filantropi Islam dengan cara
merumuskan tiga hal. Perfama, sebagai sebuah milai yang bisa
didiseminasikan kepada masyarakat luas, sehingga tidak hanya dilakukan oleh
praktisi. Kedua, pentingnya perkembangan wacana kelslaman, khususnya
fikih dalam merespon perubahan sosial terjadi di masyarakat. Ketiga,

pentingnya pusat studi dan penelitian di institusi pendidikan sebagai alat
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analisis dan instrument intelektual yang lebih sistematis*’. Terkait kehadiran
negara lewat regulasi untuk mengatur lembaga filantropi Islam, tidak lain
merupakan andil negara dalam mengontrol gerakan kedermawanan yang
semakin massif. Kontrol tersebut lebih didasarkan pada bentuk pengawasan
dan pembinaan agar kedepan semua iembaga bisa transparan pengelolaannya,
tidak hanya kepada pemerintah melainkan pada masyarakat secara umum.
Sehingga sinergi antara masyarakat sipil yang termanifestasi dalam lembaga
filantropi Islam tidak mengalami benturan denpgan setiap regulasi yang
dikeluarkan oleh negara. Persoalan’yang hadir dalam tiap permasalahan terkait
regulasi aturan negara mengenai -filantrepi’ Islam, setidaknya meliputi tiga
persoalan: pertamad; Jpadasbatas jmianakah jnegarasbisa™mengatur filantropi
Islam, sehingga regulasi tersebut bisa diterima oleh masyarakat, lembaga dan
pegiat filantropi Islam. Kedua, filantropi Islam yang selama ini dilakukan
secara professional ‘oleh’ masyarakat=sipil=sebdiknya tidak perlu melalui
campur tangan negara. Kalaupun negara harus mengatur, cukup dengan fungsi
kontrol tanpa perlu terlibat aktif dalam mengelola dana filantropi Islam.
Ketiga, mengingat Indonesia bukan negara berdasarkan azas agama tertentu
tidak terkecuali Islam, maka negara tidak perlu membuat aturan tertentu untuk
agama tertentu. Dan membiarkan pengelolaan filantropi Islam berada

penganut ataupun lembaga yang sudah beroperasi secara professional.

4 Latief, Politik, hlm. 163-164
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Ketiga persoalan diatas akan tetap menjadi persoalan tersendiri,
manakala ada kebijakan negara untuk mengatur aktivisme keberagama-an
tertentu. Barangkali, cara paling ckstrem yang bisa ditempuh dengan
melakukan peleburan (merger) terhadap LAZ yang kemudian menyatu dengan
BAZNAS, scbagaimana pernah dilakukan terhadap Dompet Dhuafa tahun
2006 yang berakhir gagal’®/Jika hal tersebut|dilakukan maka menurut Amelia
Fauzia merger tersebut| tmertipakan bentuk kemunduran dan mematikan
gerakan civil society dengan dua alasan.' Pertama, merger tidak realistis
karena ideologi dan |matur./kedua_ lémbaga vyang berbeda. Kedua,
menghilangkan eksistensi-EAZ adalah’sama halnya membunuh satu gerakan
civil society Isldm, Wpalagi, keknatan dart civilsociety ddalah filantropi®'. Hal
yang paling realistis yang,bisa dilakukan oleh negara dengan posisi BAZNAS
dengan wewenangnya yang besar adalah membuktikan kinerja, pola kebijakan
dan program tidak birekratisy”profesionalisme ‘léfibaga. Salah satu caranya
dengan melakukan program sinkasi atau program bersama dengan LAZ yang
sudah cukup banyak melakukan program percobaan pemberdayaan, sekalipun
ada masih kendala dalam beberapa hal dalam realisasinya®’. Ragam kendala

tersebut bisa diminimalisir dengan kinerja yang optimal oleh masing-masing

0 Amelia Fauzia, Peleburan LAZ Berarti Mematikan Gerakan Civil Society, dalam :
http://ameliafauzia.blogspot.com/2009/12/peleburan-laz-berarti-mematikan-gerakan.html  diakses 27
November 2013 Waktu 19.15

5! Budhi Munawar Rachman ,“Pendayagunaan Derma Keagamaan Harus Lebih Universal”,
Jurnal Galang, Vol. 1 No. 3 (April 2006), hlm. 82-90

2 Asep Saepudin Jahar, “Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-lembaga
Zakat dan Wakaf”®, Makalah disampaikan pada Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10 di
Banjarmasin, 1-4 November 2010, him. §-9
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lembaga sesuai dengan wewenang dan fungsi lembaga tersebut. Bentuk
senergi antar lembaga ini akan memudahkan semua tim dalam memetakan
semua program dan realisasi program di masyarakat sehingga menjadi
kebanggaan bersama’>. Adanya sindikasi program ini, barangkali tidak bisa
terjadi dalam banyak program. melainkan cukup untuk program
pemeberdayaan masyarakat tertentu yang memungkinkan kedua lembaga bisa
optimal dalam menjalankdh perammya Pola ini juga akan mempengaruhi
kebijakan program, dikarenakan program tersebut hanya bisa dilakukan oleh
LAZ berskala nasional untuk-memudahkan.dalam alur koordinasi dalam tiap

daerah, sehingga pola sindiKast program tersebut adalah sebagai berikut :

o

[ BMT/LKM Syariah
BAZNAS
Assessment awal ) Pifot' praject -
LAZIS Masjid
rencana program programe
Ak f LAZ Lokal

Pemerintah Koordinasi antar mustahik Realisasi program
untuk kembangkan skilf produktif

Masyarakat *

LSM/Ormas m Mustahik/Kaum
Dhuafa
Pendampingan

4

it
[

Gambar 11 :
Proses Sinkasi Program BAZ dan LAZ

53 Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompet Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta,
25 November 2013
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Gambar menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZ Nasional
berkeinginan untuk melakukan sinkasi program tertentu. Sebelum
melaksanakan sindikasi program harus ada persamaan visi, tujuan, sumber
donatur dan manajemen. Hal ini sangat penting mengingat kedua lembaga
memiliki budaya kerja dafi prinsip yang berbeda. Bila sudah disetujui, kedua
belah pihak menunjukkan ‘manajemenyatau_Iebih tepatnya disebut dengan tim
dan melakukan assessment awaloprogram sekaligus melakukan survei
lapangan. Proses ini barangkali, akan membutuhkan waktu yang lama sebab
harus menyamakan oriefitasi) program/ dengan kebutuhan masyarakat atau
daerah yang hendak dijadikan pilot project. Setelah itu, disepakati untuk
bentuk progrdm yang hendak dilakukan.” Jika program telah ditentukan dan
lokasinya pelaksanaan’ program. adalah’ ‘miembentuk mitra program yang
didalamnya setidaknya meliputi lembaga yang sélama ini juga aktif dalam
pengelolaan dan pemberdayaan dana filantropi Islam. Namun, ada kendala
dengan UU 23/2011 seperti BMT sebagai lembaga keuangan mikro, LAZIS
masjid yang beroperasi saat bulan suci ramadhan dan LAZ lokal dibentuk
secara tentatif oleh masyarakat yang tidak diatur secara regulatif legal formal
operasionalnya. Tentu saja, dari ketiga lembaga tersebut memiliki peranan

yang berbeda dan harus terjalin kerjasama dalam program sindikasi ini.

Bentuk realisasi program, para kaum dhuafa yang mendapatkan

program pencarian dananya harus melewati BMT dan disarankan untuk
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membuat tabungan, sehingga selain menjalankan usahanya kaum dhuafa
tersebut bisa menabung untuk pengembangan usaha. Pemerintah, pasar, ormas
dan LSM bisa turut berperan dalam mengawasi program sindikasi ini,
sehingga dalam jangka panjang program sinkasi ini akan mendorong Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta lainnya untuk bisa
terlibat aktif zakat perusahaan®®. Apalagi| selama ini perusahaan hanya
mengeluarkan CSR perusahaan, sekalipun terdapat lembaga zakat di
perusahaan hal tersebut masih didominasi, zakat para karyawan. Selain itu
portensi cukup besar dan tidak-mehutup-kemungkinan juga bisa menjadi mitra
program. Tapi andaikan suatd saat ada zakat perusahaan yang dikelola oleh
negara, BUMN /tenipakan salah satu perusahaan yang.bisa dikoordinasikan
secara cepat oleh BAZNAS. ,Sedangkan pemerintah pusat/daerah
menyediakan kebijakan yang yang bisa mendorong pertumbuhan dan

optimalnya kinerja LAZNASdan BAZNAS dalarh hal program sindikasi.

Masyarakat dan pasar bisa menyediakan akses dan ruang untuk
peningkatan kesadaran berderma melalui lembaga tidak lagi dorong untuk
memberikan secara langsung atau kegiatan charity lainnya. Meskipun charity

merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam filantropi, meski bentuk

54 Berdasarkan Forum ljtima' Ulama IIT tahun 2009 di Padang, MUI mengeluarkan fatwa status
hukum zakat perusahaan adalah wajib. Menurut pertemuan tersebut, zakat perusahaan harus memenuhi
persyaratan: pertama, adanya peraturan yang meminta penarikan zakat dari sebuah perusahaan. Kedua,
statuta perusahaan menyebutkan adanya kewajiban zakat perusahaan. Ketiga, pemilik saham membuat
kebijakan khusus tentang zakat perusahaan, Keempat, para pemegang saham sepakat untuk
mentransfer zakat dard saham mereka kepada Direktur perusahaan. Lihat, Latief, Politik, hlm. 125



106

kegiatan program bisa dimulai dari charity terlebih dahulu®’. Sedangkan
masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawas non-struktural yang menyawasi
kenerja lembaga filantropi Islam dan pasar sebagai penyedia manfaat hasil
pemberdayaan masyarakat melalui program sindikasi. Adanya bentuk
sindikasi ini akan memungkinkan pengelolaan dana filantropi Islam bisa
berjalan dengan akuntabel dan  kredibel. Tidak ada lagi gab yang
memposisikan diri sebagai’lembaga paling dominan dan perantara. Semua

bekerja secara professional-sesuai dengan kinerja masing-masing.

Prinsip dari kebijakan jglut’ atds ini/mengedepankan pada perubahan
sistem secara sistemik dan luas yang memiliki dampak kebijakan jangka
panjang, bahwa zakat bisa imenjadi\instriment dam\sisteim wajib negara*’,
dalam memberantas kemiskinan vang selama’ini menjadi problema mendasar
di negeri ini. HalMersebut, dapatidilakukanCdengan\memaksimalkan regulasi
yang ada, Selain itu dalam target jangka pendek kebijakan alur atas ini
menginginkan adanya Kementerian Zakat yang secara khusus membidangi

masalah zakat dan dana filantropi Islam lainnya, sehingga tidak tidak lagi

tersebar dalam berbagai Kementerian yang selama ini berjalan.

Keberadaan kebijakan arus atas ini merupakan konsekuensi atas

keinginan negara yang hendak melakukan sentralisasi pengelolaan zakat.

% Rachman, Pendayagunaan.
5% Indonesia Zakat&Development Report, Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju
Kesejahteraan Ummat, (Jakarta: CID dan PEBS FE UI, 2009), him. 100-103
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Sebab hal ini bukan sesuatu yang berlebihan mengingat potensi zakat yang
besar, kewajiban zakat yang mengikat diri dunia dan akhirat, adanya praktek
korupst diberbagai Kementerian yang menyebabkan masyarakat enggan untuk
membayar pajak sebagai satu-satunya instrument pendapatan negara, serta
mempertegas peran gerakan ekonomi Islam. Kebijakan alur atas tersebut tidak
bisa dihindari dikarenakan zakat yang bgrsifat wajib dan mengikat seorang
muslim dimana pun ia berada, baik di’negara berazas [slam atau tidak
berazaskan Islam. Jadi, keberadaan|sindikasi program bisa menjadi alternatif
yang bisa ditempuh oleh—lembaga—filantropi Islam dalam menghadapi
sentralisasi pengelolaan oleh negara melalui beragam regulasi, sehingga era
pengelolaan filabtropi\lslam.secara profesional-modernsdengan berbasis pada
prinsip manajemen dan tata kelola yang baikanenjadi hal yang sangat penting,
disamping potensi filantropi Islam yang besar terutama zakat, mulai tergali

dengan dampak yang seétakifi signifikafl dam meluas™.
2. Kebijakan jalur bawah: filantropi Islam menuju sektor strategis.

Selama ini pengelolaan dana filantropi Islam diwakili oleh beragam
lembaga professional, baik LAZ maupun BAZNAS yang memiliki tradisi
kinerja dan sejarah lembaga yang berbeda, meski secara umum tetap

memaksimalkan lembaga dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana filantropi

57 Yusuf Wibisono, “Masa Depan Pengelolaan zakat Nasional Pasca UU No. 23/2011 ; Antara
Sentralisasi dan Peran Masyarakat Sipil”, Makalah disampaikan pada Sarasehan Mengkritisi UU no.
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Yogyakarta, 29 Maret 2012
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Islam tersebut. Belum banyaknya pilot project yang bisa menjadi keunggulan
lembaga filantropi Islam dan secara sinergis bisa menjadi media yang
advokasi untuk mempercayakan para donatur untuk berdonasi melalui
lembaga bisa jadi penyebabnya. Kalaupun ada yang bisa menjadi gambaran
nyata, hanya teriihat pada_ormas keagamaan dan lembaga pendidikan yang
secara operasional menggantungkan diri7pada pengelolaan dana filantropi
Islam itu sendiri. Secara kélembagaandembaga filantropi Islam dituntut untuk
memformat kebijakan bersifat jangka panjang dan memiliki dampak sistemik
dikemudian hari, cara tersebut dengan—memaksimalkan wacana filantropi
Islam untuk misi kepentingan publik diantaranya: reformasi hukum, perilaku
kultural dan ‘nilai, partisipasi. publiki.dan “kapasitas institusi®®. Selain itu
program pun dapat denganadvokasi,dan pemberdayaan masyarakat berbasis
ekonomi. Bentuk advokasi ini bisa berupa pembelaan terhadap hak kaum
tertindas, pendampingah tefhadap para TKI,” pengembangan pendidikan
berbasis agama-teknologi dan kebutuhan yang paling mendasar lainnya.
Sedangkan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi dengan membentuk
amal beragam usaha unggulan dan lembaga keuangan non-profit schingga

bisa diakes secara mudah oleh kaum dhuafa yang secara lebih luas.

Format kebijakan diatas dapat digolongkan menjadi kebijakan alur

bawah, dimana dalam bentuk pelaksanaan kebijakan yang berbentuk program

*# Jahar, Masa, hlm. 11-12
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melibatkan masyarakat tingkat lokal dalam menerima manfaatnya. Selain itu,
partisipasi pemerintah lokal juga memberikan kebijakan yang lebih
mengedapankan optimalisasi bentuk kebijakan di wilayah mereka sendir,
seperti adanya peraturan pemotongan gaji PNS 25% untuk zakat yang ada di
wilayah tersebut, aturan hari infak, bantuan siaga bencana dan lainnya. Alasan
hal tersebut dianggap sebagai kebijakan alyr bawah dikarenakan kebijakannya
tidak bisa diperluas radiusiya, selain untuk kasus atau daerah tertentu itu saja.
Sebab apabila diperluas radiusnya menimbulkan ketidakefektifnya kebijakan
dikarenakan perbedaan sosie-kultGral'masing-masing masyarakat, Namun, hal
yang paling penting adalah’ memposisikan dan menjadikan dana filantropi
Islam sebdpal salahl instrument| untuk.dibawa" képada.bentuk usaha yang
bernilai strategis, sepertiewakaf untuk pengelolaan pertambangan, pertanian,

kerajian, jenis unggul, sarana publik dan lainnya®.

Dana filantropi Islam dalam pengelolaannya yang bisa dengan cepat
dibawa ke sektor strategis adalah wakaf tunai, sekalipun dalam beberapa
kasus diimplementasikan untuk membiayai kegiatan sosial-keagamaan®,
sebab wakaf tunai lebih lentuk pengelolaannya ketimbang zakat yang sudah
jelas bentuk penyalurannya. Akan tetapi keduanya bisa berjalan secara sinergi

apabila ada penafsifsiran yang lebih Iuas terhadap makna delapan asnaf.

Misalnya, dalam kasus fakir miskin bisa dilakukan dengan penyaluran dana

*9 Indonesia Zakat&Development Report, Zakat, him. 130
5 | atief, Melayani, him. 65
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gardhul hasan yang porsi pembiayaaanya di lembaga keuangan syariah masih
sangat minim. kasus budak menjadi pembelaan terhadap para TKI yang
sedang mengalami masalah hukum di negeri ia bekerja. Kebijakan jalur
bawah ini jauh lebih gampang diterima oleh masyarakat, ketimbang kebijakan
jalur atas yang membutuhkan dialektika dan perjuangan yang panjang dalam
menerapkan sistem ideologi. Apalagi kebijakan jalur bawah lebih bersifat
teknis dan langsung dirasakan, oleh kaum dhuafa, sehingga dalam beberapa
kasus terkait penyelesaikan kaum dhuafa sektor ideologi pembagunan sistem
yang struktural cenderuhg-diabdikan-dan-hanya dilakukan oleh beberapa

pegiat atau lembaga saja.

Aktivisme filantropi’ [slam. senantiasa| akan /selalu.berkembang, seiring
dengan kesadaran masyarakat untek mendermakan donasinya melalui lembaga. Oleh
karena itu, adanya regulasi negara,untuk, memberikanjruang aktivasi lembaga yang
lebih kredibel senantiasa dibutuhkan asalkan tidak berakibat kebekuan administrasi
prosedural yang justru memperkeruh pengelolaan dana filantropi Islam. Selain itu,
dorongan semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjadikan filantropi Islam dapat
bertransformasi dalam keadilan sosial. Sebab tantangan yang dihadapi realisasi
gagasan filantropi Islam setidaknya ada tiga alasan: pertama, metodologis, yaitu
sulitnya mengukur dampak dari kegiatan yang dilakukan, baik kebijakan ataupun

advokasi. Kedua, politis, isu politik yang kontrovesial acapkali dikaitkan dengan
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kepentingan publik. Ketiga, ekonomi, masih adanya kesenjangan antara kaya dan

miskin®!,

Dari kedua jalur diatas, negara harus bisa memberikan banyak peluang
terhadap umat Islam untuk bisa berparan aktif dalam pembangunan masyarakat yang
mandiri melalui sumber ajarannya dan , Keberadaan regulasi pemerintah dalam
memaksimalkan pengelolaan dana zakat)dan dana kedermawanan Islam lainnya
dengan sama-sama memperkuat| kelembagaan BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga
filantropi Islam. Sehingga kedepan perkembangan kesadaran masyarakat untuk
berderma melalui lembaga akan-senantiasa bertambah besar dikarenakan hampir
semua lembaga filantropi Islam sudah menerapkan tentang transparansi, kredibilitas
dan profesionalitas lembaga, Tidak hanya dalafDmenghifapun.dana, melainkan juga
dalam pendayagunaan dan pelaperannya. Bahkan, alat peraga yang digunakan dalam
sosialisasi penghimpunan, pendayagunaan dan-laporannya dengan pendekatan jemput
bola juga sudah mulai beragam seperti: web lembaga, penggunaan media sosial,
direct mail, talkshow, kampanye dalam beragam bentuk kegiatan lainnya. Kehadiran
lembaga filantropi Islam yang professional tidak hanya memperkuat peran civil
society, tetapi juga membantu tugas negara dalam memberdayaan masyarakat yang
tidak bisa dijangkau, sebab itu sinergisitas dan sinkasi program bisa menjadi jalan

lembaga filantropi Islam untuk menjalani masa depan.

61 [pfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, Filantropi, hlm. 34-35 dan baca juga di Latief,
Melayani, hlm.38



BABYV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian

dan analisis. Maka dengan ini pénulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pola pemberdayaan masyarakat\yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam
di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perbedaan. BAZNAS Kota
Yogyakarta sebagai lembaga semi “struktural negara. Pola pemberdayaan
masyarakatnya lebih bersifat top down dan birokratis-prosedural. Bagi
masyarakat (uusiahik) yang ingin mendapatkan bamtuan.program dari harus
mengajukan proposal program dalam bentuk lembaga yang sudah mendapatkan
rujukan atau rekomendasi=dari-kantor pemerintahlembaga bertempat, sehingga
program cenderung charity (bantuan langsung). Sedangkan pola pemberdayaan
masyarakat filantropi Islam yang dilaksanakan LAZ sebagai lembaga yang
dikelola civil society dalam hal ini Dompet Dhuafa Yogyakarta, programnya
lebih bersifat botton up yaitu sesuai dengan espektasi masyarakat dikarenakan
matangnya proses assessment awal terhadap daerah yang masyarakatnya
terdapat kaum dhuafa, sehingga program pun besifat pemberdayaan.

Realisasi program pemberdayaan masyarakat filantropi Islam yang

dilaksanakan lebih variatif dalam masing-masing lembaga. BAZNAS Kota

112
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Yogyakarta bekerjasama dengan SKPD tertentu dalam penyaluran programnya
ataupun dengan mitra yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya mulai
dari assessment awal, data dhuafa, evaluasi program berasal mitra dinas
tersebut sehingga minim pendampingan. Sedangkan Dompet Dhuafa Jogja
realisasi program pemberdayaanya juga bekerjasama dengan mitra kerja (Mitra
Pengumpul Zakat/BMT), akan tetapi assessment awal, data dhuafa, bentuk
program dan pendampingannya dilakukan oleh tim Dompet Dhuafa Jogja. Jadi,
realisasi program pemberdayaan masyarakat'di lembaga filantropi Islam yang
semi-struktural negara masih kurang optimal'dan kreatif dalam bentuk program,
realisasi program dan minim~ pendampingan pasca program dikarenakan
berorientasi padalpclaksanadniprogrami. Sedangkan lembaga yang dikelola civil
society cenderung kreatif bentuk program, realisasi hingga pendampingannya
disebabkan orientasinya pada proses program.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Keberadaan lembaga filantropi Islam pemberdayaan masyarakat seharusnya
lebih kreatif dan inovatif, sehingga dana yang terkumpul bisa dimaksimalkan
pendayagunaanya. Dalam konteks ini keberadaan BAZNAS sebagai lembaga
semi-struktural negara seharusnya bisa mengambil peranan yang lebih besar

pengelolaan zakat dan dana filantropi Islam lainnya, yang ditandai dengan
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kinerja yang tidak kalah kredibel dengan LAZ yang dikelola secara mandiri
oleh unsur civil society, sebab selama ini pandangan terhadap kinerja BAZNAS
cenderung birokratis dan kurang optimal dalam pengumpulan zakatnya yang
hanya berpangku pada fitndraising zakat profesi, disamping pendayagunaanya
yang lebih karitatif. Maka, kedepan BAZNAS perlu melakukan ekspansi
lembaga dengan juga menghimpun dana CSR perusahaan BUMN dan swasta
seperti yang dilakukan LAZ) Disamping itu) jadanya tim pendampingan yang
tidak hanya PNS yang diperbantukan menjadi sangat penting, sebab keberadaan
tim dalam realisasi program-begitu mendesak dibentuk agar pemanfaat dari
semua program bisa tercapat target semangat zakat yakni memberdayakan dan
memandirikdn katm dhuafa. Sedangkan, keberadadn, LAZ yang pengelolaan
filantropi Islam-nya lebih kreatif dan inovatif, diharapkan lebih mementingkan
kemaslahatan bersama dengan tetap memberikan memberikan peran sinergi
dengan lembaga filantropiIslaf lainnya:

. Keberadaan BAZNAS dan LAZ berskala nasional bisa bersinergi dalam
membentuk program pemberdayaan masyarakat bersama yang bisa menjadi
pilot project pengelolaan dana filantropi Islam secara nasional disamping
adanya peta mustahil/dhuafa yang dimiliki oleh masiang-masing lembaga,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih program sesama lembaga filantropi Islam.
Disamping itu kedua lembaga tersebut juga melakukan pendampingan terhadap
lembaga filantropi Islam yang masih belum berbadan hukum atau lembaga

yang berada dalam pengelolaan tradisional (masjid ataupun lembaga yang
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berorientasi terhadap charity) agar bisa menjadi lembaga kredibel dan
professional dan tidak lagi menjadi pengelola dana filantropi Islam musiman.

. Penelitian filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat hanya terbatas
pada penelitian pada lembaga filantropi Islam yang mengelola ZIS, yang dalam
hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompet Dhuafa Jogja, sehingga tidak
menutup kemungkinan adanya perbedaan hasil penelitian dan variabel lainnya
di lembaga ataupun di daerah lainnyaginengingat objek dalam penelitian ini

juga berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta,
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JAWABAN PERTANYAAN DOMPET DHUAFA (DD) JOGJA
Penulis [P] dengan Nuryanto Hari Murti [N] selaku Divisi Program Ekonomi
Pada hari Senin, 25 November 2013 waktu: 13.15
Di Kantor Dompet Dhuafa (DD) Jogja

P : Bagaimana pandangan lembaga terhadap berlakunya UU. NO. 23/2011 Tentang
Pengelolaan Zakat?

S : UU 23/2011 seakan terkesan mempertarungkan antara BAZNAS dan LAZ. Dompet
Dhuafa tidak pernah merasa khawatir dengan adanya UU tersebut. Semua berjalan
sebagaimana mestinya. Kita hanya berharapagar BAZNAS dan LAZ bisa bersinergi dalam
. memberdayakan kaum dhuafa. Mungkin yang akan bermasalah LAZ yang masih kecil yang
musiman. Kami ingin bukan kemudian miembenténgi LAZNAS kecil tersebut, tapi berharap
bisa dibesarkan agar bisa optimal. Bahkan'ada beberapa LAZ kecil yang magang ke
Dompet Dhuafa untuk belajar pengelolaannyasHarisnya ini diapresiasi.

Posisi BAZNAS dalam UU tersebut diperkuat pasisinya:bisa operator dan regulator. Kalau
BAZNAS juga bisa mengawasi LAZ. [Terus posisi BAZNAS apa hanya cukup pemerintah
dan diserahkan pada masyarakat pengawasatifiya, Tapi;-saat ini sudah ada pelunakan atas
UU tersebut. Jadi tidak terlalu besar signifakansinya terhadap lembaga DD.

P : Bagaimana pola fundraising lembaga pasca UU. NO. 23/2011 Tentang Pengelolaan
Zakat?

S : Pola fundraising masih tetap seperti biasanya. Kita tetap memfasilitasi pada muzaki
untuk bisa menyalurkan dananya pada<DD, baik untnk donatur baru ataupun tetap yang
sudah berdonasi. DD tidak pakai kencléng (¢élengan) untuk menghimpun dana. Biarlah itu
menjadi manajeman masjid, kita punya cara menghimpun-denasi sendiri. Pada hakikatnya
DD ingin mengedukasi masyarakat dengan cara yang makto, Kalau zakat wajib ditunaikan
harus lewat lembaga siapapun orangnya. Dan zakat juga bisa memperaruhi kebijakan dan
berperan dalam mengentaskan permasalahan kaum dhuafa.

Untuk pendayagunaannya DD tetap berkomitmen besar mencoba mengurangi pemberian
secara caritas, kami ingin semua berbentuk program yang bisa dibina. Kalaupun ada yang
karitas jumlahnya juga tidak terlalu besar.

P : Apa dana yang telah terhimpun harus disetor ke Dompet Dhuafa pusat sebagai
sentralisasi kebijakan zakat lembaga?

N : Kebijakan DD termasuk di Jogja dan di daerah lainnya hasil pengumpulan zakat
disalurkan di daerah dimana ia berada. Hanya saja tetap memberikan laporan laporan
kepada pusat. Pusat juga punya kebijakan sendiri dalam proses penghimpunannya. Jadi
tetap dana ZIS dan wakaf tetap berada di cabang,.

P : Bagaimana pola empowering lembaga pasca‘ UU. NO. 23/2011 Tentang
Pengelolaan Zakat?
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N : Jika ada orang datang kesini. Biasanya orang yang datang kesini (DD) saya bantu ini,
saya punya ini, modal ini dibantu untuk usaha. Kami assessment terlebih dahulu misalnya
kita mengecek pertama, apakah ia termasuk dalam golongan mustahik atau tidak. Kedua,
termasuk dalam jenis bantuan apa. Kefiga, kita tidak mungkin memberi uang. Kalau ia
seorang musafir kita akan belikan tiket, jadi tidak dalam bentuk uang. Dompet dhuafa tidak
akan memberikan uang.

Prinsip program yang ada di DD bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk menjadi
muzaldi. Misalnya, kita punya program Madrasah Ekonomi Dhuafa/Sakofa yang tujuannya
untuk mengembangkan usaha mikro untuk menjadi besar. Kalau usahanya sudah ada, kita
besarkan. Madrasah ekonomi dhumafa atan Sakofa memberikan 2 stimulan, pertama
stimulant modal dan kedua pendampingan:—Stimulant-modal itu sebenarnya hibah, tetapi
karena sifat pemberdayaan kita sembudyikat dalam’akad gordhul hasan. Karena, DD tidak
berbasis lembaga keunangan, kita mempunyai jejaring BMT. Kita memiliki Mitra Pengelola
Zakat (MPZ} itu BMT.

Karena UU ini (UU 23/2011) Baitul Maal tidak boleh mengumpulkan zakat nih, dan harus
menginduk terlebih dahulu, Maka, Puskopsyah itd memperbolehkan untuk memilih antara
Baitul Maal Muamalat atau Dompet Dhuafa. Ada beberapa BMT yang menginduk kepada
BMM. Untuk di Jogja yang sudah menjadi-jejaring-PD-ntisalnya BMT Budi Mulya, BMT
Menoreh Sejahtera Kulonprogo, BMT:Dana | Insani /Gunung Kidul, BMT Narita Sleman.
Kemarin kita secara nasional kumpulkan semua jéjaring di Hotel Amaris untuk up grading
sesuai dengan arena kerja BMT masing-masing.

Dana pemberdayaan tersebut dikelold’ di.BMT jejaring| tersebut-dalam hal pencairannya.
Dan DD mengelola dalam program pendampingannya. Dengan seperti ini bisa
menghidupkan nafas BMT dan kita bisa menyalurkan dana yang telah terkumpul. Tapi,
secara keseluruhan kita bekerja bareng-barang.

P : Prosedur programnya?

N : Ya, semuanya punya prosedur sendiri. Kita niatnya bukan sekedar hanya sekedar
sinterclas hanya sekedar memberi. Jadi semangat kita dalam mengelola zakat agar mustahik
itu tidak keterpantungan tapi bisa berdaya. Makanya, titik berat dalam program
pemberdayaan ada di mainset. Jadi, kita membolak-balik pikiran dengan pendekatan
edukatif. Prosedurnya kita tetap dilakukan secara terprogram.

P : Apakah program untuk mustehik ini membentuk dari awal atau memang sudah
berdiri terlebih dahulu?

N : Kita yang mencari. Kita pendekatannya pakai PRA (parcipatory rural appraisal), jadi
kita datang ke suatu kawasan yang diindikasikan banyak kemiskinan. Kemudian, dicari
mustahik yang bernilai manfaat yaitu mereka yang paling miskin yang sudah memiliki
usaha untuk dikembangkan atau ada keinginan membuat usaha. Setalah itu, di kumpulkan
kemudian dikasih modal untuk tambahan usaha, itu yang Madrasah Ekonomi
Dhuafa/Sakofa. Intinya berajar agama dan berwirausaha. Biasanya mereka dalam berusaha-



modalnya selalu bercampur aduk, kita pun mendampingi bahwa usaha itu harus dipisahkan
keuangan usaha dan pribadi.

Sakofa bentuk program yang membesarkan usaha kecil, jadi sudah ada usahanya terlebih
dahulu, Kalau dia (mustahik) tidak yang belum punya modal. Kita masukkan ia kedalam
klaster orang mau usaba. Jadi untuk kita harus hati-hati dalam penanganannya biar tepat
sasaran, jadi usahanya harus ada dulu tidak sekedar angan-angan ingin buat usaha.
Makanya, kita pilih yang sudah ada usahanya. Sebab terkadang kaum dhuafe dalam
pemberdayaan akan sulit tantangannya. Karena ia sudah biasanya begini (meminta-minta)
tiba-tiba disuruh berusaha.

P : Bagaimana dengan pelatihan angkringan yang beberapa saat lalu dilakukan?

N : Kita memberikan pelatihan tanpa’memberikan modal usaha. Kita ingin membuat
warung angkringan yang berbeda dari yang ldin, wangJebih nilainya. Kita gandeng Dinas
Kesehatan untuk melatih tentang bersihy)schat, makanarmya teruji. Kemudian kita gandeng
MUI untuk masalah kehalalannya. Jadi kitasberharap orang datang ke angkringan nyaman:
harapannya seperti itu. Kalau warungnya sudah nyaman dan enak, kemudian yang datang
kita berharap pelanggannya bisa bertambah. Dari hal-itu diharapkan bisa meningkatkan
pendapatannya dia (pemilik warung angkringan)-¥Yang berikutnya, kita ingin menata PKL
untuk membantu Satpol PP juga. Makanan bérsili itispénting, tapi lokasi jualan penting:
jadi bisa ditata. Jadi binaan kita bisa diatur:

P : Follup up dari pelatihan warung angkringan tersebutapa?

N : Kita bentuk paguyuban. Sebenamnya, Kita ingin membuat budaya bersih. Jadi antara
pedagang angkringan yang satu bisg“mengidukasi \angkringan yang lain. Prinsipnya
program pemberdayaan itu ada beberapa-karakteristik \seperti legal-syar’l, penerima
manfaat, unik dan mempunyai efek ganda atau bisa berkembang. Jadi setelah dana program
itu digelontorkan bisa banyak“penerima manfaatnya. Dalam’ kasus Sakofa harapannya
semua sector bisa bergerak: termasuk BMT.

Pasca pelatihan awalnya kita ingin memberi tenda dan punya identitas yang berbeda.
Makanya, kita masih brand Warung Beres (Bersih Enak Sehat).

P : Bagaimana bentuk evaluasi program pemberdayaan masyarakatnya?

N : Setiap bulan kita lakukan evaluasi terhadap semua program. Secara umum: karena
program kita semuanya terekam selama proses pendampingan. Misalnya, dalam kasus
sakofa tadi, kalau angsurannya lancar merupakan indikator usahanya juga lancar. Mungkin
juga tabungannya yang lancar. Jadi kita lakukan evaluasi. Kalau ada permasalahan kita
datangi untuk didampingi.

Kalau program warung Beres tadi, termonev (monitoring evaluasi) terus. Kita
memancingnya bahwa pedagang angkringan tersebut menerapkan hasil pelatihan, Kita buat
model, setelah pelatihan kita berikan alat seperti tenda, alat cuci tangan dan setiap bulannya
kita lakukan monitoring dengan mendatangi. Kita pun mengecek, siapa yang menerapkan



hasil pelatihan akan mendapatkan reward: bantuan angkringan bentuknya seperti gelas,
sendok dan alat-alat lainnya. dan semua itu tertuang dalam Mou, karena kita ingin
menempatkan para mustahik bukan atas bawah, melainkan sebagai mitra.

P : Mou-nya tertulis atau tidak?

N : Tertulis. Jadi dalam SOP kita semua program harus dilakuan secara MoU tertulis. Harus
jelas.

P : Jadi keberadaaan UU. NO. 23/2011 tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga?

N : DD sangat tidak berpengaruh. Karena kita, mungkin kebijakan pusat yang berpengaruh.
Jadi Pusat memberikan respon dengan membuat bagian FAZ. DD cabang pun demikian,

P : Bagaimana tanggapan lembagd dengdn adanya beberapa pegiat lembaga
Filantropi Islam yang mengajukan Judicial review terkait UU 23/2011? Apakah itu
bentuk kekecewaan atas pandangan berkurangiya perhimpunan dana zakatnya?

N : Tidak benar itu. Dalam pandangan|kami: malah berharap antara BAZ dan LAZ itu bisa
bersinergi dalam menggarap zakat secara makro. Maka |dari itu DD mengandeng MPZ
(Mitra Pengelola Zakat) hal tersebut supaya daeraltteriuar yang belum tersentuh oleh DD
itu bisa tergarap zakatnya dan tercataf, ‘Bahkan, |MPZ/ itu cukup melaporkan laporan
keuangannya saja.

Kalau mengurangi jumlah péndépatan peéfphimpundi zakat Ngapaid_kita mengurusi itu.
Kita berfikirnya: bukan ‘dapat uang Yidak==Bahkan“DD' dalan “therfundraising tidak ada
pakai kencleng (celengan), Dompet Phuafa ada dimana-mana. Kalau niatannya untuk
penghimpunan, tinggal sebar saja spandiik dan linnya.\DD, ingin mengedukasi masyarakat
dengan cara yang makro, bahwa zakat wajib ditunaikan di lembaga. Karenanya, DD
menginisiasi IMZ yang menelitizakat Secaranasiénal.

P : Bagaimana dengan FOZ?

N : DD juga menginisiasi FOZ babkan sampai FOZ tingkat internasional yang di Jakarta
kemarin itu agar zakat itu bisa optimal. Makanya, setelah adanya UU 23/2011 seakan
membenturkan antara BAZ dengan LAZ, kita tidak mau seperti itu. seakan menimbulkan
kesan “Heh! Kamu anak buahku’. Padahal, seharusnya sinerji untuk maju bareng. Dalam
pengelolaannya misalnya kamu bagian sana-aku bagian sini.

P : Bukannya yang diinginkan oleh pemerintah dalam UU tersebut hanya persoalan
pelaporan mengenai aktivitas pengelolaan yang dilakukan LAZ?

N : Sebenarnya di FOZ sudah ada. Kalau DD dan beberapa LAZ yang lain tidak ada
tumpang tindih karena sudah berkoordinasi selama di FOZ dan sudah bersinergi. Bahkan
kami berharap BAZNAS yang memiliki power di lembaga negara ini mengoptimalkan
pengelolaan zakatnya. Kalau perlu pelatihan kita siap untuk melatih, karena kita juga sudah
sering melatih di BAZNAS. Kita berharap bisa sinergi.
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Selama ini, saya secara pribadi atas nama remaja masjid minta bantuan di BAZNAS. Harus
minta tanda tangan KUA dulu, setelah dicap dan diberi bantuannya gimana dengan
pelaporannya? Jadi hanya cukup dengan stempel dan tanda tangan itu. Jadi kalau ditanya
riil program pemberdayaannya. Ya begitulah.. Masih dalam bentuk rancangan program dan
masih belum dalam wujud riil atau bentuknya dilapangan yang bisa diukur.

P : Bagaimana respon masyarakat dan sejauh mana optimalisasi lembaga pasca
berlakunya UU. NO. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

N : Dalam analisa awal survei program pemberdayaan kalau ada yang tidak masuk dalam
kriteria, kita akan tetap cari sampai dapat. Mereka yang tidak masuk dalam kualifikasi tidak
akan kamu masukkan. Jadi memang benar-benar mustahik yang mau berubah dan berusaha.
Ini kan amanah bukan vang kita juga. DD hanyalembaga\perantara. Makanya, bahkan kita
menggunakan sistem defisid. Jadi bisa Saja dalam satésbulan kita defisid anggaran. Dan
pencatatannya selaku kita lakukan sedetail danfsemudahimungkin bisa dilaporkan.

P : Bagimana dengan L.AZ yang laporan aktivitas dianggap kurang valid oleh
pemerintah, tidak terkecuali oleh BAZNAS. Sebagaimana laporan yang ada di UU
23/2011?

N : Kekhawatiran penghimpunan dana LAZ. akan berkurang kalau dilaporkan pada
BAZNAS, menurut saya itu pikiran tentang pendapatan. Ruh lembaga filantropi Islam
bukan soal pendapatan tapi pemberdayaaan. Semua itu akan beriringan sesuai dengan sepak
tejang lembaga. DD yang sudah menjelang 20 tahun tidak pernah berfildr kita harus dapat
vang atau dana berapa |dalam ‘menghimpun: Kalaupun DD tidak melakukan fundraising
pendapatannya tetap akan flaf karena masyarakat sudah percaya pada lembaga, Masyarakat
datang sendiri tanpa harus iklan banydk’ DD menanamkan nilai, laporan yang up to date,
laporan kaum dhuafa dan per person‘masing=masing’donatur ada. Kalaupun mau diaudit
kita mempersilahkan, kita pakai sudah.pakai standart.Japoran PSAK zakat.

P : Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pasca
berlakunya UU. NO. 23/2011?

N : Program yang dilakukan selama ini tidak terlalu pengaruh dengan UU tersebut. Pola
yang dipakai, DD langsung datang ke lapangan dimana mustahik yang perlu diberdayakan.
Disana diadakan assessment awal mana saja mustahik yang diberdayakan. Dari data yang
terkumpul, masyarakat dikumpulkan untuk diberi pengarahan atau pelatihan. Sampai pada
pendampingan, biasanya yang kami lakukan itu untuk program Sakofa tadi. Untuk yang
memulai dari awal kami juga ada program Institute Mentas Unggul yang berbentuk
program wirausaha berbasis keterampilan, yang sudah berjalan sekarang menjahit tapi saat
ini masih untuk kain bercak. Kita sediakan ruangan, alat dan pelatihan dan kita kasih
inkubasi bisnis. Kita pun juga memantau dengan tetap mendampingi. Selain itu, beberapa
waktu lalu ada pelatihan untuk membuat snack yang baik. Sederhana dan bermodal kecil,
tapi manfaatnya cepat dirasakan oleh mustahik: mereka kerjasama dengan kelompok
pengajian.
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P : Bagaimana bentuk evaluasi programnya?

N : Bentuk evaluasi yang kami lakukan tetap berdasarkan pada hasil selama
pendampingan. Tiap bulan kami lakukan evaluasi, jadi program yang dilaksanakan bisa
ukur, Karena itu, apa yang kita lakukan hampir terpikirkan setiap hari. Apalagi kinerja
dilembaga ini sudah dilakukan secara professional. Intinya, bagaimana bisa memberdayaan
kaum dhuafa. ‘

P : Bagaimana dengan gaji atau fee bagi pegawai DD?

N : Kalau gaji yang berlaku di DD 1/8 (atau 12.5%) dari pengumpulan zakat dan semua
operasional kantor dan sarana prasana juga diambilkan dari sana, bahkan dari itu masih DD
masih ada sisa karena pendapatan dalafn penghimpunannya yang besar. Fundraising DD
Jogja dalam satu bulan bisa mencapai ‘Rp. 200_juta, Kalau untuk yang pusat tentu saja
berbeda, jauh lebih besar penghimpunannya.
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BIODATA PENULIS

Makhrus, S.EL Ketika lahir ibunya memberi nama Makhrus Ahmadi atas
saran salah satu ustadz di kampungnya. Lahir di Pamekasan 30 Maret 1986
- dari pasangan suami istri H. SA. Dahri dan Syahriya. Nama belakangnya
hilang akibat kesatahan penulisan ijazahnya pada saat di Sekolah Dasar. Saat
ini, bersama teman-teman di kampungnya sedang merintis kembali
pendirian“Rumah Baca" sebagai sarana berbagi ilmu dan tempat bertanya
tentang kehidupan melalui budaya membaca. Alamatnya di kampung
(Madura) ]1. Jalinan Tengah Bangkes. Kec. Kadur. Kab. Pamekasan dan untuk
berinteraksi bisa melalui Email: satemakrus@yahoo.com Facebook/Twitter:
@cakmakrus dan web Blog: www.cakmakrus.blogspot.com

Riwayat pendidikan dimulai dari®™ADIN Sambi’Umbul Bangkes Pamekasan
(1993 s/d 1997), SDN Bangkes IV PameKasan (1993 s/d 1999), MTs. Al Falah
1 Kadur Pamekasan (1999 s/d 2002), MA. Muhammadiyah 1 Klaten (2002
s/d 2005), Ekonomi dan Perbankanylslam FAIZUMY (2005 s/d 2010) dan
Ekonomi Islam PPs MSI UII {2011’s/d sekarang).



